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Ikhtisar Eksekutif  

Laporan Kinerja Interim I BBPOM di Palangka Raya merupakan perwujudan akuntabilitas 

dari pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Palangka Raya atas penggunaan anggarannya 

pada triwulan I Tahun 2023. Selain itu, Laporan Kinerja Interim I BBPOM di Palangka Raya 

merupakan wujud dari kinerja triwulan I dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang 

dijabarkan dalam tujuan/sasaran kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis BBPOM 

di Palangka Raya Tahun 2020-2024.  

Pada triwulan I tahun 2023, Balai Besar POM di Palangka Raya telah melaksanakan 20 (dua 

puluh) kegiatan untuk mencapai 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 29 (dupa puluh 

sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditet apkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 

tahun 2023 dengan Nilai Kinerja Organisasi triwulan I tahun 2023 sebesar 105.74%. Dari 11 

sasaran kegiatan tersebut , 7 sasaran kegiatan yang dapat diukur pada triwulan I, 4 sasaran 

kegiatan lainnya dilakukan pada akhir t ahun 2023. Pengukuran terhadap tujuh sasaran 

kegiatan pada triwulan I tahun 2023 terdapat 5 sasaran kegiatan telah berhasil  mencapai 

target sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dengan hasil memenuhi ekspektasi dan tidak 

dapat disimpulkan dan 2 sasaran kegiatan dengan hasil belum memenuhi ekspektasi 

sebagai berikut :  

1. BBPOM di Palangka Raya berhasil memenuhi ekspektasi  dengan efektif  mewujudkan Obat dan 

Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan NPS yang 

telah disesuaikan sebesar 104.65% yang diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja . 

2. BBPOM di Palangka Raya belum berhasil memenuhi  ekspektasi  dengan kurang efektif  

meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di 

wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya dengan NPS sebesar 93.44% yang diukur dengan 6 

(enam) indikator kinerja . 

3. BBPOM di Palangka Raya belum berhasil memenuhi ekspektasi  dengan kurang efektif  

meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja 

BBPOM di Palangka Raya dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 97.22% yang diukur 

dengan 4 (empat) indikator kinerja . 

4. BBPOM di Palangka Raya belum berhasil memenuhi ekspektasi  dengan kurang efektif  dalam 

meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengu jian Obat dan Makanan di wilayah kerja 

BBPOM di Palangka Raya dengan NPS yang telah disesuaikan sebesar 91.65% yang diukur 

dengan 2 (dua) indikator kinerja . 

5. BBPOM di Palangka Raya berhasil memenuhi ekspektasi  dengan efektif  dalam meningkatkan 

efektivitas p enindakan tindak pidana Obat dan Makanan dengan NPS yang telah disesuaikan 

sebesar 120% yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja . 
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6. BBPOM di Palangka Raya berhasil memenuhi ekspektasi  dengan efektif  dalam memperkuat  

laboratorium, pengelolaan data dan in formasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS 

sebesar 104% yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja .  

7. BBPOM di Palangka Raya berhasil memenuhi ekspektasi  dengan kurang efektif  dalam 

pengelolaan keuangan BBPOM di Palangka Raya secara akuntabel  dengan NPS yang telah 

disesuaikan sebesar 120%  yang diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja . 

Pencapaian 7 (tujuh) sasaran kegiatan tersebut diukur dengan 2 0 (dua puluh) indikator yang 

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan capaian antara 31.95% sampai dengan 

566.67%. Capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator Persentase keberhasilan 

penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dan capaian indikator kinerja terendah 

pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan 

distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.  

Untuk mendukung pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut BBPOM di Palangka Raya 

memperolah alokasi anggaran pada TA 2023 sebesar Rp 21.461.208.000,- . Pada tanggal 14 

Desember 2022 terdapat pengurangan pagu yang dapat digunakan dalam bentuk Automatic 

Adjusment tahap I sebesar Rp 1.001.921.000,-  pada belanja pegawai. Realisasi anggaran 

terhadap pagu aktif yang dikelola sebesar 17.24%. BBPOM di Palangka Raya melaksanakan 

20 kegiatan utama dengan hasil 8 kegiatan utama efisien dan 12 kegiatan utama tidak 

efisien dengan Tingkat Efisiensi (TE) antara ˟ 0.24 hingga 9.0 dengan Tingkat Efisiensi total 

sebesar 0.32 (efisien). Meskipun demikian, dalam pengelolaan anggaran telah dilakukan 

perbaikan yaitu kuali tas perencanaan yang detail dan applicable dalam penyusunan PoA, 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan anggaran secara berkala, 

perkuatan supporting  data dari tim pengelola keuangan sebagai bahan evaluasi dan tindak 

lanjut. 

BBPOM di Palangka Raya juga mendorong inovasi dan terobosan untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pelayanan baik  internal maupun eksternal. Inovasi dan terobosan 

untuk meningkatkan pelayanan publik diantaranya aplikasi e- UMKM Harati 

(fasilitasi/pendampingan UMKM/IRTP dalam proses sertifikasi)  yang bertransformasi 

menjadi UMKM Berdikari (UMKM Bertekad Kuat, Inovatif, Kreatif dan Mandiri) yang 

merupakan penyempurnaan dari e- UMKM Harati di mana layanan pendampingan UMKM 

yang sebelumnya dilakukan secara online kini dilakukan secara intensif dengan skema 1 

UMKM 1 fasilitator sebagai solusi nyata pendampingan prima kepada pelaku usaha, 

melibatkan unsur lintas sektor di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, pelaku usaha dan 

perguruan tinggi (mahasiswa sebagai fasilitator), Duta Layanan (tamu dilayani oleh Duta 
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Layanan yang sudah mendapatkan pelatihan melayani konsumen yang baik dengan 

menerapkan 5S), Kahayan (Kemudahan Layanan Pengujian), Garansi Layanan Prima 

˜ÿÙúÀÿēíĖ÷ÀĀ ÌÀĀĀÙĖ ˪GÀĖÀĀĚí ZÀĴÀĀÀĀ sĖíÿÀ˫ ÓÙĀçÀĀ ÿÙĀÎÀĀġĥÿ÷an syarat dan 

ketentuan) dan Laura Jempol  (Layanan Uji Gratis Jemput Bola, merupakan inovasi layanan 

pengujian bagi masyarakat). 

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 BBPOM di Palangka Raya ini diharapkan 

dapat memberikan informasi yang komprehensi f atas capaian kinerja triwulan I tahun 2023 

terhadap organisasi yang merupakan upaya terbaik seluruh pegawai namun masih banyak 

hal- hal yang perlu penyempurnaan dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Oleh 

karena itu, kami akan selalu mendorong untuk  bersama-sama mengupayakan perbaikan 

bagi BBPOM di Palangka Raya dan bagi masyarakat dengan selalu menerapkan budaya 

Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerjasama, Inovatif dan Responsif. Dengan disusunnya 

laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian 

kinerja BBPOM di Palangka Raya triwulan II tahun 2023. Hal ini akan berdampak positif 

dalam rangka mencapai visi dan misi BBPOM di Palangka Raya. 

Kami mengapresiasi seluruh lintas sektor terkait yang telah bekerja sama  dengan BBPOM 

di Palangka Raya dan seluruh masyarakat yang sering berinteraksi melalui kegiatan -

kegiatan yang telah dilaksanakan. Kami berharap kerjasama akan semakin erat dan 

seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah semakin merasakan kehadiran BBPOM di 

Palangka Raya. Semoga Laporan Kinerja Interim ini mendapatkan umpan balik dalam 

rangka peningkatan kinerja  dan bermanfaat baik internal maupun eksternal.  

 

 

Palangka Raya, 17 Februari  2023 

Kepala BBPOM di Palangka Raya 

 

 

Drs.Safriansyah,Apt.,M.Kes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah 

pada tanggal 10 Maret 2017 telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Instruksi 

Presiden ini  dijelaskan Instruksi Presiden kepada 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga 

termasuk pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan 

pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-

masing. Adanya Instruksi Presiden yang baru ini tentu memperkuat posisi strategis 

BPOM sebagai perisai utama dalam mengawal sistem Pengawasan Obat dan Makanan. 

1.2 Gambaran Umum Organisasi 

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam rangka penyederhanaan birokrasi yang 

bertujuan untuk meningka tkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan 

keputusan terbit Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 

pada tanggal 4 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan 

BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai Besar 

POM di Palangka Raya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang 

melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang 

tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di 

Palangka Raya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin 

oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif 

dibina oleh Sekretaris Utama.  

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan 

langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya 

meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 2 UPT BPOM di 

wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (terdiri dari 14 Kabupaten/Kota) dengan masing -

masing wilayah kerja sebagai berikut:  

1. BBPOM di Palangka Raya, cakupan pengawasan meliputi 10 kabupaten/kota yaitu 

Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, 
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Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten 

Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten 

Murung Raya.  

2. Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat, cakupan pengawasan meliputi 4 

kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 

Lamandau, dan Kabupaten Sukamara. 

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.2.10.21.412 Tahun 2021 

tentang Satuan Kerja Mandiri Loka Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan pada 

tanggal 12 Oktober 2021, mulai tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat 

telah menjadi Loka POM Satker Mandiri sehingga kinerja Loka POM di Kabupaten 

Kotawaringin Barat mulai Tahun 2022 tidak lagi menjadi bagian dari kinerja BBPOM di 

Palangka Raya. Balai Besar POM di Palangka Raya menyelenggarakan tugas dan fungsi 

teknis sebagai berikut:  

Tugas  

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.  

Fungsi  

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan; 

c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas di stribusi Obat dan Makanan dan fasilitas 

pelayanan kefarmasian; 

d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan 

Makanan; 

e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan; 

f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan; 

g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan; 

h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan; 

i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang - undangan dibidang pengawasan Obat dan Makanan; 

j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber; 

k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat dibidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 
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l. Pelaksanaan kerjasama dibidang pengawasan Obat dan Makanan; 

m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di 

wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT 

BPOM dikoordinasikan oleh BBPOM di Palangka Raya guna memberikan perlindungan 

terhadap masyarakat . 

1.3 Struktur Organisasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1  Str uktur Organisasi Balai Besar POM di Palangka Raya  

 

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja UPT BPOM disusun berdasarkan Peraturan BPOM 

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan BPOM 

Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Unit 

Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi BBPOM di Palangka Raya sebagaimana tersebut 

di atas dijabarkan sebagai berikut:  

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, 

dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi 

komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata 
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laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjamin 

mutu. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran; 

b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara; 

c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;  

d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;  

e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian; 

f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;  

g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahatanggaan; dan  

h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja. 

Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan 

tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur Jabatan 

Fungsional masing- masing. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 

HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan 

Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM 

mengelompokan uraian fungsi Bagian Tata Usaha terdiri atas: 

a. Subkelompok substansi program dan evaluasi; dan 

b. Subkelompok substansi umum. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 

Jabatan Fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang -

undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan 

fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, 

Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan keahlian dan 

keterampilan.  

Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan Koordinator 

Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas 

dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan 

Pengawas masing-masing. Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 

HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan 

Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM 

mengelompokan uraian fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terdiri atas:  

a. Kelompok substansi pengujian, menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, 

program, dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang pengujian kimia dan mikrobiologi meliputi pengujian rutin dan dalam 
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rangka investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan. Kelompok substansi 

pengujian terdiri a tas: 

i. Subkelompok substansi pengujian kimia; dan 

ii. Subkelompok substansi pengujian mikrobiologi.  

b. Kelompok substansi pemeriksaan, menyelenggarakan fungsi penyusunan 

rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan di bidang pemeriksaan meliputi inspeksi fasilitas produksi, distrbusi, 

dan pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan 

distribusi, sampling, serta pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan. 

Kelompok substansi pemeriksaan terdiri atas:  

i. Subkelompok substansi inspeksi; dan 

ii. Subkelompok substansi sertifikasi,  

c. Kelompok substansi penindakan, menyelenggarakan fungsi penyusunan 

rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan di bidang cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap 

pelanggaran ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan, serta pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui 

siber; dan 

d. Kelompok substansi informasi dan komunikasi, menyelenggarakan fungsi 

penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, 

dan pengaduan masyarakat, serta kerja sama di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan. 

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.12.20.1150 Tahun 2020 

tentang Uraian Fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Tugas Koordinator Jabatan 

Fungsional Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Koordinator jabatan 

fungsional melaksanakan tugas koordinasi, penyusunan rencana, pelaksanaan dan 

pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok 

substansi pada masing- masing pengelompokan fungsi; memimpin sekelompok 

substansi pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas; dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kelompok 

substansi dan unit kerjanya. Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan 

fungsional dibantu oleh subkoordinator. Subkoordinator jabatan fungsional 

bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis melakui koordinator sesuai 

dengan kelompok substansi dan unit kerjanya.  
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1.4 Aspek Strategis Organisasi  

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan 

kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang 

tidak memenuhi syarat dan berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem 

pengawasan yang komprehensif, berbasis ilmiah, dan berstandar internasional 

meliputi pengawasan produk sebelum beredar ( pre- market)  sampai dengan setelah 

beredar di pasaran (post- market control) , termasuk upaya penegakan hukum terhadap 

pelaku pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Serta dilakukan upaya pengawasan 

dari aspek permintaan ( demand) melalui pemberdayaan masyarakat ( community 

empowerment ). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM bekerjasama 

dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk 

memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. BPOM mendorong penerapan 

Risk Management Programme mengubah paradigma pengawasan dari watchdog 

control  atau reaktif t erhadap pelanggaran standar keamanan obat dan makanan diubah 

menjadi proaktif control atau preventif , hal ini didasarkan bahwa tindakan hukum tidak 

selalu dapat memberikan efek jera dan mengungkap akar masalah tindak pidana obat 

dan makanan.  

Balai Besar POM di Palangka Raya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama 

berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis 

periode 2020- 2024 dan Reviu Renstra BBPOM di Palangka Raya tahun 2020- 2024 yaitu 

melaksanakan program pengawasa n Obat dan Makanan (post-market ) di seluruh 

wilayah administratif Provinsi Kalimantan Tengah meliputi pengawasan sarana 

produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang - undangan yang 

berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap p roduk Obat dan Makanan 

serta penyidikan dan penegakan hukum. 

BBPOM di Palangka Raya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) pilar inti kegiatan 

yakni:  

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum 

beredar (pre- market ) terlibat dalam regi strasi/penilaian, inspeksi fasilitas 

produksi dalam rangka sertifikasi;  

2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market ) 

mencakup  sampling dan pengujian, inspeksi fasilitas produksi dan distribusi Obat 

dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah;  
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3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan 

edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya 

saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas 

sektor untuk pengu atan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan 

dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; dan  

4. Penegakan hukum melalui fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan 

dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan. 

Dalam melaksanaan tugas dan fungsi upaya penguatan kebijakan pengawasan Obat 

dan Makanan, BBPOM di Palangka Raya perlu didukung adanya peningkatan kerjasama, 

komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat 

memberikan  kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan 

memberikan perlindungan terhadap produk - produk Obat dan Makanan yang berisiko 

terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap 

peraturan perundang - undangan dan mampu menerapkan kaidah- kaidah cara produksi 

yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang 

beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya . 

1.5 Analisis Lingkungan  Strategis  

Internal  

¶ Sumber Daya Manusia 

Saat ini, jumlah SDM yang dimiliki BBPOM di Palangka Raya untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per Desember 2022 sebanyak 61 

(enam puluh satu) orang, 2 (dua) orang diantaranya sedang melaksanakan tugas 

belajar sehingga jumlah pegawai yang aktif 59 (lima puluh sembilan). Rincian 

distribusi pegawai berdasarkan lokasi penempatan, unit kerja dan tingkat 

pendidikan sebagai berikut : 

 Bagian / KS S2 Apt  S1 D3  SMF/SMA  

BBPOM di 
Palangka Raya 

TU 2 2 9 1 4 

Pemeriksaan 2 3 3 0 2 

Pengujian 0 9 8 3 3 

Infokom  0 4 1 0 0 

Penindakan 0 2 3 0 0 

Total 4 20 24 4 9 

 

Tabel 1.1. Distribusi Pegawai BBPOM di Palangka Raya 
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 ABK Existing  Gap 

BBPOM di Palangka Raya 102 61 41 

Tabel 1.2. ABK BBPOM di Palangka Raya  

 

¶ Sumber Daya Lainnya 

Kantor BBPOM di Palangka Raya memiliki luas lahan 10.788 m2 dengan luas 

bangunan 2.753 m2, selain digunakan sebagai fungsi perkantoran dan administrasi 

juga termasuk fungsi pelayanan publik dan pengujian dengan peralatan 

laboratorium yang memadai sesuai standar Laboratoriu m Badan POM dan metode 

analisis terkini. Balai Besar POM di Palangka Raya memiliki laboratorium pengujian 

kimia dan  laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 

17025:2017. Selain itu BBPOM di Palangka Raya dalam mewujudkan visi, misi, dan 

tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 

9001:2015 serta manajemen lingkungan ISO 14001:2015 dan telah tersertifikat untuk 

seluruh bisnis prosesnya.  

Keunggulan Balai Besar POM di Palangka Raya: 

- Laboratorium yang menerapkan  ISO/IEC 17025:2017 di wilayah Kalimantan 

Tengah  

- Laboratorium yang menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar 

ISO 9001:2015 

- Laboratorium yang menerapkan sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015 

- Laboratorium rujukan sampel SIDIK di wilayah Huku m Polda Kalimantan 

Tengah  

 

¶ Anggaran 

Anggaran BBPOM di Palangka Raya bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 

Nomor : SP DIPA-  063.01.2.432872/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 

2021 sebesar Rp 28.070.532.000,- . Pada tanggal 22 Agustus 2022 terdapat 

pengurangan pagu DIPA menjadi Rp 27.777.127.000,- . Pada tanggal 25 November 

2022 dilakukan Realokasi Anggaran Blokir BPOM TA 2022 ke Bagian Anggaran 

Bendahara Umum Negara sebesar Rp 3.899.863.000,-  sehingga pagu DIPA menjadi 

Rp 23.877.264.000,. 

 

¶ Kondisi Geografis dan Demografi  
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Provinsi Kalimantan Tengah atau dikenal dengan sebutan Bumi Tambun Bungai, 

mempunyai luas sekitar 153.364 km yang merupakan provinsi nomor dua terluas di 

Indonesia. Cakupan wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dar i 14 

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk 2.769.156 jiwa. Dengan luas wilayah 

tersebut, kesempatan untuk tumbuhnya lokasi perdagangan baru semakin terbuka. 

Dengan posisinya yang berada ditengah- tengah wilayah Pulau Kalimantan, Provinsi 

Kalimantan Tengah banyak dijadikan sebagai interconnection  atau penghubung 

dengan daerah-daerah lain. Selain itu, dengan adanya pelabuhan di beberapa 

kabupaten, seperti di Sampit, Pangkalan Bun, Sukamara dan Pulang Pisau, maka 

akses masuk ke wilayah Kalimantan Tengah semakin mudah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarak tempuh dan lama waktu perjalanan dari Kota Palangka Raya ke wilayah kerja 

dapat dilihat pada Gambar 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 . Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah  
(disertai keterangan jarak tempuh dari pusat kantor UPT)  

Gambar 1.3.  Lama waktu perjalanan dari Kota P alangka Raya dan dari Kota Pangkalan Bun  
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Fasilitas produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi 

Kalimantan Tengah meliputi usaha kecil obat tradisional, industri pangan dan 

industri rumah tangga pangan. Sedangkan fasilitas distribusi meliputi Pedagang 

Besar Farmasi, apotek, toko obat, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Gudang Farmasi 

kabupaten/kota, rumah sakit, puskesmas, klinik, fasili tas distribusi obat tradisional, 

suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan. Jumlah fasilitas produksi dan distribusi 

yang diawasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana pada tabel 1,4 dan 

1,5 di bawah ini. 

 

IRTP MD UKOT UMOT 

1158 5 0 5 

Tabel  1.3. Profil Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah 
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Gambar 1.4. Profil  Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan di Kalimantan Tengah 

Isu Strategis  

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di 

Palangka Raya antara lain: 

1. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

Reformasi Sistem Kesehatan Nasional merupakan perubahan fundamental sistem 

Kesehatan dalam aspek kebijakan, program, maupun kegiatan yang dilakukan secara 

berkelanjutan. Tiga tujuan utama disusunnya Reformasi SKN yaitu (1) Meningkatnya 

kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan (health security and resilience ), (2) 

Menjamin ketersediaan dan kemudahan akses supply side pelayanan kesehatan yang 

berkualitas di seluruh Indonesia, dan (3) Meningkatkan peran serta masyarak at dan 

memperkuat upaya promotive dan preventif. Reformasi SKN terbagi atas 8 area 

strategis yang memberikan daya ungkit pembangunan Kesehatan ke depan dengan 

Pelayanan Kesehatan Dasar menjadi arus utama dalam kedelapan area tersebut.  

BBPOM di Palangka Raya dalam Reformasi Sistem Kesehatan Nasional mendukung 3 

(tiga) area reformasi, yaitu (1) Pengendalian Penyakit dan Imunisasi, yaitu 
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intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka mutu vaksin, (2) Ketahanan 

Kesehatan (Health Security), melalui penguatan kapasitas dan kemampuan uji RT 

PCR Covid-19 Laboratorium BBPOM di Palangka Raya; dan (3) Optimalisasi Teknologi 

Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat. 

 

2. Stunting yang mengancam kecerdasan bangsa 

Stunting  atau kekerdilan adalah gangguan pertumbuhan dan perk embangan anak 

akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Stunting ditandai dengan 

gangguan pertumbuhan anak, sehingga anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari 

anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir . Kondisi ini dapat 

berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko 

menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak- anak yang 

akan menjadi generasi penerus bangsa.  

BPOM memiliki peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting me lalui 

program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, Intervensi 

keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan 

Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Berdasarkan keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor Kep 

42/M.PPN/HK/04/2020 tanggal 9 April 2020 ada 5 (lima) kabupaten yang masuk 

dalam kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi yang 

telah ditetapkan pada tahun 2018 ˟  2020 yaitu Kabupaten Barito Timur, Kabupaten 

Barito Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, dan  Kabupaten 

Kotawaringin Timur.  

BBPOM di Palangka Raya dalam strategi percepatan penurunan stunting di wilayah 

Kalimantan Tengah melakukan pengawasan post- market  dengan cara pengambilan 

sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, 

inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara 

Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta 

operasi inteliijen dalam dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang Obat 

dan Makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan 

masyarakat.  

Berdasarkan Data Survei Status Gizi Balita Indonesia yang dirilis pada ta hun 2021 

menunjukkan prevalensi stunting di Kalimantan Tengah (Kalteng) tercatat turun dari 
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32,3% pada tahun 2019 menjadi 27,4% pada tahun 2021 ini dan pada akhir Desember 

2021 Kalimantan Tengah sudah tidak lagi masuk kelompok 5 besar provinsi dengan 

angka stunting tertinggi. Kalimantan Tengah berada di urutan ke -15 terendah dan 

keluar dari label merah provinsi dengan stunting tertinggi .  

3. Sumber Daya Manusia 

SDM BBPOM di Palangka Raya sampai dengan Maret 2022 berjumlah 61 (enam puluh 

satu) orang, 2 (dua) orang diantaranya sedang melaksanakan tugas belajar sehingga 

jumlah pegawai yang aktif 59 (lima puluh sembilan).  Apabila dihitung berdasarkan 

analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BBPOM di Palangka 

Raya belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung 

pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. BBPOM di 

Palangka Raya sebagai organisasi yang scientific based melakukan optimalisasi 

pemanfaatan sumber daya manusia yang ada dengan berbagai macam latar 

belakang pendidikan.  

Dengan jumlah SDM yang terbatas dan harus menjawab tantangan yang semakin 

kompleks BBPOM di Palangka Raya terus berusaha meningkatkan kompetensi SDM 

yang ada baik hard skill  maupun soft skill untuk dapat meningkatkan efektivitas 

kerja dan memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin 

dinamis. BBPOM di Palangka Raya juga mempunyai strategi pengembangan pegawai 

sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi - posisi strategis serta meningkatkan 

kemampuan soft competence untuk menghasilkan pribadi yang matang dalam 

menghadapi dan menyelesaikan masalah. Selain itu, BBPOM di Palangka Raya terus 

melakukan penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan 

semakin berkembangnya modus pelanggaran dibidang Obat dan Makanan.  

4. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian  

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BBPOM di Palangka 

Raya, laboratorium mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal 

mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk - produk obat dan 

makanan yang beredar di masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah, hasil pengujian 

produk obat dan makanan dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak 

memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait 

sehingga masyarakat terhindar dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat 

ataupun palsu (ilegal). Untuk itu BBPOM Palangka Raya terus melakukan 

peningkatan pengujian baik pemenuhan standar peralatan laboratorium yang andal 
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dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian. 

Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian serta jumlah produk yang diuji. 

Untuk menjawab tuntutan ini BBPOM di Palangka Raya telah didukung dengan 

instrument laboratorium teknologi kompleks seperti LCMSMS , GCMS dan real time  

PCR. 

5. Disintegrasi Data  

Pada era revolusi teknologi (digitalisasi) saat ini, kita dituntut untuk adaptif 

mengikuti perkembangan dan kemajuan tekonologi yang sangat pesat dengan: 

a. Kompetensi sumber daya manusia yang mumpuni; 

b. Sistem basis data dan informasi yang akurat dan terintegrasi untuk 

memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan; dan  

c. Kapabilitas dukungan infrastruktur yang andal.  

Tantangan saat ini adalah banyaknya aplikasi dibuat oleh masing-masing Unit Kerja 

yang belum sepenuhnya terintergrasi, data dasar dan informasinya juga tersebar. 

Permintaan banyaknya laporan dari berbagai Unit Kerja dengan data yang sama 

namun berbeda format laporannya menuntut tenaga dan waktu ekstra dalam 

mengolahnya sedangkan sumber daya manusia BBPOM Di Palangka Raya sangat 

terbatas. Pengelolaan big data yang tepat dan efisien serta satu data untuk semua 

akan meningkatkan efektivitas kinerja BBPOM di Palangka Raya. Bank data 

diperlukan sebagai satu sumber pengolahan data dan laporan yang diyakini seb agai 

sumber informasi penting dan bermakna yang akan menjadi sumber data bagi  

BPOM sebagai dasar pembuatan kebijakan.  

6. Kemandirian Pelaku Usaha (UMKM) untuk Peningkatan Daya Saing  

Jumlah pelaku usaha pangan mikro dan kecil yang jumlahnya cukup besar di 

Provinsi Kalimantan Tengah khususnya pelaku usaha UMKM pangan olahan industri 

kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga perlu dilakukan pemetaan 

berbasis resiko dan langkah - langkah pendampingan dari BBPOM di Palangka Raya 

untuk meminimalisir adanya:  

a. Kurangnya pengetahuan, perilaku dan keterampilan pelaku usaha UMKM; 

b. Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal 

yang minim sehingga perlu dibantu; 

c. Kesadaran tentang peningkatan daya saing perlu ditingkatkan terutama dengan 

semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia; 
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d. Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan, keamanan pangan (hygiene 

sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai 

aturan); dan 

e. Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasa n kurang menarik, akses 

promosi terbatas.  

Sebagai salah satu wujud dari misi kedua yaitu mewujudkan kemandirian pelaku 

usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan, BBPOM di 

Palangka Raya menggandeng Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk 

memiliki produk yang aman dan mampu berdaya saing. Beberapa kegiatan berupa 

pendampingan dan bimbingan teknis telah dilakukan terhadap beberapa UMKM 

Pangan Olahan yang dianggap layak untuk naik kelas dari nomor P- IRT yang 

diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota menjadi nomor MD dari Badan POM, 

serta bimbingan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 

pada pelaku usaha Obat tradisional dan bimbingan penerapan Cara Produksi 

Kosmetik yang Baik (CPKB) pada pelaku usaha Kosmetik. 

7. Reformasi Bir okrasi (WBK/WBBK) 

Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional 

dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas 

korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, 

berdedikasi, dan memegang teguh nilai- nilai dasar dan kode etik aparatur Negara. 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) BPOM mengacu Keputusan Kepala BPOM 

Nomor HK.04.1.24.08.15.34097 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

BPOM Tahun 2015- 2019 yang selanjutnya ditinjau ulang melalui penetapan 

Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.22.05.19.1620 Tahun 2019 tentang 

Rencana Aksi Road Map Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2019. Road Map BPOM 

memuat Rencana Aksi dari 9 (Sembilan) program terkait 8 (delapan) area  

perubahan, meliputi manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan 

akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan 

sistem manajemen SDM aparatur, penguatan peraturan perundang -undangan, 

peningkatan kualitas pelayanan publik dan quick wins . BBPOM di Palangka Raya 

melakukan 6 area perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi. BBPOM di 

Palangka Raya merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah 

mencanangkan Zona Integritas dan mengajukan predikat WBK (Wilayah Bebas dari 

Korupsi) sejak tahun 2019. Tahun 2022 Balai Besar POM di Palangka Raya kembali 
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mempersiapkan pengajuan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi), sehingga 

diperlukan upaya sosialisasi program pengawasan Obat dan Makanan dan 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain kemudahan akses 

informasi . Sebagai bentuk komitmen untuk menuju WBK telah diluncurkan 

beberapa inovasi pelayanan publik antara lain e -UMKM HARATI yaitu aplikasi untuk 

meningkatkan pelayanan  sertifikasi UMKM Pangan kepada Masyarakat,  inovasi 

KAHAYAN (Kemudahan Layanan Pengujian) dalam rangka peningkatan kecepatan 

pelayanan (timeline ) pengujian sampel pihak ketiga dan layanan on call   di hari 

libur bagi masyarakat , inovasi PENTOL ISI URAT  (Paman Pentol Pemberi 

Informasi untuk Masya rakat) yaitu  Program kegiatan pemberdayaan Komunitas 

Pedagang Pentol dalam rangka penyebaran informasi Obat dan Makanan kepada 

masyarakat. 

8. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017  

Untuk mendukung terwujudnya salah satu Nawa Cita Presiden, yaitu meningkatka n 

kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui sektor kesehatan telah diterbitkan 

Instruksi Presiden No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan 

Obat dan Makanan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi BPOM 

sehingga meningkatkan efektiv itas kinerja pengawasannya bersama Kementerian 

Negara, lembaga atau daerah. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 ini didorong 

oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2016 yang menunjukkan 

bahwa hanya 20% hasil rekomendasi BPOM yang ditindaklanjuti oleh pemerintah 

provinsi, kota dan kabupaten.  

Sebagai salah satu dukungan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017, 

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 

tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di 

Daerah sebagai bentuk pembinaan kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk 

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dan bahan 

berbahaya dalam Obat dan Makanan. 

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dan Permendagri 

Nomor 41 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan sinergisme kemitraan 

dengan kementerian maupun pemerintah daerah. Untuk itu perlu disiapkan 

landasan hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan koordinasi di daerah 

dalam bentuk peratura n gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, 

pembinaan, pengawasan dan tindak lanjutnya. Tindak lanjut oleh instansi terkait 



 
 

29 
  

atas rekomendasi yang diterbitkan oleh BBPOM Di Palangka Raya sangat 

berpengaruh pada peredaran Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Tengah 

yang tidak memenuhi peraturan perundang - undangan. 

9. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat 

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di 

sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali indus tri Obat dan Makanan. Salah 

satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi 

industri gelombang ke -4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0 . Karakterisik 

revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan seperti  advance 

robotics , artificial intelligence , internet of things , virtual and augmented reality , 

additive manufacturing , serta distributed manufacturing  yang secara keseluruhan 

mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. 

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga 

jenis dan volume obat, makanan, dan kosmetik semakin beragam. Indonesia 

merupakan negara terbesar dalam penggunaan media internet untuk belanja  

secara daring (online) dimana komodit i makanan dan personal care menduduki 

nomor urutan pertama dan fashion and beauty di urutan berikutnya dalam hal 

kategori produk yang paling dicari secara online oleh masyarakat Indonesia  

Dampak e- commerce menawarkan beragam pilihan kategori produk kepada 

masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan Makanan yang dijajakan 

situs daring terdiri atas bermacam - macam jenis, mulai dari produk dalam negeri 

hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan 

karena masyarakat berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat 

dan bermutu. 

Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya 

pengetahuan masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman masih 

rendah serta pengaruh gencarnya promosi iklan prod uk obat tradisional, suplemen 

kesehatan dan kosmetik pada situs daring dan tawaran - tawaran menarik dari 

penjual menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar 

dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu 

dan kemanfaatan produk.  

Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Direktorat Siber Obat dan Makanan 

berupaya aktif melakukan patroli siber dalam rangka pengawasan obat dan 
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makanan  secara daring  untuk melindungi masyarakat dari obat ilegal, tidak 

bermutu dan berbahaya bagi kesehatan dengan mekanisme pengusulan takedown 

kepada idEA (Indonesian E- Commerce Association) dan Kementerian Komunikasi 

dan Informatika -  Direktorat Pengendalian Aptika  atau  pengusulan digital offender 

profiling  ke direktorat Intelijen Ob at dan Makanan Badan POM RI. Balai Besar POM 

di Palangka Raya aktif dalam patroli siber obat dan makanan dan upaya tindak 

lanjut dari temuan terkait peredaran obat dan makanan secara daring  

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat me njadi cukup 

fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan 

distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan demikian BBPOM di Palangka Raya 

terus beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument  pengawasan yang 

berbasis kemandirian industri dan distribusi dalam memastikan keamanan dan 

mutu produk yang dihasilkan.  

10. Pandemi Global Covid- 19 

Pada 02 Maret 2020, diumumkan kasus pertama corona virus disease 2019 (Covid-

19) di Indonesia dan pada 11 Maret 2020, WHO (World Health Organization) telah 

menetapkan corona virus disease 2019 (Covid- 19) sebagai pandemi. Virus dengan 

nama resmi SARS-CoV- 2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi 

Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 221 negara dan wilayah 

lain di seluruh dunia  dan pada 11 Maret 2021 WHO menyatakan coronavirus sebagai 

pandemi global.  

Cara penularan melalui sistem pernafasan bawah yang berasal dari droplet 

manusia yang terinfeksi yang menempel pada benda- benda yang terkena droplet 

dan terbawa menempel ke daerah sekitar hidung manusia yang tertular. Jumlah 

kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Upaya yang dapat 

dilakukan pemerintah demi menekan laju penyebaran, diantaranya adalah 

physical/social distancing  dan untuk mencegah penyebaran virus covid- 19 

dilakukan tes massal atau rapid test , pemberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar) di sejumlah daerah, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat), refocussing  kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga 

dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease (Covid-19), K/L agar 

mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan 

kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19. Masyarakat 

diharuskan ikut berpartisipasi untuk memer angi pandemi virus covid- 19, yaitu 
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dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan 

masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan 

lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar 

daerah, dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan 

bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin. Balai Besar POM 

di Palangka Raya melaksanakan kinerja dan pelayanan publik dengan metode work 

from home (WFH). Pelaksanaan pengawasan, pelayanan publik dioptimalkan 

melalui media online dan layanan sampel pihak ketiga dilakukan secara on- call  

menggunakan sistem piket berdasarkan Surat Edaran Kepala BPOM Nomor 

KP.11.01.2.24.03.20.21 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja 

Aparatur Sipil Negara dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19 di 

lingkungan Badan POM dan tetap memastikan tugas dan fungsi serta pelayanan 

publik tetap berjalan efektif dan efisien .  

Selain itu Balai Besar POM di Palangka Raya mendukung pencegahan dan 

penyebaran Covid-19 dengan cara mengawal keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu 

vaksin/obat covid - 19 di wilayah BBPOM di Palangka Raya. Sebagaimana 

diamanatkan dalam Peraturan  Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan 

Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), berperan aktif dalam pengawasan mutu dan 

keamanan Vaksin Covid 19 serta menjaga Integritas Rantai Suplai Vaksin di 

Provinsi Kalimantan Tengah, berperan aktif pada peningkatan kapasitas testing uji 

RT PCR Covid-19, dalam hal ini BBPOM di Palangka Raya melakukan pembangunan 

Laboratorium berstandar Biosafety  Level 2 yang dalam perkembangan nya 

BBPOM di Palangka raya menunggu penetapan Laboratorium BBPOM di Palangka 

Raya sebagai Laboratorium jejaring Laboratorium Covid -19 dan melakukan 

pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari) . 

Masyarakat diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid -

19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan 

masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan 

lingkungan terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar 

daerah, tidak berkerumun dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan 

mengkonsumsi makanan bergizi dan supleme n kesehatan serta berolahraga 

secara rutin.  
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021- 2024 

Perencanaan Tahun 2022 BBPOM Di Palangka Raya tertuang dalam Reviu Rencana 

Strategis (Renstra) BBPOM Di Palangka Raya tahun 2020- 2024 berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor 

HK.02.02.21A.21A5.21A51.12.21.2385 tanggal 17 Desember 2021. Reviu Renstra tersebut 

memuat visi, misi, budaya organisasi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target 

kinerja program dan kegiatan BBPOM di Palangka Raya. Sejalan dengan visi dan misi 

pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BBPOM di Palangka Raya telah 

menetapkan Visi dan Misi BPOM 2020-2024 yaitu: 

 

Gambar 2.1. Visi dan Misi BBPOM di Palangka Raya 2020-2024 
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Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, 

maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 

2020-2024 adalah:  

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat dan 

Makanan. 

2) Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian 

laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam 

pengawasan Obat dan Makanan. 

3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan 

Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 

4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang 

aman dan bermutu. 

5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 

6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 

7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel 

dalam memberikan pelayanan publik yang prima.  

 

 

 

Dalam rangka mewujudkan visi dan mi si BBPOM di Palangka Raya maka BBPOM di 

Palangka Raya menggunakan 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 29 (dua puluh 

Gambar 2.2. Peta Strategis Level II BBPOM di Palangka Raya 
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sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Reviu Renstra 

BBPOM di Palangka Raya tahun 2020-2024. 

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) 

tahun yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam 

Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. 

RKT meliputi sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator 

kinerja utama, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dengan 

melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan penetapan target. 

RKT disusun dan disahkan setelah dokumen RKP tahun berjalan ditetapkan. RKT 

BBPOM di Palangka Raya ditetapkan tanggal 6 Oktober 2021. Salah satu tujuan RKT 

disusun adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran 

Kementerian/Lembaga. Rencana Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Palangka Raya sebagai 

berikut:  

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  Target 

1 Terwujudnya Obat dan Makanan 
yang memenuhi syarat di wilayah 
kerja BBPOM di Palangka Raya 

1. Persentase Obat yang memenuhi 
syarat  

94.5 

2. Persentase Makanan yang memenuhi 
syarat  

92.5 

3. Persentase Obat yang aman dan 
bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan 

93 

4. Persentase Makanan yang aman dan 
bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan 
 

83 

5. Persentase pangan fortifikasi yang 
memenuhi syarat  

95 

2 Meningkatnya kesadaran 
masyarakat terhadap keamanan 
dan mutu Obat dan Makanan di 
wilayah kerja BBPOM di Palangka 
Raya 

Indeks kesadaran masyarakat ( awareness 
index) terhadap Obat dan Makanan aman 
dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di 
Palangka Raya 

74 

3 Meningkatnya kepuasan pelaku 
usaha dan masyarakat terhadap 
kinerja pengawasan Obat dan 
Makanan di wilayah BBPOM di 
Palangka Raya 

1. Indeks kepuasan pelaku usaha 
terhadap pemberian bimbingan dan 
pembinaan pengawasan Obat dan 
Makanan 

89.8 

2. Indeks kepuasan masyarakat atas 
jaminan keamanan Obat dan Makanan  

65.51 

3. Indeks kepuasan masyarakat 
terhadap layanan publik BBPOM di 
Palangka Raya 

92 

4 Meningkatnya efektivitas 
pemeriksaan sarana Obat dan 
Makanan serta pelayanan publik 

1. Persentase keputusan/rekome ndasi 
hasil inspeksi sarana produksi dan 
distribusi yang dilaksanakan  

89 
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No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  Target 

di wilayah kerja BBPOM di 
Palangka Raya 

2. Persentase keputusan/rekomendasi 
hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 
pemangku kepentingan 

65 

3. Persentase keputusan penilaian 
sertifikasi yang diselesaikan tepat 
waktu  

100 

4. Persentase sarana produksi Obat dan 
Makanan yang memenuhi ketentuan 

60 

5. Persentase sarana distribusi Obat yang 
memenuhi ketentuan 

63 

6. Indeks Pelayanan Publik 4.01 

7. Persentase UMKM yang memenuhi 
standar produksi pangan olahan 
dan/atau pembuatan OT dan kosmetik 
yang baik 

77 

5 Meningkatnya efektivitas 
komunikasi, informasi, edukasi 
Obat dan Makanan di wilayah 
kerja BBPOM di Palangka Raya 

1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan 
Makanan 

93.8 

2. Jumlah sekolah dengan Pangan 
Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman 

54 

3. Jumlah desa pangan aman 18 

4. Jumlah pasar aman berbasis 
komunitas  

6 

6 Meningkatnya efektivitas 
pemeriksaan produk dan 
pengujian Obat dan Makanan di 
wilayah kerja BBPOM di Palangka 
Raya 

1. Persentase sampel Obat yang 
diperiksa dan diuji sesuai standar  

100 

2. Persentase sampel Makanan yang 
diperiksa dan diuji sesuai standar  

100 

7 Meningkatnya efektivitas 
penindakan kejahatan Obat dan 
Makanan di wilayah kerja BBPOM 
di Palangka Raya 

Persentase keberhasilan penindakan 
kejahatan di bidang Obat dan Makanan 

98 

8 Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan BBPOM di Palangka 
Raya yang optimal 

1. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya 86.2 

2. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya 80.1 

9 Terwujudnya SDM BBPOM di 
Palangka Raya yang berkinerja 
optimal  

Indeks profesionalitas ASN BBPOM di 
Palangka Raya 

82.5 

10 Menguatnya laboratorium, 
pengelolaan data dan informasi 
pengawasan Obat dan Makanan 

1. Persentase pemenuhan laboratorium 
pengujian Obat dan Makanan sesuai 
standar GLP 

79 

2. Indeks pengelolaan data dan informasi 
BBPOM di Palangka Raya yang optimal  

2.25 

11 Terkelolanya keuangan BBPOM di 
Palangka Raya secara akuntabel  

Nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka 
Raya 

93.6 

 

 
Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahun 2022 BBPOM di Palangka Raya  
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2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan 

akuntabel ser ta berorientasi pada hasil, Kepala BBPOM di Palangka Raya menandatangani 

Perjanjian Kinerja pada tanggal 16 Desember 2021 untuk mencapai target kinerja seperti 

yang telah ditetapkan dalam dokumen Reviu Renstra BBPOM di Palangka Raya tahun 2020-

2024 dan DIPA Balai Besar POM di Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah 

anggaran sebesar Rp 28.070.532.000,-  (dua puluh delapan milyar tujuh puluh juta lima 

ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran kegiatan yang akan 

diwujudkan pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau 

kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya oleh 

BBPOM di Palangka Raya sebagai berikut: 

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  Target 

1 Terwujudnya Obat dan Makanan 
yang memenuhi syarat di wilayah 
kerja BBPOM di Palangka Raya 

1. Persentase Obat yang memenuhi 
syarat  

94.5 

2. Persentase Makanan yang memenuhi 
syarat  

92.5 

3. Persentase Obat yang aman dan 
bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan 

93 

4. Persentase Makanan yang aman dan 
bermutu berdasarkan hasil 
pengawasan 

83 

5. Persentase pangan fortifikasi yang 
memenuhi syarat  

95 

2 Meningkatnya kesadaran 
masyarakat terhadap keamanan 
dan mutu Obat dan Makanan di 
wilayah kerja BBPOM di Palangka 
Raya 

Indeks kesadaran masyarakat ( awareness 
index) terhadap Obat dan Makanan aman 
dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di 
Palangka Raya 

74 

3 Meningkatnya kepuasan pelaku 
usaha dan masyarakat terhadap 
kinerja pengawasan Obat dan 
Makanan di wilayah BBPOM di 
Palangka Raya 

1. Indeks kepuasan pelaku usaha 
terhadap pemberian bimbingan dan 
pembinaan pengawasan Obat dan 
Makanan 

89.8 

2. Indeks kepuasan masyarakat atas 
jaminan keamanan Obat dan Makanan  

65.51 

3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap 
layanan publik BBPOM di Palangka 
Raya 

92 

4 Meningkatnya efektivitas 
pemeriksaan sarana Obat dan 
Makanan serta pelayanan publik 
di wilayah kerja BBPOM di 
Palangka Raya 

1. Persentase keputusan/rekomendasi 
hasil inspeksi sarana produksi dan 
distribusi yang dilaksanakan  

89 

2. Persentase keputusan/reko mendasi 
hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 
pemangku kepentingan 

65 

3. Persentase keputusan penilaian 
sertifikasi yang diselesaikan tepat 
waktu  

100 
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No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja  Target 

4. Persentase sarana produksi Obat dan 
Makanan yang memenuhi ketentuan 

60 

5. Persentase sarana distribu si Obat yang 
memenuhi ketentuan 

63 

6. Indeks Pelayanan Publik 4.01 

7. Persentase UMKM yang memenuhi 
standar produksi pangan olahan 
dan/atau pembuatan OT dan kosmetik 
yang baik 

77 

5 Meningkatnya efektivitas 
komunikasi, informasi, edukasi 
Obat dan Makanan di wilayah 
kerja BBPOM di Palangka Raya 

1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan 
Makanan 

93.8 

2. Jumlah sekolah dengan Pangan 
Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman 

54 

3. Jumlah desa pangan aman 18 

4. Jumlah pasar aman berbasis 
komunitas  

6 

6 Meningkatnya efektivitas 
pemeriksaan produk dan 
pengujian Obat dan Makanan di 
wilayah kerja BBPOM di Palangka 
Raya 

1. Persentase sampel Obat yang 
diperiksa dan diuji sesuai standar  

100 

2. Persentase sampel Makanan yang 
diperiksa dan diuji sesuai standar  

100 

7 Meningkatnya efektivitas 
penindakan kejahatan Obat dan 
Makanan di wilayah kerja BBPOM 
di Palangka Raya 

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan 
di bidang Obat dan Makanan 

98 

8 Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan BBPOM di Palangka 
Raya yang optimal 

1. Indeks RB BBPOM di Palangka Raya 86.2 

2. Nilai AKIP BBPOM di Palangka Raya 80.10 

9 Terwujudnya SDM BBPOM di 
Palangka Raya yang berkinerja 
optimal  

Indeks profesionalitas ASN BBPOM di 
Palangka Raya 

82.5 

10 Menguatnya laboratorium, 
pengelolaan data dan informasi 
pengawasan Obat dan Makanan 

1. Persentase pemenuhan laboratorium 
pengujian Obat dan Makanan sesuai 
standar GLP 

79 

2. Indeks pengelolaan data dan informasi 
BBPOM di Palangka Raya yang optimal 

2.25 

11 Terkelolanya keuangan BBPOM di 
Palangka Raya secara akuntabel  

Nilai kinerja anggaran  BBPOM di Palangka 
Raya 

93.6 

 

 

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 202 2 pada sasaran kegiatan disusun 

berdasarkan target Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2022 dan Reviu Renstra BBPOM di 

Palangka Raya 2020- 2024. Beberapa indikator mengalami perubahan target mengacu pada 

realisasi kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala 

BBPOM di Palangka Raya Nomor HK.02.02.21A.21A51.12.21.2386 Tahun 2021 tentang Reviu 

Renstra BBPOM di Palangka Raya 2020-2024 tanggal 17 Desember 2021. Selain perubahan 

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2022 
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target, terdapat pula peruba han nama indikator kinerja yaitu jumlah pasar aman dari bahan 

berbahaya menjadi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas  serta terdapat 

penambahan indikator baru yaitu persentase UMKM yang memenuhi standar produksi 

pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik. Berdasarkan Reviu Renstra 

BBPOM di Palangka Raya 2020- 2024, indikator kinerja tingkat efisiensi penggunaan 

anggaran BBPOM di Palangka Raya hanya dilakukan pengukuran pada tahun 2020 dan 2021, 

dan pada tahun 2022 tidak lagi dilakukan pengukuran karena sudah tersedia pada indikator 

nilai kinerja anggaran BBPOM di Palangka Raya. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di 

Palangka Raya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai 

wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian 

Kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan unt uk memantau dan mengendalikan 

pencapaian kinerja organisasi, sebagai dasar monitoring dan evaluasi kinerja, melaporkan 

capaian kinerja dan laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan 

organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka 

Raya selalu dimonitor dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e -performance untuk 

digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan triwulan berikutnya.  

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun untuk memantau pencapaian Perjanjian 

Kinerja secara berkala. RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator 

kinerja. RAPK tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 16 Desember 2021 mengacu pada 

Perjanjian Kinerja tah un 2022 berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Palangka Raya 2020-

2024  sebagai berikut:  
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NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET ANGGARAN 

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 (Rupiah) 

1 Terwujudnya Obat 
dan Makanan yang 
memenuhi syarat di 
wilayah kerja 
BBPOM di Palangka 
Raya 

1. Persentase Obat yang 
memenuhi syarat  

0 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 Rp  259.011.780,-  

2. Persentase Makanan 
yang memenuhi 
syarat  

0 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 92.5 Rp  146.201.300,-  

3. Persentase Obat yang 
aman dan bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan 

0 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 Rp 127.348.220 ,-  

4. Persentase Makanan 
yang aman dan 
bermutu berdasarkan 
hasil pengawasan 

0 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 Rp 71.864.460 ,-  

5. Persentase pangan 
fortifikasi yang 
memenuhi syarat  

0 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 Rp 41.367.000 ,-  

2 Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap keamanan 
dan mutu Obat dan 
Makanan di wilayah 
kerja BBPOM di 
Palangka Raya 

1.    Indeks kesadaran 
masyarakat 
(awareness index) 
terhadap Obat dan 
Makanan aman dan 
bermutu di wilayah 
kerja BBPOM di 
Palangka Raya 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 Rp 220.948.000 ,-  

3 Meningkatnya 
kepuasan pelaku 
usaha dan 
masyarakat 
terhadap kinerja 
pengawasan Obat 
dan Makanan di 

1. Indeks kepuasan 
pelaku usaha 
terhadap pemberian 
bimbingan dan 
pembinaan 
pengawasan Obat dan 
Makanan 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.80 Rp 43.978.900 ,-  
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NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET ANGGARAN 

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 (Rupiah) 

wilayah kerja 
BBPOM di Palangka 
Raya 

2. Indeks kepuasan 
masyarakat atas 
kinerja pengawasan 
Obat dan Makanan  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.51 Rp  706.665.490,-  

3. Indeks kepuasan 
masyarakat terhadap 
layanan publik 
BBPOM di Palangka 
Raya 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 Rp 101.909.200 ,-  

4 Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan 
sarana Obat dan 
Makanan serta 
pelayanan publik di 
wilayah kerja 
BBPOM di Palangka 
Raya 

1. Persentase 
keputusan/rekomenda
si hasil inspeksi 
sarana produksi dan 
distribusi yang 
dilaksanakan 

0 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 Rp 24.672.280 ,-  

2. Persentase 
keputusan/rekomend
asi hasil inspeksi 
yang ditindaklanjuti  
oleh pemangku 
kepentingan 

0 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Rp  62.065.650,-  

3. Persentase 
keputusan penilaian 
sertifikasi yang 
diselesaikan tepat 
waktu  

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Rp 194.178.800,-  

4. Persentase sarana 
produksi Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi ketentuan 

0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 Rp 22.814.720 ,-  

5. Persentase sarana 
distribusi Obat yang 

0 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 Rp 255.235.820 ,-  
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NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET ANGGARAN 

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 (Rupiah) 

memenuhi ketentuan 

6. Indeks Pelayanan 
Publik 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.01 Rp  172.371.000,-  

7. Persentase UMKM 
yang memenuhi 
standar produksi 
pangan olahan 
dan/atau pembuatan 
OT dan Kosmetik yang 
baik 

10 16 24 32 40 45 50 55 60 65 70 77 Rp  53.506.700,-  

5 Meningkatnya 
efektivitas 
komunikasi, 
informasi, edukasi 
Obat dan Makanan 
di wilayah kerja 
BBPOM di Palangka 
Raya 

1. Tingkat efektivitas KIE 
Obat dan Makanan 

0 93.80 93.80 93.80 93.80 93.80 93.80 93.80 93.80 93.80 93.80 93.80 Rp 162.000.000 ,-  

2. Jumlah sekolah 
dengan Pangan 
Jajanan Anak Sekolah 
(PJAS) aman 

0 5% 20% 20% 30% 40% 50% 60% 65% 75% 90% 54 Rp  656.961.000,-  

3. Jumlah desa pangan 
aman 

0 5% 20% 20% 30% 45% 50% 55% 60% 75% 90% 18 Rp  917.592.000,-  

4. Jumlah pasar aman 
berbasis komunitas  

0 10% 25% 25% 35% 40% 45% 50% 60% 75% 90% 6 Rp 216.660.000 ,-  

6 Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan 
produk dan 
pengujian Obat dan 
Makanan di wilayah 
kerja BBPOM di 
Palangka Raya 

1. Persentase sampel 
Obat yang diperiksa 
dan diuji sesuai 
standar 

10 15 20 30 35 40 50 60 70 80 90 100 Rp 1.116.631.865 ,-  

2. Persentase sampel 
Makanan yang 
diperiksa dan diuji 
sesuai standar  

5 10 15 25 30 40 50 60 65 75 85 100 Rp  515.507.315,-  

7 Meningkatnya 
efektivitas 
penindakan 

Persentase keberhasilan 
penindakan kejahatan di 

0 3 10 20 25 30 35 45 60 65 75 98 Rp  408.839.000,-  
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NO 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
TARGET ANGGARAN 

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 (Rupiah) 

kejahatan Obat dan 
Makanan di wilayah 
kerja BBPOM di 
Palangka Raya 

bidang Obat dan Makanan 

8 Terwujudnya tata 
kelola 
pemerintahan 
BBPOM di Palangka 
Raya yang optimal 

1. Indeks RB BBPOM di 
Palangka Raya 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86.20 Rp  5.639.055.240-  

2. Nilai AKIP BBPOM di 
Palangka Raya 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.10 Rp  184.504.000,-  

9 Terwujudnya SDM 
BBPOM di Palangka 
Raya yang 
berkinerja optimal  

Indeks profesionalitas 
ASN BBPOM di Palangka 
Raya 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.50 Rp  5.639.034.760,-  

10 Menguatnya 
laboratorium, 
pengelolaan data 
dan informasi 
pengawasan Obat 
dan Makanan 

1. Persentase 
pemenuhan 
laboratorium 
pengujian Obat dan 
Makanan sesuai 
standar GLP 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 Rp  7.011.734.300,-  

2. Indeks pengelolaan 
data dan informasi 
BBPOM di Palangka 
Raya yang optimal 

0 0 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 Rp 1.147.612.200 ,-  

11 Terkelolanya 
keuangan BBPOM di 
Palangka Raya 
secara akuntabel  

Nilai kinerja anggaran 
BBPOM di Palangka Raya 

30 35 40 47 54 60 67 74 80 84 89 93.60 Rp  1.950.261.000,-  

 
Tabel 2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Palangka Raya Tahun 2022 
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2.5. Metode Pengukuran  

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam 

rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu 

pengukuran kinerja berkala dapat dima nfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh 

mana target akhir tahun sudah tercapai.  

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah 

sebagai berikut: 

Kriteria  Capaian Ket Kesimpulan 

Efektivitas  

Tidak Dapat 

Disimpulkan 

>˪ 120% Abu Gelap  

Memenuhi Ekspektasi 100% Ò X Ò 120% Hijau Efektif  

Belum Memenuhi 

Ekspektasi 

80% Ò X < 100% Kuning Kurang Efektif  

Tidak Memenuhi 

Ekspektasi 

X < 80% Merah Tidak Efektif 

 

 

Penetapan ini bertujuan untuk  : 

1. Mencegah penetapan target kinerja yang terlalu rendah . 

2. Memanfaatkan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan 

SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . 

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran kegiatan digunakan pembobotan untuk 

sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus 

perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) : 

╝░■╪░ ╟▄▪╬╪▬╪░╪▪ ╢╪▼╪►╪▪ ╝╟╢  
╫▫╫▫◄ ● Ϸ ╬╪▬╪░╪▪╫▫╫▫◄ ● Ϸ ╬╪▬╪░╪▪▪ 

▪
 

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Palangka 

Raya adalah sebagai berikut: 

1. Penunjukan 1 orang petugas penanggungjawab data BBPOM di Palangka Raya yang 

disahkan oleh SK Kepala BPOM. 

Gambar 2.3. Kriteria penilaian capaian kinerja  
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2. Kepala BBPOM di Palangka Raya menunjuk perwakilan penanggungjawab data di 

setiap kelompok substansi  dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Palangka 

Raya. 

3. Penanggungjawab data di setiap kelompok substansi  menginput data kinerja pada 

RHPK di inovasi MONELAKU secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh 

penanggungjawab data BBPOM di Palangka Raya. 

4. Data kinerja yang telah terverifikasi , setiap bulannya digunakan sebagai bahan 

pelaksanaan evaluasi internal dan pembuatan RAPK, menginput pada aplikasi 

SAKTI, SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan aplikasi e- performance . 

5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara 

elektronik melalui sistem i nformasi melalui pemanfaatan aplikasi e - performance 

yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta 

pengukuran kinerja secara cascading untuk mendukung keberhasilan pencapaian 

indikator kinerjra pada sasaran kegiatan . Pengukuran inipun diintegrasikan dengan 

aplikasi e- SKP pada aplikasi SIMAKIN yang merupakan pengukuran kinerja hingga 

level individu secara periodik triwulanan di mana penilaian pengukuran kinerja ini 

menjadi tolak ukur dalam pemberian reward and punishment  atas prest asi kerja 

pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan 

berikutnya. 

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin 

untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan 

kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir 

tahun. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

3.1. Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran capaian kinerja BBPOM di Palangka Raya dilakukan dengan cara 

membandingkan realisasi IKU tahun 2023 terhadap target (rencana) yang telah ditetapkan 

pada masing- masing perspektif, membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja 

dengan target tahun 2023, membandingkan realisasi kinerja tahun 202 3 dengan target 

nasional, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran 

kinerja, program/kegiatan penunjang,  dan efisiensi penggunaan sumber daya serta rencana 

tindak lanjut yang telah dilakukan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diper oleh Nilai 

Kinerja Organisasi BBPOM di Palangka Raya Triwulan I tahun 2023 sebesar 105.74%. 

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing - masing perspektif sebagai berikut:  

a. Stakeholder perspective , capaian kinerja 104.65% 

b. Internal process perspec tive, capaian kinerja 100.58% 

c. Learning and growth perspective , capaian kinerja 112.0% 

Untuk menjaga kesesuaian nilai NPS dengan e- performance , maka indikator kinerja utama 

(IKU) yang capaiannya lebih dari 120% dihitung menjadi 120%. Dari 11 sasaran kegiatan tahun 

2023, 7 sasaran kegiatan yang dapat diukur pada triwulan I, 4 sasaran kegiatan lainnya 

dilakukan pada akhir tahun 2022. Pengukuran terhadap tujuh sasaran kegiatan pada 

triwulan I tahun 2022 terdapat 5 sasaran kegiatan telah berhasil mencapai target  sasaran 

kegiatan yang telah ditetapkan dengan hasil memenuhi ekspektasi dan tidak dapat 

disimpulkan dan 2 sasaran kegiatan dengan hasil belum memenuhi ekspektasi. R incian 

capaian masing- masing sasaran kegiatan tersebut dapat dilihat pada  tabel di bawah ini: 

 

 

No Sasaran Kegiatan 
Capaian 
(NPS) 

Kriteria  
Rerata 

(%) 

Stakeholder perspective  104.65 

1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat 
di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya 

104.65 

(104.65) 

Memenuhi 
Ekspektasi 

104.65 

(104.65) 

2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 
keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah 
kerja BBPOM di Palangka Raya 

-  -  

3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat 
terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di 
wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya 

-   

Tabel 3.1. Pencapaian Sasaran Kegiatan Triwulan I Tahun 2023 (Penyesuaian) 
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No Sasaran Kegiatan 
Capaian 
(NPS) 

Kriteria  
Rerata 

(%) 

Internal process perspective  100.58 

4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan 
Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja 
BBPOM di Palangka Raya 

93.44 

(117.29) 

Memenuhi 
Ekspektasi 

100.58 

(218.52) 

5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informas i, 
edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di 
Palangka Raya 

97.22 

(98.47) 

Belum 
Memenuhi 
Ekspektasi 

6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan 
pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di 
Palangka Raya 

91.65 

(91.65) 

Belum 
Memenuhi 
Ekspektasi 

7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat 
dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya 

120 

(566.67) 

Tidak Dapat 
Disimpulkan 

Learning and growth perspective  112.00 

8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di 
Palangka Raya yang optimal 

-  -  

112.00 

(119.36) 

9 Terwujudnya SDM BBPOM di Palangka Raya yang 
berkinerja optimal  

-  -  

10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan 
informasi pengawasan Obat dan Makanan 

104 

(104) 

Memenuhi 
Ekspektasi 

11 Terkelolanya keuangan BBPOM di Palangka Raya 
secara akuntabel  

134.72 

(120.0) 

Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah diperjanjikan 11 sasaran kegiatan dan 29 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :  

 

No 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja  

Target 

Realisasi 

Capaian terhadap 
target  

Kriteria capaian terhadap 
target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 

Stakeholder perspective  

1 Terwujudnya 
Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi 
syarat di 
wilayah kerja 
BBPOM di 
Palangka Raya 

1. Persentase Obat yang 
memenuhi syarat  

95 95 100 105.26 105.26 Memenuhi 
Ekspektasi 

Memenuhi 
Ekspektasi 

2. Persentase Makanan yang 
memenuhi syarat  

93.50 93.50 94.44 101.01 101.01 Memenuhi 
Ekspektasi 

Memenuhi 
Ekspektasi 

3. Persentase Obat yang 
aman dan bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan 

94.00 94.00 98.31 104.58 104.58 Memenuhi 
Ekspektasi 

Memenuhi 
Ekspektasi 

4. Persentase Makanan yang 
aman dan bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan 

84 84 90.91 108.23 108.23 Memenuhi 
Ekspektasi 

Memenuhi 
Ekspektasi 

5. Persentase Pangan 96 96 100 104.17 104.17 Memenuhi Memenuhi 

Tabel 3.3. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan I Tahun 2023 
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No 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja  

Target 

Realisasi 

Capaian terhadap 
target  

Kriteria capaian terhadap 
target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 

Fortifikasi yang memenuhi 
syarat 

Ekspektasi Ekspektasi 

2 Meningkatnya 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
keamanan dan 
mutu Obat dan 
Makanan di 
wilayah kerja 
BBPOM di 
Palangka Raya 

6. Indeks kesadaran 
masyarakat (awareness 
index) terhadap Obat dan 
Makanan aman dan 
bermutu  

77 NA NA NA NA   

3 Meningkatnya 
kepuasan 
pelaku usaha 
dan masyarakat 
terhadap 
kinerja 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan di 
wilayah kerja 
BBPOM di 
Palangka Raya 

7. Indeks kepuasan pelaku 
usaha terhadap pemberian 
bimbingan dan pembinaan 
pengawasan Obat dan 
Makanan 

90.9 NA NA NA NA   

8. Indeks kepuasan 
masyarakat atas kinerja 
pengawasan Obat dan 
Makanan 

67.76 NA NA NA NA   

9. Indeks kepuasan 
masyarakat terhadap 
layanan publik BBPOM di 
Palangka Raya 

93 NA NA NA NA   

Internal process perspective  

4 Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan 
sarana Obat dan 
Makanan serta 
pelayanan 
publik di 
wilayah kerja 
BBPOM di 
Palangka Raya 

10. Persentase keputusan/  
rekomendasi hasil 
inspeksi sarana produksi 
dan distribusi yang 
dilaksanakan 

90 90 69.15 

 

76.83 76.83 Tidak 
Memenuhi 
Ekspektasi 

Tidak 
Memenuhi 
Ekspektasi 

11. Persentase keputusan/ 
rekomendasi hasil 
inspeksi sarana produksi 
dan distribusi yang 
ditindaklanjuti oleh 
pemangku kepentingan 

75 75 23.96 31.95 31.95 Tidak Memenuhi 
Ekspektasi 

Tidak 
Memenuhi 
Ekspektasi 

12. Persentase keputusan 
penilaian sertifikasi yang 
diselesaikan tepat waktu  

100 100 100 100 100 Memenuhi 
Ekspektasi 

Memenuhi 
Ekspektasi 

13. Persentase sarana 
produksi Obat dan 
Makanan yang memenuhi 
ketentuan 

65 65 72.73 111.89 111.89 Memenuhi 
Ekspektasi 

Memenuhi 
Ekspektasi 

14. Persentase sarana 
distribusi Obat dan 
Makanan yang memenuhi 
ketentuan 

66 66 88.37 133.90 133.90 Tidak dapat 
disimpulkan  

Tidak dapat 
disimpulkan  

15. Indeks Pelayanan Publik 
BBPOM di Palangka Raya 

4.4 NA NA NA NA   

16. Persentase UMKM yang 
memenuhi standar 
produksi pangan olahan 
dan/atau pembuatan OT 

79 22.5 56.07 NA 249.20 Tidak dapat 
disimpulkan  

Tidak dapat 
disimpulkan  
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No 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja  

Target 

Realisasi 

Capaian terhadap 
target  

Kriteria capaian terhadap 
target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 

dan kosmetik yang baik 

5 Meningkatnya 
efektivitas 
komunikasi, 
informasi, 
edukasi Obat 
dan Makanan di 
wilayah kerja 
BBPOM di 
Palangka Raya 

17. Tingkat efektivitas KIE 
Obat dan Makanan 

95.7 95.7 90.74 94.82 94.82 Belum 
Memenuhi 
Ekspektasi 

Belum 
Memenuhi 
Ekspektasi 

18. Jumlah sekolah dengan 
Pangan Jajanan Anak 
Sekolah (PJAS) aman 
  

68 20 

 

25 

 

NA 125  Tidak dapat 
disimpulkan  

19. Jumlah desa pangan aman 25 27 20 NA 74.07  Tidak 
Memenuhi 
Ekspektasi 

20. Jumlah pasar aman 
Berbasis Komunitas  

9 25 25 NA 100  Memenuhi 
Ekspektasi 

6 Meningkatnya 
efektivitas 
pemeriksaan 
produk dan 
pengujian Obat 
dan Makanan di 
wilayah kerja 
BBPOM di 
Palangka Raya 

21. Persentase sampel Obat 
yang diperiksa dan diuji 
sesuai standar  

100 20 18.43 18.43 92.15 Tidak 
Memenuhi 
Ekspektasi 

Belum 
Memenuhi 
Ekspektasi 

22. Persentase sampel 
Makanan yang diperiksa 
dan diuji sesuai standar  

100 20 18.23 18.23 91.15 Tidak 
Memenuhi 
Ekspektasi 

Belum 
Memenuhi 
Ekspektasi 

7 Meningkatnya 
efektivitas 
penindakan 
kejahatan Obat 
dan Makanan di 
wilayah kerja 
BBPOM di 
Palangka Raya 

23. Persentase keberhasilan 
penindakan kejahatan di 
bidang Obat dan Makanan 

99 3.75 21.25 21.46 566.67 Tidak Memenuhi 
Ekspektasi 

Tidak dapat 
disimpulkan  

Learning and growth persepective  

8 Terwujudnya 
tata kelola 
pemerintahan 
BBPOM di 
Palangka Raya 
yang optimal 

24. Indeks RB BBPOM di 
Palangka Raya 

89.2 NA NA NA NA   

25. Nilai AKIP BBPOM di 
Palangka Raya 

81.6 NA NA NA NA   

9 Terwujudnya 
SDM BBPOM di 
Palangka Raya 
yang berkinerja 
optimal  

26. Indeks profesionalitas 
ASN BBPOM di Palangka 
Raya 

83 NA NA NA NA   

10 Menguatnya 
laboratorium, 
pengelolaan 
data dan 
informasi 
pengawasan 
Obat dan 
Makanan 

27. Persentase pemenuhan 
laboratorium pengujian 
Obat dan Makanan sesuai 
standar GLP  

84 NA NA NA NA   

28. Indeks pengelolaan data 
dan informasi BBPOM di 
Palangka Raya yang 
optimal  

2.5 2.5 2.6 104.00 104.00 Memenuhi 
Ekspektasi 

Memenuhi 
Ekspektasi 

11 Terkelolanya 
keuangan 
BBPOM di 
Palangka Raya 
secara 

29. Nilai kinerja anggaran 
BBPOM di Palangka Raya 

92 50 67.36 73.22 134.72 Tidak 
Memenuhi 
Ekspektasi 

Tidak dapat 
disimpulkan  
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No 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja  

Target 

Realisasi 

Capaian terhadap 
target  

Kriteria capaian terhadap 
target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 

akuntabel 

 

Dari 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator (dua puluh sembilan) Indikator Kinerja Utama 

(IKU), 20 indikator yang dapat diukur pada triwulan I. Sembilan indikator dengan m˨emenuhi 

ekspektasi ,˩ 2 indikator  dengan kriteria b˨elum memenuhi ekspektasi  ˩ ,˩  4 indikator  dengan 

÷ĖíġÙĖíÀ ˨ġíÓÀ÷ ÿÙÿÙĀĥëí Ù÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩ ÓÀĀ ʹ íĀÓikator dengan kriteria ˨ġíÓÀ÷ ÓÀēÀġ

ÓíĚíÿēĥú÷ÀĀ˩. Kriteria memenuhi ekspektasi  menunjukkan bahwa penguatan pengawasan 

Obat dan Makanan menjadi komitmen utama yang harus terus dipertahankan dan diperkuat 

secara optimal sehingga produk - produk obat, obat trad isional, kosmetik, suplemen 

kesehatan dan makanan di Provinsi Kalimantan Tengah tetap terjamin aman, 

bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.  

Sementara  Indikator Kinerja Utama yang memiliki nilai kategori belum memenuhi 

ekspektasi dan tidak memenuhi ekspektasi  perlu penguatan dan pengawalan secara serius 

serta dilakukan pengkajian kembali terhadap pelaksanaan kegiatan yan g mendukung 

pencapaian indikator tersebut agar pada tahun mendatang memiliki capaian memenuhi 

ekspektasi . Keenam indikator kinerja utama yang perlu diperhatikan tersebut ialah :  

1. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan 

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar  

3. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi y ang 

dilaksanakan 

4. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar  

5. Jumlah desa pangan aman 

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang 

ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan  

 

Indikator Kinerja Utama y ang berkriteria tidak dapat disimpulkan yaitu Persentase 

keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, Nilai Kinerja Anggaran 

BBPOM di Palangka Raya, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan 

olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, Persentase sarana distribusi Obat 

dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak 

Sekolah (PJAS) aman. Pencapaian keempat indikator kinerja tersebut, dipengaruhi oleh 

beberapa hal, antara lain penetapan target yang tidak sesuai, capaian output yang tinggi 
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melebihi standar capaian output yang mempengaruhi pencapaian indikator kierja, 

pengawalan pelaksanaan kegiatan pendukung indikator kinerja yang melebihi dari 

ekspektsi, sehingga perlu dilakukan perbaikan perencanaan dan pengawalan pelaksanaan 

rencana aksi tindak lanjut sebagai upaya perbaikan atas capaian kinerja yang berhasil lebih 

dari ekspektasi.  

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan terhadap masing -masing sasaran kegiatan 

yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Palangka Raya, sebagai berikut : 

 

 

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 5 (lima) indikator yang seluruhnya 

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, 

diperoleh nilai pencapaian sasaran seb esar 104.65 dengan kriteria  ˨ÿÙÿÙĀĥëí Ù÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩ː 

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :  

No Indikator Kinerja  

Target  

Tahun 2023 
Realisasi 

Capaian terhadap 
target  

Kriteria capaian 
terhadap target  

1 
tahun 

Triwulan 
I 

1 
tahun 

Triwulan 
I 

1 tahun Triwulan I  

1 Persentase Obat 
yang memenuhi 
syarat  

95 95 100 105.26 

 

105.26 

 

Memenuhi 
ekspektasi  

Memenuhi 
ekspektasi  

2 Persentase 
Makanan yang 
memenuhi syarat  

93.5 92.5 94.44 

 

101.01 101.01 Memenuhi 

ekspektasi  

Memenuhi 

ekspektasi  

3 Persentase Obat 
yang aman dan 
bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan 

94 94 98.31 104.58 104.58 Memenuhi 

ekspektasi  

Memenuhi 

ekspektasi  

4 Persentase 
Makanan yang 
aman dan bermutu 
berdasarkan hasil 
pengawasan 

84 84 90.91 108.23 108.23 Memenuhi 

ekspektasi  

Memenuhi 

ekspektasi  

5 Persentase pangan 
fortifikasi yang 
memenuhi syarat  

96 96 100 104.17 104.17 Memenuhi 

ekspektasi  

Memenuhi 

ekspektasi  

Nilai Pencapaian Sasaran  104.65 104.65   

 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 
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1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023  

Indikator 
Kinerja  

Target 

Realisasi 

Capaian 
terhadap target  

Kriteria capaian terhadap 
target  

1 tahun 
Triwulan 

 I 
1 tahun 

Triwulan 
 I 

1 tahun Triwulan I  

Persentase 
Obat yang 
memenuhi 

syarat  

95 95 100 105.26 105.26 
Memenuhi 
ekspektasi  

Memenuhi 
ekspektasi  

 

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus =  

Ϸ ὕὦὥὸ ὓὛ  
ὮόάὰὥὬ ίὥάὴὩὰ έὦὥὸ ὥὧὥὯ ὓὛ

ὸέὸὥὰ ίὥάὴὩὰ έὦὥὸ ὥὧὥὯ ώὥὲὫ ὨὭὴὩὶὭὯίὥ Ὠὥὲ ὨὭόὮὭ
ρππϷ 

 

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, 

suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap 

Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka 

sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi syarat meliputi : 1) Tidak 

memiliki NIE/ produk illegal termasuk palsu (termasuk nomor izin edar yang kedaluarsa); 2) 

Produk kedaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; dan 5) Tidak 

memenuhi syarat berdasarkan pengujian.  

 

Pada tahun 2023, sistem pengujian sampel Obat dilakukan berdasarkan sistem regionalisasi 

pengujian. BBPOM di Palangka Raya termasuk dalam Region Samarinda. Unit kerja yang 

termasuk dalam Region Samarinda , yaitu BBPOM di Samarinda, BBPOM di Palangka Raya, 

BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Pontianak, BPOM Tarakan, Loka di Kotawaringin Barat, 

Loka di Balikpapan, Loka di Hulu Sungai Utara, Loka di Sanggau, dan Loka di Tanah Bumbu. 

 

Pada tahun triwulan I tahun 2023, realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM 

di Palangka Raya diperoleh dari hasil pemerik saan terhadap 207 sampel Obat acak yang 

dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya bersama dengan unit kerja lain yang tergabung 

dalam Region Samarinda, dengan hasil 205 sampel MS (memenuhi syarat) dan 2 sampel 

TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada 

ġĖíĲĥúÀĀ M ġÀëĥĀ ʶʴʶʷ ġÙúÀë ÿÙĀÎÀēÀí ġÀĖçÙġ ĴÀíġĥ ʵʴʹːʶʺ̧ ÓÙĀçÀĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˨Memenuhi 

Ekspektasi˩ː 
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b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja triwulan 1 tahun 2023 dengan target 2023  

Indikator 
Kinerja 

Tahun 

Target 
Realisas

i 

Capaian terhadap 
target  

Kriteria capaian 
terhadap target  

1 tahun Triwulan I 1 tahun Triwulan I 1 tahun Triwulan I 

Persentase 
Obat yang 
memenuhi 

syarat 

2023 95 95 100 105.26 105.26 
Memenuhi 
ekspektasi 

Memenuhi 
ekspektasi 

 

Pada tahun triwulan I tahun 2023, realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM 

di Palangka Raya diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 207 sampel Obat acak yang 

dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya bersama dengan unit kerja lain yang tergabung 

dalam Region Samarinda, dengan hasil 205 sampel MS (memenuhi syarat) dan 2 sampel 

TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di 

Palangka Raya sebesar 100%. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan 

I tahun 2023 telah mencapai target ĴÀíġĥ ʵʴʹːʶʺ̧ ÓÙĀçÀĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˨Memenuhi Ekspektasi˩ː 

 

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)  

BBPOM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target triwulan I tahun 2023 dengan 

÷ĖíġÙĖíÀ ˨Memenuhi Ekspektasi˩ ÓÙĀçÀĀ ÎÀēÀíÀĀ ʵʴʹːʶʺ̧ː sÙúÀ÷ĚÀĀÀÀĀ ĚÀÿēúíĀç fÌÀġ ĆúÙë

BBPOM di Palangka Raya bersama dengan unit kerja lain yang tergabung dalam Region 

Samarinda dilakukan secara langsung di sa rana distribusi Obat dan sarana pelayanan 

kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi 

covid- 19 yang masih belum berakhir.  

Analisa kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :  

ü Sistem pengujian sampel mengalami perubahan, yaitu sistem regionalisasi pengujian 

laboratorium. BBPOM di Palangka Raya tergabung dalam Region Samarinda. Region 

Samarinda yang terdiri dari 10 unit kerja, yaitu BBPOM di Samarinda, BBPOM di 

Palangka Raya, BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Pontianak, BPOM Tarakan, Loka di 

Kotawaringin Barat, Loka di Balikpapan, Loka di Hulu Sungai Utara, Loka di Sanggau, 

dan Loka di Tanah Bumbu. 

Dengan adanya perubahan sistem menjadi regionalisasi pengujian laboratorium, 

BBPOM di Palangka Raya memerlukan waktu untuk beradaptasi dalam pelaksanaan 

sistem regionalisasi tersebut dan terus melakukan perbaikan melalui kegiatan 

monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.  

ü Terdapat sampel Obat yang masuk ke laboratorium pengujian BBPOM di Palangka Raya 

melewati tanggal 15 setiap bulan. Hal ini dipengaruhi oleh lamanya pengiriman sampel 

dari beberapa unit kerja pengirim sampel yang terdapat dalam Region Samarinda. 

Keterlambatan sampel tersebut sangat mempengaruhi capaian pengujian tiap bulan.  
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ü Instrumen HPLC, GCMS dan LCMSMS mengalami kerusakan sehingga dibutuhkan waktu 

untuk melakukan perbaikan  karena pengadaan dan proses penggantian consumable 

parts oleh penyedia membutuhkan waktu yang cukup lama.  Hal tersebut menghambat 

penyelesaian pengujian sampel. 

ü Terjadi kekosongan reagen etanol sehingga menghambat proses pengujian sampel.  

ü Sampel masuk tidak sesuai renlak (jumlah dan tanggal masuk) sehingga sampel 

menumpuk di waktu - waktu tertentu yang mengakibatkan adanya potensi timeline tidak 

tercapai (lewat timeline ) apalagi didukung dengna ketidaktersediaan reagen, bahan 

habis pakai laboratorium  dan suku cadang.  

 

Rekomendasi perbaikan kinerja:  

1. Menyusun renlak sampling di awal tahun dan sampel masuk ke laboratorium sebelum 

tanggal 15 setiap bulan supaya capaian hasil uji meningkat dan masuk timeline.  

2. Merencanakan dan menganggarkan setiap tahun pelaksanaan verifikasi alat HPLC 

untuk mencegah terjadinya kerusakan alat.  

3. Merencanakan dengan matang dan melakukan pengadaan reagen di awal tahun 

sehingga terhindar dari kekoson gan reagen. 

4. Merencanakan dan menganggarkan kebutuhan untuk pengadaan suku cadang alat lab 

agar dapat memenuhi kebutuhan pengujian. 

5. Melakukan intensifikasi pengawasan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan 

kepada pelaku usaha seperti distributor terkait ta ta cara distribusi yang baik.  

6. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder  terkait tindak lanjut hasil pengawasan 

sarana distribusi Obat.  

7. Meningkatkan kegiatan sosialisasi/publikasi tentang peraturan terkait Obat kepada 

pelaku usaha dan masyarakat termasuk pe nyebaran informasi kepada stakeholder  dan 

masyarakat tentang adanya Public Warning  Obat yang diterbitkan oleh BPOM. 

8. Meningkatkan kompetensi petugas. 

 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja  

Analisa penyebab keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut :  

ü Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 105.26 % diperoleh dari 207 

sampel Obat yang diperiksa dengan hasil 205 sampel MS dan 2 sampel TMS. 

Memperhatikan capaian tersebut, tingginy a persentase sampel Obat yang memenuhi 

syarat dipengaruhi salah satunya oleh kepatuhan produsen dan konsumen terkait 

ketentuan tentang penandaan/label produk Obat serta mutu produk yang dijual 

sehingga jumlah sampel TMK penandaan/label relatif sedikit dan tidak ditemukan 

sampel yang kadaluarsa, tanpa izin edar dan atau rusak.  
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ü Pelaksanaan sampling acak di BBPOM di Palangka Raya bersama dengan unit kerja lain 

yang tergabung dalam Region Samarinda dilakukan secara onsite walaupun masa 

pandemi Covid- 19 belum berakhir dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 

yang ketat.  

ü Kegiatan KIE telah berjalan dengan efektif salah satunya adalah penyampaian informasi 

mengenai CEK KLIK Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluarsa sehingga 

pemahaman masyarakat menjadi semakin tinggi terhadap cara memilih produk Obat 

dan Makanan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Hal tersebut berimplikasi 

terhadap rendahnya permintaan masyarakat terhadap produk Obat dan Makanan 

dengan TMK penandaan, Tanpa Izin Edar dan Kedaluarsa sehingga produk- produk 

tersebut relatif sulit ditemukan di pasaran.  

ü Penindakan terhadap pelaku kejahatan di bidang Obat semakin efektif. 

ü Pemeriksaan sarana produksi, distribusi Obat dan pelayanan kefarmasian semakin 

efektif.  

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil ev aluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format 

matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:  

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

1 Menyusun renlak 
sampling di awal 
tahun dan sampel 
masuk ke 
laboratorium 
sebelum tanggal 15 
setiap bulan supaya 
capaian hasil uji 
meningkat dan 
masuk timeline.  

Menyusun renlak 
sampling di awal 
tahun 

-  -  

Selalu 
mengingatkan 
Poksi 
Pemeriksaan saat 
Rapat evaluasi 
internal secara 
berkala setiap 
bulan 

-  
 

-  
 

2 Merencanakan dan 
menganggarkan 
setiap tahun 
pelaksanaan 
perbaikan/pemelihar
aan dan verifikasi 
alat HPLC, GCMS dan 
LCMSMS untuk 
mencegah terjadinya 
kerusakan alat.  

Menyiapkan 
anggaran 
perbaikan/pemeli
haraan dan 
verifikasi alat 
HPLC di awal 
tahun 

  

Meminta 
penawaran untuk  
perbaikan/ pemeli
haraan dan 
verifikasi alat 
HPLC, GCMS dan 
LCMSMS ke 
masing- masing 

-  -  
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No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

vendor 

3 Merencanakan 
dengan matang dan 
melakukan 
pengadaan reagen di 
awal tahun sehingga 
terhindar dari 
kekosongan reagen. 

Menyusun 
perencanaan 
pengadaan 
reagen di awal 
tahun 

-  -  

Melaksanakan 
pengadaan 
reagen sesuai 
kebutuhan dan 
anggaran yang 
tersedia  

4 Merencanakan dan 
menganggarkan 
kebutuhan untuk 
pengadaan suku 
cadang alat lab 
(termasuk kolom) 
supaya bisa 
memenuhi 
kebutuhan pengujian 

Menyiapkan 
anggaran untuk 
kebutuhan suku 
cadang alat lab 

-  -  

Melakukan 
pengadaan suku 
cadang alat 
laboratorium  

5 Melakukan 
Intensifikasi 
pengawasan dalam 
bentuk pembinaan 
dan pendampingan 
kepada pelaku usaha 
seperti distributor 
terkait tata cara 
distribusi yang baik.  
 

Merencanakan 
kegiatan 
intensifikasi 
pengawasan di 
awal tahun 

-  -  

6 Meningkatkan 
kerjasama dengan 
stakeholder  terkait 
tindak lanjut hasil 
pengawasan sarana 
distribusi Obat. 
 

Merencanakan 
dan melakukan 
kegiatan 
koordinasi untuk 
menjalin 
kerjasama 
dengan 
stakeholder  

-  -  

7 Meningkatkan  
kegiatan 
sosialisasi/publikasi 
tentang peraturan 
terkait Obat kepada 
pelaku usaha dan 
masyarakat 
termasuk 
penyebaran 
informasi kepada 
stakeholder  dan 
masyarakat tentang 
adanya Public 

Merencanakan 
dan melakukan 
kegiatan sosialisi 
tentang peraturan 
obat kepada 
pelaku usaha dan 
masayarakat 

-  -  
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No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

Warning  Obat yang 
diterbitkan oleh 
BPOM. 
 

8 Meningkatkan 
kompetensi petugas. 
 

Merencanakan 
dan melakukan 
pelatihan untuk 
meningkatkan 
kompetensi 
petugas 

-  -  

 

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau 

tanpa bahan tambahan. Adapun Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati 

produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, b aik yang 

diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi 

manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman 

(UU No.18 tahun 2012). 

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus = 

Ϸ ὓὥὯὥὲὥὲ ὓὛ  
ὮόάὰὥὬ ίὥάὴὩὰ άὥὯὥὲὥὲ ὥὧὥὯ ὓὛ

ὸέὸὥὰ ίὥάὴὩὰ άὥὯὥὲὥὲ ὥὧὥὯ ώὥὲὫ ὨὭὴὩὶὭὯίὥ Ὠὥὲ ὨὭόὮὭ
ρππϷ 

 

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk beredar 

berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat 

meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termas uk palsu (termasuk kedaluarsa nomor izin 

edar); 2) Produk kedaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan 5) Tidak 

memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan 

secara berjenjang dan berurutan m ulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5.  

 

a. Perbandingan realisasi kinerja terhadap target triwulan I tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 

Triwulan I 

Realisasi 

Triwulan 
I 

Capaian 
terhadap 

target 
Triwulan I 

Kriteria  

Persentase Makanan yang 
memenuhi syarat  

93.5 94,44 101,01 
Memenuhi 
Ekspektasi 
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Pada triwulan I tahun 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 54 sampel Makanan acak 

dengan hasil pemeriksaan sebanyak 51 sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 3 sampel Tidak 

Memenuhi syarat (TMS) dengan realisasi sebesar 94,44%. Dari data tersebut diperoleh capaian 

persentase Makanan yang memenuhi syarat terhadap target triwulan I tahun 202 3 yaitu sebesar 

101,01% dengan kriteria M˨emenuhi Ekspektasi .˩ 

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target Tahun 

2023 

Realisasi 

Triwulan I 

Capaian 
terhadap target  

Tahun 2023 
Kriteria  

Persentase Makanan 
yang memenuhi syarat 

93.5 94,44 101,01 
Memenuhi 
Ekspektasi 

 

Capaian kinerja dibandingkan dengan target tahunan pasti akan memberikan has il yang sama 

dengan perbandingan terhadap target triwulan, karena antara target tahunan dan triwulan 

besarnya sama, yaiu sebesar 93,5 persen. 

 

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)  

BBPOM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target triwulan I tahun 2023 dengan kriteria 

M˨emenuhi Ekspektasi˩ ÓÙĀçÀĀ ÎÀēÀíÀĀ101,01%. 

Analisa penyebab keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut :  

1. Hasil yang diperoleh melibatkan pihak pemeriksaan selaku yang melakukan sampling, 

ketersediaan sampel di pasaran dan pihak laboratorium sebagai pihak yang melakukan 

pengujian terhadap sampel. Dalam hal pengadaan sampel dilapangan sangat dibutuhkan 

koordinas i dan komunikasi yang baikk antara pihak pemeriksaan dan pihak laboratorium. 

Sehingga pada saat terjadi suatu kendala dapat seger diambil tindakan penanganannya. 

2. Dilakukan pengecekan berkala oleh pihak pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan 

rencana sampling dan pihak lboratorium terhadap rencana masuknya sampel dari 

pemeriksaan. 

 

Rekomendasi untuk peningkatan : 

1. Membuat data base sampel yang rutin diisi dan dievaluasi secara berkala. Data base 

digunakan untuk mengontrol pelaksanaan sampling dan memastik an jumlah sampel yang 

masuk ke laboratorium sesuai dengan target yang direncanakan.  

 

 

 

 



 
 

60 
 

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja  

 

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja i ndikator persentase 

Makanan yang memenuhi syarat antara lain : 

¶ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan khususnya UMKM IRTP 

(Industri Rumah Tangga Pangan) terkait pemenuhan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan 

yang Baik). 

¶ Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil  pengawasan sarana 

produksi dan sarana distribusi Makanan.  

¶ Pelaksanaan sampling sampel acak makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya 

dan Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan tepat waktu pada triwulan I 

tahun 2023. 

¶ Dilakukan pengambilan sampel kembali terhadap sampel - sampel yang hasil pengujian pada 

tahun sebelumnya tidak memenuhi syarat.  

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).  

Format matrik s tindak lanjutnya sebagai berikut:  

No. Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai * 
Belum **  

Rencana 
Aksi 

Time Line 

1. Melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap 
pelaksanaan perencanaan 
sampling yang sudah 
disusun, sehingga pada saat 
ada penyimpangan akan 
segera terdeteksi dan dapat 
segera dilakukan tindakan 
pencegahan atau 
penanganan. Hal ini 
berpengaruh terhadap 
ketepatan waktu pengujian 
dimana tidak terjadinya 
penumpukkan sampel 
dipengujian, sehingga 
sampel dpat segera 
dilakukan pengujian. 

Telah dilakukan monev 
terhadap pelaksanaan 
sampling yang 
dilakukan oleh pihak 
pemeriksaan dan 
pihak laboratoorium  

-  -  
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3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

 

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 
TW I 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap target 

TW I 
Kriteria  

Persentase Obat yang 
bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan 
94 

 

98.31 

 

104.58 
Memenuhi 
Ekspektasi 

 

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus = 

 

 

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, 

suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017). Sampling dilakukan 

terhadap Obat yang beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan 

kerangka sampling di tahu n berjalan. Kriteria Obat yang Tidak Memenuhi syarat meliputi 

: 1) Tidak memiliki NIE/produk illegal termasuk palsu (termasuk nomor izin edar yang 

kedaluarsa); 2) Produk kedaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan 

penandaan; dan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.  

 

Pada tahun 2023, sistem pengujian sampel Obat dilakukan berdasarkan sistem 

regionalisasi pengujian. BBPOM di Palangka Raya termasuk dalam Region Samarinda. 

Unit kerja yang termasuk dalam Region Samarinda , yaitu BBPOM di Samarinda, BBPOM 

di Palangka Raya, BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Pontianak, BPOM Tarakan, Loka di 

Kotawaringin Barat, Loka di Balikpapan, Loka di Hulu Sungai Utara, Loka di Sanggau, 

dan Loka di Tanah Bumbu. 

 

Pada tahun triwulan I tahun 2023, realisasi pe rsentase Obat yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Palangka Raya diperoleh dari hasil 

pemeriksaan terhadap 59 sampel Obat targeted yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka 

Raya bersama dengan unit kerja lain yang tergabung dalam Region Samarinda, dengan 

hasil 58 sampel MS (memenuhi syarat) dan 1 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). 

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada 

triwulan I tahun 2023 adalah 104.58% ÓÙĀçÀĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˨Memenuhi Ekspektasi˩ː 
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b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 
tahun 
2023 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap target 

tahun 2022 
Kriteria  

Persentase Obat yang 
bermutu berdasarkan hasil 

pengawasan 
94 

 

98.31 

 

104.58 
Memenuhi 
Ekspektasi 

 

Pada tahun triwulan I tahun 2023, realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Palangka Raya diperoleh dari hasil 

pemeriksaan terhadap 59 sampel Obat targeted yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka 

Raya bersama dengan unit kerja lain yang tergabung dalam Region Samarinda, dengan 

hasil 58 sampel MS (memenuhi syarat) dan 1 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). 

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada 

triwulan I tahun 2023 adalah 104.58% ÓÙĀçÀĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˨Memenuhi Ekspektasi˩ː 

 

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)  

BBPOM di Palangka Raya mencapai target triwulan I tahun 2023 dengan kriteria 

M˨emenuhi Ekspektasi˩ ÓÙĀçÀĀ ÎÀēÀíÀĀ ʵʴʸˋʹʼ̧ː sÙúÀ÷ĚÀĀÀÀĀ ĚÀÿēúíĀç fÌÀġ ĆúÙë

BBPOM di Palangka Raya bersama dengan unit kerja lain yang tergabung dalam Region 

Samarinda dilakukan secara langsung di sarana distribusi Obat dan  sarana pelayanan 

kefarmasian.  

Pada pengujian sampel kosmetik tahun 2023 dilakukan berdasarkan sistem  

regionalisasi pengujian. BBPOM di Palangka Raya termasuk dalam Region Samarinda. 

Parameter uji spesifik Region Samarinda yang diujikan BBPOM di Palangka Raya adalah 

Identifikasi Klindamisin yang sampelnya berasal dari BBPOM di Palangka Raya dan 

seluruh Balai Besar, Balai, dan LOKA POM di Region Makassar (BBPOM di Makassar, 

BPOM di Kendari, BPOM di Manokwari, BBPOM di Jayapura, LOKA POM Palopo, LOKA 

POM Bau- bau). Parameter uji spesifik Region Samarinda lainnya yang diujikan BBPOM di 

Palangka Raya adalah Identifikasi Kloroform yang sampelnya berasal dari BBPOM di 

Samarinda, BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Pontianak, 

BPOM Tarakan, Loka POM di Kotawaringin Barat, Loka  POM di Balikpapan, Loka POM di 

Hulu Sungai Utara, Loka POM di Sanggau, dan Loka POM di Tanah Bumbu. 

Analisa kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut :  

1. Sistem pengujian sampel mengalami perubahan, yaitu sistem regionalisasi 

pengujian laboratorium. BBPOM di Palangka Raya tergabung dalam Region 
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Samarinda. Region Samarinda yang terdiri dari 10 unit kerja, yaitu BBPOM di 

Samarinda, BBPOM di Palangka Raya, BBPOM di Banjarmasin, BBPOM di Pontianak, 

BPOM Tarakan, Loka di Kotawaringin Barat, Loka di Balikpapan, Loka di Hulu Sungai 

Utara, Loka di Sanggau, dan Loka di Tanah Bumbu. 

Dengan adanya perubahan sistem menjadi regionalisasi pengujian laboratorium, 

BBPOM di Palangka Raya memerlukan waktu untuk beradaptasi dalam pelaksanaan 

sistem regionalisasi tersebut dan terus melakukan perbaikan melalui kegiatan 

monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.  

2. Realisasi sampling targeted khususnya OK dan Kos masih terdapat kekurangan 

sampel, meskipun tidak berpengaruh signi fikan terhadap realisasi total (acak dan 

tergeted) 

 

Rekomendasi perbaikan kinerja: 

1. Menyusun renlak sampling di awal tahun dan sampel masuk ke laboratorium 

sebelum tanggal 15 setiap bulan supaya capaian hasil uji meningkat dan masuk 

timeline. 

2. Memberikan arahan kepada tim sampling khususnya Obat Tradisional, Obat Kuasi, 

Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk memperhatikan juga capaian pada 

targeted yang masih tidak sesuai dengan renlak  

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

1. Menyusun renlak 
sampling di awal 
tahun dan sampel 
masuk ke 
laboratorium 
sebelum tanggal 15 
setiap bulan supaya 
capaian hasil uji 
meningkat dan 
masuk timeline.  
 

Menyusun renlak 
sampling di awal 
tahun 

-  -  

Selalu mengingatkan 
Poksi Pemeriksaan 
saat Rapat evaluasi 
internal secara 
berkala setiap bulan  

-  -  

2. Merencanakan dan 
menganggarkan 
setiap tahun 
pelaksanaan 
verifikasi alat HPLC 
untuk mencegah 
terjadinya 
kerusakan alat.  

Menyiapkan anggaran 
verifikasi alat HPLC di 
awal tahun 

-  -  

Meminta penawaran 
verifikasi alat HPLC ke 
masing- masing 
vendor 

-  -  
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No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

3. Merencanakan 
dengan matang dan 
melakukan 
pengadaan reagen 
di awal tahun 
sehingga terhindar 
dari kekosongan 
reagen. 
 

Menyusun 
perencanaan 
penagadaan reagen di 
awal tahun 

-  -  

Melaksanakan 
pengadaan reagen 
sesuai kebutuhan dan 
anggaran yang 
tersedia  

4. Melakukan 
komunikasi dengan 
Pusdatin terkait 
permasalahan SIPT 
untuk bisa 
menemukan solusi 
permasalahannya 

Melaporkan semua 
kendala terkait SIPT 
ke pusdatin 

-  -  

5. Merencanakan dan 
menganggarkan 
kebutuhan untuk 
pengadaan suku 
cadang alat lab 
(termasuk kolom) 
supaya bisa 
memenuhi 
kebutuhan 
pengujian 

Menyiapkan anggaran 
untuk kebutuhan suku 
cadang alat lab 

-  -  

Melakukan pengadaan 
suku cadang alat 
laboratorium  

6. Memperhatikan 
kembali instalasi 
listri k dan diatur 
sedemikian dengan 
menghitung beban 
dan keamanan 
untuk alat dan 
instrument  

Melakukan 
pengecekan instalasi 
listrik di laboratorium  

-  -  
 
 
 
 
 

7. Mengusulkan dan 
merencanakan 
untuk pengadaan 
UPS. 

Mengusulkan dan 
merencanakan untuk 
pengadaan UPS. 

-  -  

8. Melakukan 
Intensifikasi 
pengawasan dalam 
bentuk pembinaan 
dan pendampingan 
kepada pelaku 
usaha seperti 
distributor terkait 
tata cara distribusi 
yang baik. 
 

Merencanakan 
kegiatan intensifikasi 
pengawasan di awal 
tahun 

-  -  
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No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

9. Meningkatkan 
kerjasama dengan 
stakeholder  terkait 
tindak lanjut hasil 
pengawasan sarana 
distribusi Obat. 
 

Merencanakan dan 
melakukan kegiatan 
koordinasi untuk 
menjalin kerjasama 
dengan stakeholder 

-  -  

10. Meningkatkan  
kegiatan 
sosialisasi/publikas
i tentang peraturan 
terkait Obat kepada 
pelaku usaha dan 
masyarakat 
termasuk 
penyebaran 
informasi kepada 
stakeholder  dan 
masyarakat tentang 
adanya Public 
Warning  Obat yang 
diterbitkan oleh 
BPOM. 
 

Merencanakan dan 
melakukan kegiatan 
sosialisi tentang 
peraturan obat kepada 
pelaku usaha dan 
masayarakat 

-  -  

11. Meningkatkan 
kompetensi 
petugas. 
 

Merencanakan dan 
melakukan pelatihan 
untuk meningkatkan 
kompetensi petugas 

-  -  

 

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja  

Analisa penyebab keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut :  

 realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 

BBPOM di Palangka Raya diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 59 sampel Obat 

targeted yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya bersama dengan unit kerja 

lain yang tergabung dalam Region Samarinda, dengan hasil 58 sampel MS (memenuhi 

syarat) dan 1 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase Obat yang 

aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada triwulan I tahun  2023 adalah 

104.58% ÓÙĀçÀĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˨Memenuhi Ekspektasi˩ː 

 Kegiatan KIE telah berjalan dengan efektif salah satunya adalah penyampaian 

informasi mengenai CEK KLIK Cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kedaluarsa 

sehingga pemahaman masyarakat menjadi semakin t inggi terhadap cara memilih 

produk Obat dan Makanan yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Hal tersebut 
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berimplikasi terhadap rendahnya permintaan masyarakat terhadap produk Obat dan 

Makanan dengan TMK penandaan, Tanpa Izin Edar dan Kedaluarsa sehingga produk-

produk tersebut relatif sulit ditemukan di pasaran.  

 Penindakan terhadap pelaku kejahatan di bidang Obat semakin efektif. 

 Pemeriksaan sarana produksi, distribusi Obat dan pelayanan kefarmasian semakin 

efektif.  

 

d. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi  sebelumnya (internal maupun eksternal). Format 

matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:  

No Bulan Rekomendasi 
Tindak Lanjut Evaluasi 

Tindak Lanjut Selesai Rencana Aksi Timeline 

1 Januari  Laksanakan 
kegiatan sesuai 
dengan renlak 

-  Laksanakan kegiatan 
sesuai dengan renlak  

Desember -  

2 Februari  Sampling OK pada 
bulan berikutnya 
disesuaikan dengan 
target  

-  Memberikan arahan 
kepada tim sampling 
untuk menyesuaikan 
jenis target (random / 
targeted) sesuai target 
bulanannya 

Maret -  

3 Maret Realisasi sampling 
targeted khususnya 
OK dan Kos masih 
terdapat 
kekurangan sampel, 
meskipun tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
realisasi total (acak 
dan tergeted)  

Rekomendasi 
Bulan 
Februari Close 

Memberikan arahan 
kepada tim sampling 
khususnya OTOKSKKos 
untuk memperha tikan 
juga capaian pada 
targeted yang masih 
tidak sesuai dengan 
renlak  

April  Rekomendasi 
Bulan 
Februari Close  

 

 

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan 

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan 

atau tanpa bahan tambahan. Adapun Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari 

sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, 

dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, 

dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 

pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).  
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Yang dimaksud dengan Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria 

Pedoman Sampling Obat dan Makanan di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel 

yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling 

kecuali sampel pangan fortifikas i), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai 

pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel 

Makanan adalah sampel pangan fortifikasi. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah 

jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian . 

Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak 

mempengaruhi kriteria MS/TMS. 

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus = 

Ϸ ὓὥὯὥὲὥὲ ὓὛ  
ὮόάὰὥὬ ίὥάὴὩὰ ὓὥὯὥὲὥὲ ὝὥὶὫὩὸὩὨ ὓὛ

ὸέὸὥὰ ίὥάὴὩὰ ὓὥὯὥὲὥὲ ὝὥὶὫὩὸὩὨ ώὥὲὫ ὨὭὴὩὶὭὯίὥ Ὠὥὲ ὨὭόὮὭ
ρππϷ 

 

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwula n I tahun 2023 

Indikator Kinerja  
Target 

Realisasi 

Capaian 
terhadap target  

Kriteria capaian terhadap 
target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 

Persentase Makanan 
yang Aman dan 

Bermutu berdasarkan 
hasil pengawasan 

84 84 90,91 108.23 108.23 
Memenuhi 
ekspektasi  

Memenuhi 
ekspektasi  

 

Pada tahun triwulan I tahun 2023, realisasi persentase Makanan yang Aman dan Bermutu 

berdasarkan hasil pengawasan, BBPOM di Palangka Raya diperoleh dari hasil pemeriksaan 

terhadap 52 sampel Makanan Targeted yang dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya yang 

diuji di balai sendiri maupun di balai lain dalam Region Samarinda dengan jumlah total 

sampel yang telah diuji sebanyak 44 sampel, diperoleh hasil pengujian MS (memenuhi 

syarat) sebanyak 40 sampel dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat) sebanyak 4 sampel. Capaian 

persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada 

ġĖíĲĥúÀĀ M ġÀëĥĀ ʶʴʶʷ ġÙúÀë ÿÙĀÎÀēÀí ġÀĖçÙġ ĴÀíġĥ ʵʴʼːʶʷ̧ ÓÙĀçÀĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˨Memenuhi 

Ekspektasi˩ː 
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b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tri wulan 1 tahun 2023 dengan tahun 2022 

Indikator 
Kinerja  

Tahun 
Target 

Realisasi 

Capaian 
terhadap target  

Kriteria capaian terhadap 
target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 

Persentase 
Makanan 

yang Aman 
dan Bermutu 
berdasarkan 

hasil 
pengawasan 

2022 83 83 100 120,48 120,48 
Tidak dapat 
disimpulkan  

Tidak dapat 
disimpulkan  

2023 84 84 90,91 108.23 108.23 
Memenuhi 
ekspektasi  

Memenuhi 
ekspektasi  

 

Pada triwulan I tahun 2022, realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di 

Palangka Raya sebesar 100% ÓÙĀçÀĀ ÎÀēÀíÀĀ ĚÙÌÙĚÀĖ ʵʶʴˋʸʼ̧ ÓÙĀçÀĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˨¢íÓÀ÷ ÓÀēÀġ

ÓíĚíÿēĥú÷ÀĀ˩ˋ ĚÙÓÀĀç÷ÀĀ ēÀÓÀ ġÀëĥĀ ġĖíĲĥúÀĀ M ġÀëĥĀ ʶʴʶʷˋ ĖÙÀúíĚÀĚí ēÙĖĚÙĀġÀĚÙ _À÷ÀĀÀĀ

yang Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Palangka Raya sebesar 

90,91% dengan capaian telah ÿÙĀÎÀēÀí ġÀĖçÙġ ĴÀíġĥ ʵʴʼːʶʷ̧ ÓÙĀçÀĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˨Memenuhi 

Ekspektasi˩ː KÀú íĀí ÿÙĀĥĀöĥ÷÷ÀĀ ġÙĖöÀÓíĀĴÀ ēÙĖÌÀí÷ÀĀ ÎÀēÀíÀĀ ēÀÓÀ ġĖíĲĥúÀĀ M ġÀëĥĀ ʶʴʶʷ

dibandingkan dengan tahun 2022. 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 tahun 2023 dengan target tahun 2024  yang 

terdapat dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2021-2024 

Indikator Kinerja  Target 2024 
Realisasi 
Triwulan I 

Tahun 2023 
Capaian (%) 

Kriteria capaian 
terhadap target  

Persentase Makanan 
yang Aman dan 

Bermutu berdasarkan 
hasil pengawasan 

86 90,91 105,71 
Memenuhi 
ekspektasi  

 

Target Rencana Strategis tahun 2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini 

adalah sebesar 86%. Jika realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2023 dihitung terhadap 

target tersebut, maka nilai pencapaian indikator pada sas aran kegiatan ini sebesar 105.71% 

dengan kriteria ˨_ÙÿÙĀĥëí 8÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩. Walaupun demikian, upaya perbaikan secara 

berkesinambungan perlu terus dilakukan untuk peningkatan capaian kinerja sampai 

dengan tahun 2024 sehingga capaian kinerja tetap dipertahankan dalam kriteria ˨_ÙÿÙĀĥëí

8÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩. 
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d. Perbandingan realisasi kinerja triwulan 1 tahun 2023 dengan target nasional  

Indikator Kinerja  
Target 

Nasional 

Realisasi 
Triwulan I 

Tahun 2023 

Capaian 
(%) 

Kriteria capaian 
terhadap target  

Persentase Makanan 
yang Aman dan 

Bermutu berdasarkan 
hasil pengawasan 

77,50 90,91 117,30 Memenuhi ekspektasi 

 

Berdasarkan tabel diatas tersebut diketahui bahwa realisasi persentase Makanan yang 

Aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan di BBPOM di Palangka Raya triwulan I 

tahun 2022 sebesar 90,91%. Hasil tersebut telah berada diatas target nasional, yaitu 77,50% 

ÓÙĀçÀĀ ēĖÙĚÙĀġÀĚÙ ÎÀēÀíÀĀ ĚÙÌÙĚÀĖ ʵʵʻˋʷʴ̧ ÓÀĀ ÿÀĚĥ÷ ÷ĖíġÙĖíÀ ˨_ÙÿÙĀĥëí 8÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩ː 

 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)  

BBPOM di Palangka Raya telah berhasil mencapai target triwulan I tahun 2023 dengan 

÷ĖíġÙĖíÀ ˨Memenuhi Ekspektasi˩ ÓÙĀçÀĀ ÎÀēÀíÀĀ ʵʴʼːʶʷ̧ː ĀÀúíĚÀ ÷ÙÌÙĖëÀĚíúÀĀ ÓÀúÀÿ

pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut : 

ü Mekanisme pengambilan sampel PJAS yang termasuk dalam kategori Pangan 

targeted dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama terhadap sekolah yang telah 

diintervensi  sedangkan pada tahap kedua dan ketiga dilakukan sampling terhadap 

sekolah- sekolah yang belum diintervensi. Adanya penetapan lokasi sekolah  ini 

merupakan salah satu strategi penajaman sampling PJAS, dikarenakan pada tahun 

2022 tidak ditemukan sampel pangan PJAS yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). 

Dengan adanya penetapan lokasi sampling ini, hasilnya diperoleh dari sekolah yang 

belum dilakukan intervensi ditemukan lebi h banyak sampel PJAS yang Tidak 

Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 3 sampel, yaitu Mie Basah (SDN 6 Bukit Tunggal), 

Syrup Merah (SMPN 3 Palangka Raya) dan Nasi Uduk Ayam (SMPN 9 Palangka Raya) 

dengan parameter uji APM E coli, sedangkan pada sekolah yang telah diintervensi 

ditemukan 1 sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu sampel Es Teh (MI Al Jihad) 

dengan parameter uji Penetapan Kadar Siklamat. Dengan adanya hasil ini, perlu 

penajaman kembali lokasi sampling sampel PJAS terhadap sekolah yang belum 

diintervensi agar dilakukan sampling kembali dan masuk dalam program intervensi 

pada tahun berikutnya. Selain itu, masih perlu juga penguatan terhadap tindakan 

intervensi yang dilakukan agar lebih mengena yaitu pe mbinaan langsung kepada para 

pedagang yang berjualan di lokasi kantin sekolah.  
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Rekomendasi perbaikan kinerja: 

1. Melakukan intensifikasi pengawasan dalam bentuk penajaman lokus sarana lokasi 

sampling PJAS, yaitu sekolah-sekolah yang belum dilakukan intervensi KIE maupun 

terhadap pelaku usaha lainnya seperti sarana produksi maupun distribusi mie basah 

dan tahu untuk keperluan sampling pemahit formalin.  

2. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder  terkait yait u sekolah-sekolah maupun 

instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kantor Perwakilan 

(Kanwil) Kementrian Agama setempat untuk melakukan tindak lanjut hasil 

pengawasan dan pengujian sampel Makanan. 

 

f. Analisis program/kegiatan yang menun jang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja  

Analisa penyebab keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut :  

 Kegiatan KIE telah berjalan dengan efektif salah satunya adalah penyampaian cara 

produksi dan distribusi pangan yang baik terhadap para pelaku usaha dan 

pedagang- pedagang di kantin sekolah sehingga pemahamannya menjadi lebih baik 

terkait cara produksi Makanan yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi, terutama 

dalam hal hygiene dan sanitasi. Hal ini diharapkan dapat berimplikasi la ngsung 

terhadap berkurangnya jumlah sampel PJAS yang TMS baik secara parameter uji 

kimia maupun mikrobiologi.  

g. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).  

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:  

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana 
Aksi 

Timeline 

1. Menindaklanjuti hasil uji yang Tidak 
Memenuhi Syarat (TMS) kepada pihak yang 
berkepentingan dengan menyampaikan 
surat pemberitahuan hasil uji dan tindak 
lanjutnya berupa pembinaan terhadap 
pelaku usaha agar dapat menerapkan cara 
produksi dan distribusi yang baik sesuai 
ketentuan yang berlaku.  

. Mermbuat 
surat tindak 
lanjut hasil 
uji yang 
Tidak 
Memenuhi 
Syarat (TMS) 

TW 2 

2 Melakukan koordinasi dan komunikasi 
dengan  Kelompok Substansi Infokom 
dalam melakukan kegiatan KIE agar 
mempertimbangkan hasil uji tahun 
sebelumnya sebagai salah satu faktor 
pertimbangan dalam pemilihan sekolah 
yang akan dilakukan intervensi, termasuk 
penyampaian KIE secara langsung 

 Koordinasi 
dengan 
Kelompok 
Substansi 
Infokom 
untuk 
perencanaan 
intervensi 

TW 4 
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No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana 
Aksi 

Timeline 

terhadap para pedagang kantin di sekolah 
terkait cara produksi pangan siap saji yang 
aman. 
 

PJAS pada 
tahun 
berikutnya. 

 

¶ Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat  

a. Perbandingan realisasi terhadap target Triwul an I tahun 2023 

Indikator Kinerja  
Target 

Triwulan I 

Realisasi 

Triwulan I 

Capaian 
terhadap 

target  
Triwulan I 

Kriteria  

Persentase pangan 
fortifikasi yang memenuhi 

syarat  
96 100 104.17 

Memenuhi 
Ekspektasi 

 

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat  diperoleh dengan rumus = 

 

 

 

Sampai dengan Triwulan I tahun 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 sampel 

Makanan Fortifikasi  dengan hasil pemeriksaan seluruh  sampel (100 %) Memenuhi Syarat (MS). 

Dari data tersebut diperoleh capaian persentase Makan an yang memenuhi syarat terhadap 

target Triwulan I tahun 202 3 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 104.17 % 

dengan kriteria M˨emenuhi Ekspektasi .˩ Sampling fortifikasi ditetapkan mulai bulan Mei sudah 

dilakukan di bulan Januari tahun 2023 karena dari  disarana Produksi bukan disarana 

distribusi sehingga mendahului sampling di awal tahun. Tempat samling ditetapkan di 

Kabupaten Gunung Mas dengan perencanaan 75 sampel yang diperiksa dan diuji di BBPOM di 

Palangka Raya. 

b. Perbandingan realisasi  kinerja Triwulan dengan target tahun 2022  

Indikator Kinerja  
Target 
Tahun 
2022 

Realisasi 

Triwulan 
IV 

Capaian 
terhadap target  

Tahun 2022 
Kriteria  

Persentase pangan fortifikasi 
yang memenuhi syarat 

95 100 105,26 
Memenuhi 
Ekspektasi 

 

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 72 sampel 

Makanan Fortifikasi  dengan hasil pemeriksaan seluruh  sampel (100 %) Memenuhi Syarat (MS). 
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Dari data tersebut diperoleh capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat terhadap 

target tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 105,26 % dengan kriteria 

M˨emenuhi Ekspektasi .˩ 

 

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaika n 

kinerja)  

Yang dimaksud Pangan fortifikasi adalah Pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan 

perundang- undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. 

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah p angan fortifikasi 

yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya 

memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang - undangan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi 

Syarat adalah berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditamba hkan pada pangan 

fortifikasi.  

 

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat  pada Triwulan I tahun 2023 sebesar 100% 

dengan capaian sebesar 104.17%. Penyebab tingginya nilai capaian adalah sebagai berikut  : 

1) Sampel fortifikan yang sudah diuji adalah kategori Minyak Goreng Sawit dari sarana 

produksi di Kabupaten Sampit berjumlah 2 sampel dengan hasil uji seluruhnya memenuhi 

syarat.  

2) Sampel diambil dari sarana produksi PT. Sukajadi Sawit Mekar dengan pembelian tanpa 

anggaran dengan sampel dikhususkan untuk quality control (khusus untuk pengujian).  

3) Dari 2 sampel minyak goreng sawit dalam kemasan yang di pasarkan dalam sekala 

produksi dan didistribusikan untuk umum.  

 

Terhadap kemungkinan menurunnya capaian kinerja perlu dilakukan intervensi, dengan 

harapan dapat meningkatkan capaian kinerja. Intervensi yang dapat dilakukan antara lain :  

1) Pastikan sampel yang disampling adalah sampel yang memiliki ijin edar, diharapkan 

sampel dengan ijin edar produknya terjamin sehingga hasil ujinya dapat memenuhi 

syarat. 

2) Pengaturan jadwal sampling dan pengujian, sehingga tidak ada pengujian yang melewati 

batas waktu. 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :  

1) Melakukan sampling sesuai dengan renlak yang dibuat.  
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Sampling memegang peranan penting dalam pencapaian target kinerja, sehingga bila 

sampling dilakukan mengacu pada renlak yang dibuat diawal tahun diharapkan capaian 

akan maksimal. 

2) Penyusunan renlak sampling yang baik memperhatikan kesiapan dan ketersediaan 

sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan dan pengujian.  

3) Perubahan dalam pedoman sampling dapat mengakibatkan perubahan pada pencapaian 

kinerja. Terutama jika terjadi penambahan parameter uji terhadap sampel tertentu.  

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).  

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut :  

No. Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai * 
Belum **  

Rencana 
Aksi 

Time Line 

1. Masih terdapat beberapa sampel 
yang menjadi target pangan 
fortifikasi, pastikan bahwa 
pelaksanaan sampling dan 
pemeriksaan sesuai dengan 
target perencanaan yang telah 
ditetapkan. 

Sudah dilakukan 
sampling sesuai 
dengan renlak yang 
dibuat diawal tahun 

-  -  

     

     

 

 

 

 

 

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang seluruhnya 

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh 

nilai pencapaian sasaran TW 1 sebesar 0 dengan kriteria Sangat kurang. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

No Indikator Kinerja  

Target 

Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
terhadap target  

Kriteria capaian 
terhadap target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 

1 Indeks kesadaran 
masyarakat 
(awareness index) 
terhadap Obat dan 
Makanan aman dan 
bermutu  

77 0 0 0 0 
Tidak 

Memenuhi 
Ekspektasi 

Tidak Dapat 
Disimpulkan 

Nilai Pencapaian Sasaran 0 0 0   
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Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2  

1. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan 

bermutu  

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 
TW I 

Realisasi 
TW I 

Capaian 
terhadap 

target  TW I 

Kriteria capaian terhadap 
target  

Indeks kesadaran 
masyarakat 
(awareness index) 
terhadap Obat dan 
Makanan aman dan 
bermutu  

77 0 0 
Belum Memenuhi 

 Ekspektasi 

 

 Design metodologi yang digunakan untuk mengukur indeks kesadaran masyarakat 

terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah cross sectional  (potong 

lintang) dengan perhitungan besar s ampel/populasi menggunakan margin of error  10%, dan 

pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden 

adalah berdasar Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang tersebar di 34 provinsi dan 514 

kabupaten/kota. Kriteria inklusi sam pel studi adalah individu rumah tanggal yang berumur 

17- 65 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode Computer Assisted Personal 

Interviewing  (CAPI) yaitu teknik interview /pencacahan terhadap responden dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. Wawancar a dilakukan menggunakan tools  kuesioner 

yang telah diinstal pada smartphone enumerator . 

 

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan 

perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. In deks 

kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku 

masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, 

pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kedaluwarsa. 

Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Analisis dan Kebijakan Obat 

dan Makanan BPOM yang dilakukan pada akhir tahun 2023.  

 

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: (1) Pengetahuan (Knowledege) bertujuan untuk 

menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta 

mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta 

mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana 

informasi dan at au pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat; (2) 

Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan 

makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya  

dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang 
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benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap BPOM yang memiliki tugas pokok dalam 

mengawasi peredaran Obat dan Makanan; dan (3) Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku 

masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian 

bagaimana dukungan masyarakat terhadap program BPOM. Interprestasi indeks kesadaran 

masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mengacu pada 

skala 0- 100 dengan kategori sebagai berikut: 

Nilai Pemenuhan Interpretasi  
> 90.01 Sangat Baik 

> 75.01 sd 90 Baik 
> 60.01 sd 75 Cukup Baik 
> 45.01 sd 60 Kurang Baik 

< 45 Tidak Baik 
 

Target NIlai Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang 

aman dan bermutu tahun 2023 adalah 77 dan nilai indeks pada TW 1 2023 belum dapat 

disimpulkan dan sedang dalam tahap pelaksanaan survei oleh Pusat Analisis dan Kebijakan Obat 

dan Makanan BPOM sampai dengan akhir tahun 2023. 

 

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023  

 

Target NIlai Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang 

aman dan bermutu tahun 2023 adalah 77 dan nilai indeks pada TW 1 2023 belum dapat 

disimpulkan dan sedang dalam tahap pelaksanaan survei oleh Pusat Analisis dan Kebijakan Obat 

dan Makanan BPOM sampai dengan akhir tahun 2023. 

 

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerj a) 

Keberhasilan capaian indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat 

dan Makanan aman dan bermutu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:   

¶ Efek manfaat dari pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang obat d an 

makanan yang dirasakan oleh masyarakat secara bertahap terdapat peningkatan 

pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu sehingga 

Indikator Kinerja  
Target 
tahun 
2023 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap target  

tahun 2023 
Kriteria  

Indeks kesadaran 
masyarakat (awareness 
index) terhadap Obat dan 
Makanan aman dan 
bermutu  

77 0 0 
Belum Memenuhi 

Ekspektasi 
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mampu melindungi diri sendiri serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam 

memilih dan mengkonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. 

¶ Pemeriksaan sarana distribusi/pelayanan obat dan makanan semakin intensif dilakukan 

sehingga meminimalkan terjadinya kasus pelanggaran hukum terkait obat dan makan  

¶ Produk obat dan makanan TIE/palsu/TMS lainnya semakin berkurang karena semakin 

meningkatnya pengetahuan masyarakat maupun pelaku usaha dalam memilih dan 

mengkonsumsi obat dan makanan aman dan bermutu 

 

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja  

BBPOM di Palangka Raya melaksanan layanan informasi dan pengaduan baik secara 

langsung maupun memalui media sosial. Pada TW 1 2023 telah dilakukan layanan 

informasi dan pengujian sampel sebanyak 149, media sosial sebanyak 58 postingan di 

3 media sosial milik Balai (Instagram, Facebook dan Twitter), media elektronik berupa 

subsite BBPOM Palangka Raya sebanyak 41 berita.  

Strategi lain yang dilakukan dalam melaksanakan KIE, BBPOM di Palangka Raya 

memanfaatkan dan memberdayakan komunitas yang ada di masyarakat sejalan 

dengan pelaksanaan program prioritas nasional Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah, 

Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Tidak hanya itu, 

BBPOM juga intensif melakukan pengawasan obat dan makanan melalui pemeriksaan 

sarana distribusi bersama lintas sektor terkait (Pemerintah daerah, Dinas kesehatan 

dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan) serta pengawasan dan KIE melalui mobil 

laboratorium keliling kepada pelaku usaha pangan siap saji dan ritel.  

e.  Tindak lanjut rekomendasi hasi l evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format 

matriks tindak lanjutnya sebagai berikut :  

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

1. 

Melakukan 
monitoring 
dan evaluasi 
terhadap 
pelaksanaan 
KIE yang telah 
dilakukan 
dalam upaya 
peningkatan 
berkelanjutan  
 

Kondisi pandemi 
yang berangsur 
membaik menjadikan 
kegiatan KIE bisa 
dilaksanakan secara 
tatap muka 
dimodifikasi secara 
daring dan melalui 
media sosial  

Melakukan KIE dengan 
tema yang diberikan 
oleh pusat (BPA Free) 
pada botol kemasan dan 
tema lain sesuai 
kebutuhan masyarakat  

TW II- TW IV 

Intensifikasi jumlah 
dan konten KIE 

Melakukan KIE melalui 
media sosial dengan 

TW II- TW IV 
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No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

dengan pemanfaatan 
semua kanal yang 
dimiliki oleh BBPOM 
di Palangka Raya 

tema/materi berbeda 
setiap bulan yang telah 
ditetapkan oleh Badan 
POM 

Optimalisasi 
Kegiatan KIE 
bersama Mobil 
Laboratorium 
keliling dengan 
menjangkau seluruh 
wilayah kerja 
provinsi Kalteng  

Memberikan 
pengetahuan kepada 
pedagang pangan 
jajanan/siap saji dan 
masyarakat akan 
pentingnya keamanan 
pangan higiene dan 
sanitasi serta bahan 
tambahan pangan 

TW II- TW IV 

4. 

Melakukan 
monitoring 
dan evaluasi 
dalam upaya 
peningkatan 
berkelanjutan  

Intensifikasi 
pelaksanaan 
rencana aksi 
masing- masing 
kader Duta Milenial 
Kosmetik Aman yang 
telah dibentuk. 

Memberdayakan kader 
yang dimiliki agar 
indeks efektivitas KIE 
meningkat 

TW II- TW IV 

5. 

Monitoring dan 
evaluasi 
terhadap 
pelaksanaan 
Laura Jempol 
dan Pentol Isi 
Urat 

Mengembangkan 
inovasi Laura 
Jempol dan 
optimalisasi kinerja 
Pentol Isi  Urat 

Memperluas cakupan 
komunitas yang akan 
diberdayakan agar 
pengetahuan 
masyarakat semakin 
banyak 
 

TW II- TW III 

6. 

Monitoring dan 
evaluasi 
terhadap 
pelaksanaan 
peningkatan 
kompetensi 
petugas dan 
terhadap 
sarpras yang 
tersedia  

Melaksanakan 
peningkatan 
kompetensi kepada 
petugas KIE dan 
pengembangan 
sarana dan 
prasarana yang 
memenuhi harapan 
dan kepuasan 
masyarakat  

Melakukan identifikasi 
pengembangan 

kompetensi yang 
dibutuhkan agar 

kualitas pelaksanaan 
KIE lebih baik di masa 

mendatang 

TW IV 

 

 

 

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 3 (tiga) indikator yang seluruhnya merupakan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Perhitungan indikator tersebut dilaksanakan di alhir tahun 

2023. 
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No Indikator Kinerja  
Target 

Realisasi 

Capaian terhadap 
target  

Kriteria capaian  terhadap 
target  

1 
tahun 

Triwulan 
I 

1 
tahun 

Triwulan 
I 

1 tahun Triwulan IV 

1 Indeks kepuasan 
pelaku usaha 
terhadap 
pemberian 
bimbingan dan 
pembinaan 
pengawasan Obat 
dan Makanan 

90.9 0 0 0 0 Tidak 
Memenuhi 
Eskpektasi 

Tidak dapat 
disimpulkan  

2 Indeks kepuasan 
masyarakat atas 
kinerja 
pengawasan Obat 
dan Makanan 

67.76 0 0 0 0 Tidak 
Memenuhi 
Eskpektasi 

Tidak dapat 
disimpulkan  

3 Indeks kepuasan 
masyarakat 
terhadap layanan 
publik BBPOM di 
Palangka Raya 

93 0 0 0 0 Tidak 
Memenuhi 
Eskpektasi 

Tidak dapat 
disimpulkan 

Nilai Pencapaian Sasaran  0 0   

 

 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3  

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan  

Indikator Kinerja  

Target 

Realisasi 

Capaian 
terhadap 

target  

Kriteria capaian 
terhadap target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 

Indeks kepuasan 
pelaku usaha 

terhadap pemberian 
bimbingan dan 

pembinaan Obat dan 
Makanan 

90.9 0 0 0 0 
Tidak 

Memenuhi 
Eskpektasi 

Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan 

pengawasan Obat dan Makanan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif 

dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan 

pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan mencakup desk, 

bimbingan teknis, sosialisa si, dan pendampingan. Pelaku usaha Obat dan Makanan 

mencakup produsen, distributor. Aspek pengukuran dalam survei ini adalah: a. 

Aspek Tangible (T) b. Aspek Reliability (R) c. Aspek Assurance (A) d. Aspek 

Responsiveness (Re) e. Aspek Empathy (E). 
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a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 202 3 

Indikator Kinerja  
Target 
TW I 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap target  

TW I 
Kriteria  

Persentase sarana 
distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi 
ketentuan 

0  0 0 
Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan 

pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 pada TW I belum dapat 

diukur, karena indeks Kepuasan pelaku usaha ini merupakan nilai kumulatif dari 

hasil pendampingan selama tahun berjalan.  

 

b. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 202 3 

Indikator Kinerja  
Target 
tahun 
2023 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap target 

tahun 2023 
Kriteria  

Indeks kepuasan pelaku 
usaha terhadap pemberian 
bimbingan dan pembinaan 

Obat dan Makanan 

90.9 0 0 
Tidak Memenuhi 

Ekspektasi 

 

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan 

pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 pada TW I belum dapat 

diukur, karena indeks Kepuasan pelaku usaha ini merupakan nila i kumulatif dari 

hasil pendampingan selama tahun berjalan.  

 

c. Analisis  penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)   

Beberapa kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini 

antara lain, Upaya Balai Besar POM di Palangka raya dalam memberikan pelayanan prima 

berupa pendampingan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha. Selain itu pelayanan yang 

dilakukan di beberapa Mall pelayanan public juga menjadi salah satu kegiatan yang 

menunjang keberhasilan capaian kinerja indeks kepuasan pelaku usaha ini. Penurunan 

capaian terjadi akibat pendampingan yang dilaksanakan oleh fasilitator mahasiswa melalui 

program inovasi UMKM BERDIKARI serta kegiatan bimtek yang dilaksanakan secara hybrid, 

tidak mampu mengikat pelaku usaha dalam mengisi survey yang diberikan.  
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d. Analisis  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja  

Beberapa kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini 

antara lain:  

¶ Prorgam Pendampingan/Fasilitasi UMKM, Balai Besar POM di Palangka Raya dalam 

melaksanakan pelayanan prima terhadap pelaku usaha dengan melakukan bimbingan 

berupa pendampiangan/fasilitasi terh adap UMKM dalam rangka pemenuhan 

persyaratan registrasi produk Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik 

diwilayah kerja BBPOM di Palangka Raya .  

¶ Upaya pelayanan prima yg di berikan berupa jemput bola dengan melakukan fasilitasi 

dan pendampingan secara intens baik secara langsung dengan datang ke kantor 

maupun melalui telepon atau whatsapp terhadap pelaku usaha/UMKM produk pangan 

olahan, obat tradisional maupun kosmetik yang ingin mengembangkan produknya 

memiliki ijin edar BPOM. 

¶ Dalam rangka mepermudah pelakuku usaha mendapatkan informasi dan menambah 

pengetahuan, dilakukan pendampingan/ fasilitasi yang berupa bimtek mandiri bagi 

pelaku usaha dengan menggunakan aplikasi UMKM BERDIKARI, dimana dilakukan 

pembelajaran secara online sehingga pelaku usaha UMKM dapat meningkatkan 

pengetahuan tentang penerapan CPPOB, CPOTB, CPKB. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal/ eksternal).  

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningkatkan kualitas  

pelayanan yang 

diberikan kepada 

masyarakat khususnya 

Pelaku usaha melalui 

pembinaan serta 

fasilitasi dan 

pendampingan 

terhadap pelaku 

usaha.  

Melakukan 

pembinaan serta 

fasilitasi dan 

pendampingan 

terhadap pelaku 

usaha. 

 

 

-  

 

 

 

 

-  

 

-  

 

 

 

 

-  
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No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

2 Meningkatkan 

koordinasi dan 

kerjasama lintas 

sektor dengan 

stakeholder  terkait 

dalam hal pembinaan 

terhadap pelaku usaha 

baik dalam produksi 

maupun distribusi 

produk obat dan 

makanan. 

Melakukan 

koordinasi dan 

kerjasama lintas 

sektor dengan 

stakeholder  terkait 

dalam hal 

pembinaan terhadap 

pelaku usaha 

  

 

2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan 

hasil pengukuran melalui survei kepada masyarat atas kinerja pengawasan Ob at dan 

makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan 

mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Indeks 

kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan diperoleh melalui 

survei dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing  (CAPI) berbasis 

offline dan online dengan desain sampling menggunakan stratified random sampling.  

Responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan kriteria usia 17- 65 tahun 

sebagai konsumen obat, obat tradis ional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan 

olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup 

pengawasan BPOM.  

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan 

survei berupa nilai persentase . Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan 

penilaian masyarakat berupa kepuasan secara tidak langsung yang dirasakan oleh 

masyarakat terhadap outcome kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, 

khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. 

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu tangibles, realibility, 

responsiveness, assurance dan emphaty. Untuk mengukur kelima indikator tersebut, 

ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:  
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1. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan 

melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan 

aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM ( tangibles).  

2. Indikator tidak langsung yaitu s ejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan 

(realibility ), tindakan (responsiveness ), memberikan perlindungan ( assurance) dan 

kepedulian (emphaty) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.   

 

Perhitungan indeks diukur dari rata - rata tertimban g (weighted mean score) dari setiap 

variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot 

pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap     5 

(lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai 

indeks kepuasan masing- masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan. 

 

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut : 

   ὍὲὨὩὯί ὔὥίὭέὲὥὰ = ×[×(Ὑ← ὥ × ὦ) × ὧ] 

Keterangan:  

Ὑ← ὥ adalah rerata nila i kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan 

(a) dalam satu komoditi.  

b adalah bobot penduduk (BPS)  

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan 

olahan. 

 

a. Perbandingan realisasi kinerja tr iwulan dengan target triwulan I tahun 2023  

Indikator Kinerja  Target TW I 
Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap target  

TW I 
Kriteria  

Indeks kepuasan 
masyarakat atas 
kinerja pengawasan 
Obat dan Makanan 

0 0 0 
Tidak memenuhi 

ekspektasi  

 

Hasil survei pengukuran In deks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat 

dan Makanan BBPOM di Palangka Raya triwulan I tahun 2023 adalah 0 dengan capaian 

0% (target 0) termasuk dalam kriteria tidak dapat disimpulkan. Nilai indeks ini masih 

belum didapatkan di triwulan I dan baru didapatkan di akhir tahun. Survei dilakukan 

terhadap 5 komoditi yang diawasi BPOM yaitu obat, obat tradisional, suplemen 

kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. 
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b. Perbandingan antara realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2023  

Indikator Kinerj a 
Target 

tahun 2023 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap target 

tahun 2023 
Kriteria  

Indeks kepuasan 
masyarakat atas kinerja 
pengawasan Obat dan 
Makanan 

67.76 0 0 
Tidak memenuhi 

ekspektasi  

 

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang 

telah diterima pada Triwulan I sebesar 0% dengan kriteria Tidak Memenuhi Ekspektasi (nilai 

indeks baru diperoleh di akhir tahun).  

 

c. Analisis  penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)   

Indikator ini dinilai oleh masyarakat berdasarkan konsep Service Quality (servequal) yang 

mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Palangka Raya 

meliputi upaya pengawasan pada saat hari raya keagamaan dan momen khusus tertentu meliputi 

intensifikasi pengawasan produk seperti pengecekan produk kadaluarsa, kemampuan BBPOM di 

Palangka Raya dalam melindungi masyarakat dari produk Obat dan Makanan 

berbahaya/merugikan ke sehatan melalui pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat 

dan Makanan, memberikan jaminan keamanan produk yang beredar di masyarakat melalui 

pengawasan pre dan post market serta pengujian dan juga tindakan BBPOM di Palangka Raya 

atas produk berbahaya melalui penarikan produk dan penindakan kejahatan.  

Harapan dan ekspektasi masyarakat Kalimantan Tengah yang tinggi terhadap peran BBPOM di 

Palangka Raya merupakan landasan kuat untuk melakukan kinerja terbaik. Penetapan target 

kinerja dari semua aspek dan pengawalan pencapaiannya sangat penting untuk dilaksanakan 

dalam upaya mendapatkan outcome yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh 

masyarakat. Capaian indikator kinerja ini tidak dapat disimpulkan mengingat hasil survei 

didapatkan pada akhir tahun dan proses serta pelaksanaan survei bersifat independen melalui 

pihak ketiga. Akan tetapi BBPOM di Palangka Raya akan terus berupaya dan berkomitmen 

melakukan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah dari hulu ke 

hilir dengan meng utamakan pembinaan dan penyebarluasan informasi.  

 

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagala n pencapaian 

pernyataan kinerja  

Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator pencapaian kinerja namun masih belum 

berhasil menjadi peng ungkit pencapaian kinerja, yaitu : 
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¶ Layanan informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran Obat dan Makanan 

melalui tatap muka, whatsapp, telepon, email dan media sosial, namun media layanan 

tersebut belum terpublikasi optimal tepat sasaran dapat dikenal oleh masyarakat luas.  

¶ Pengembangan Inovasi UMKM BERDIKARI dalam upaya BBPOM di Palangka Raya melakukan 

pendampingan/fasilitasi kepada UMKM pangan dan obat tradisonal yang ada di Kalimantan 

Tengah untuk memperoleh no izin edar dari Badan POM. Inovasi/program ini baru dinisiasi 

dan dilauching pada tanggal 27 Maret 2023, sehingga dampak/aspek manfaatnya masih 

belum dapat terukur dengan baik pada triwulan I ini.  

¶ KIE secara luring dan daring serta melalui infografis tentang Obat dan Makanan, namun 

freku ensi dan variatif tema infografis dirasa masih kurang  

¶ Publikasi kegiatan dan kinerja pengawasan Obat dan Makanan masih belum optimal serta 

strategi publikasi yang belum tepat dengan waktu yang tepat  

¶ Pengawasan Obat dan Makanan melalui pemeriksaan sarana produksi dan distribusi serta 

pengujian Obat dan Makanan berdasarkan kajian risiko 

¶ Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan yang memberikan efek jera 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya  

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

1 Intensifikasi 
pengawasan atas isu 
terkait Obat dan 
Makanan serta 
kolaborasi lintas 
sektor  

 Intensifikasi 
pengawasan 
menjelang dan 
selama bulan 
Ramadhan dan idul 
fitri  

TW II 

Peningkatan 
Koordinasi dan 
kolaborasi 
pengawasan Obat 
dan Makanan 
bersama lintas 
sektor  

Meningkatkan 
kolaborasi dan 
sinergitas 
pegawasan obat dan 
makanan bersama 
lintas sektor di 
daerah 

TW 4 

 Peningkatan 
cakupan wilayah 
pengawasan 
Intensifikasi 
pengawasan 
menjelang hari raya 
besar keagamanan 

TW 4 

2 Intensifikas i Publikasi 
terkait 
giat/kinerja/program 
kerja/inovasi BBPOM 
di Palangka Raya di 
media sosial  

 Melakukan publikasi 
secara rutin setiap 
bulannya di media 
sosial BBPOM di 
Palangka Raya 
dengan tampilan 

TW 4 
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No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

yang lebih menarik  

3 Fasilitasi/pendampinga
n UMKM dalam rangka 
mendapatkan no izin 
edar dari Badan POM 
bekerja sama dengan 
perguruan tinggi yang 
ada di Palangka Raya 
(Universitas Palangka 
Raya dan Universitas 
Muhammadiyah 
Palangka Raya) 

 Implementasi UMKM 
berdikari  

TW 4 

4 Menindaklanjuti 
saran/masukan 
responden yang 
relevan bagi 
peningkatan kinerja 
pengawasan BBPOM di 
Palangka Raya   

 Melaksanakan 
Forum Konsultasi 
Publik dalam rangka 
menampung saran 
dan harapan 
masyarakat untuk 
meningkatan kinerja 
pengawasan obat 
dan makanan di 
wilayah Kalimantan 
Tengah 

TW 4 

 

 

3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Palangka Raya 

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 
TW I 

Realisasi 

TW I 
Capaian terhadap 

target TW I 
Kriteria  

Indeks kepuasan 
masyarakat terhadap 
layanan publik BBPOM di 
Palangka Raya 

0 0 0 
Tidak Dapat 
disimpulkan  

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik diperoleh melalui survei 

kepuasan masyarakat seusai PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat 

terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara 

pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 
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dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundangundangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur 

untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan 

publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan 

Masyarakat. Pada tahap interprestasi, untuk memudahkan penafsiran dan 

mengacu pada pengelompokan kinerja unit pelayanan berdasarkan PemanPAN 

dan RB Nomor 14 Tahun 2017, indeks yang diperoleh dikelompokkan sebagai 

berikut:  

Nilai Interval 
Konversi 

Mutu 
Layanan 

Interpretasi  

88.31 ˟  100 A Sangat Baik 
76.61 ˟  88.30 B Baik 
65.00 ˟  76.60 C Cukup Baik 
25.00 ˟  64.99 D Kurang Baik 

 

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di 

Palangka Raya terhadap 3 layanan yang dimiliki, yaitu: layanan 

informasi/pengaduan, penerimaan layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas 

sektor) dan layanan pendampingan pendaftaran produk obat dan makanan. Survei 

dilaksanakan dalam kurun waktu dan jumlah responden yang telah ditentukan , 

untuk selanjutnya diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi Sapa Apip. Pada 

triwulan I ini nilai Survei Kepuasan Masyarakat belum diperoleh hasilnya sehingga 

masih termasuk kriteria tidak dapat disimpulkan.  

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 

tahun 2023 

Realisasi 

TW I 
Capaian terhadap 
target tahun 2023 

Kriteria  

Indeks kepuasan 
masyarakat terhadap 
layanan publik BBPOM di 
Palangka Raya 

93 0 0 
Tidak Memenuhi 

Ekspektasi 

 

Target Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Palangka 

Raya tahun 2023 sebesar 93%  dan pada TW 1 ini, belum diperoleh nilai Survei 

Kepuasan Masyarakat sehingga tidak dapat disimpulkan . Hal ini bisa sebagai acuan 

dalam menyusun langkah- langkah strategis untuk melakukan perbaikan dan 

peningkatan kualitas pelayanan publik dalam upaya memenuhi kepuasan dan harapan 
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masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka Raya sampai dengan tahun 

2024 sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan 

prima sesuai Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal ini 

juga merupakan salah satu implementasi pelaksan aan Quality Management System 

(QMS) ISO 9001:2015 di lingkungan BPOM. 

 

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)  

Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Palangka 

Raya didukung oleh beberapa upaya perubahan yang telah terus dilakukanantara lain: 

¶ Tersedia Duta Layanan yang siap dan ramah melayani setiap tamu yang 

berkunjung dengan 5S (Sambut dengan Senyum dan Salam didasari dengan 

Semangat melayani untuk memberi Solusi)  

¶ Peningkatan kenyamanan area pelayanan bagi pelanggan dalam upaya pemenuhan 

harapan masyarakat. 

¶ Tersedianya fasilitas bermain anak dan laktasi bagi ibu menyusui serta coffe 

corner bagi pelanggan 

¶ Tersedianya nomor antrian secara elektronik dan terpisah untuk setiap jenis 

layanan 

¶ Tersedianya fasilitas bagi tamu difabel antara lain kursi roda, jalur masuk, tempat 

parkir mobil khusus, toilet khusus dan meja layanan terpisah  

¶ Tersedia Inovasi garansi layanan apabila menemukan petugas layanan tidak 

berada ditempat atau ruang layanan kosong tanpa petugas 

¶ Tersedia Inovasi layanan pengujian sampel pihak kepolisian 1 (satu) hari kerja dan 

layanan di hari libur (sabtu, minggu atau tanggal merah)  

¶ Pengembangan Inovasi e- UMKM Harati menjadi UMKM BERDIKARI yang 

merupakan salah satu bentuk layanan prima yang diberikan BBPOM di Palangka 

Raya kepada masyarakat khususnya pelaku usaha melalui pendampingan 1 (satu) 

fasilitator 1 (satu) UMKM dalam memperoleh no registra si produk 

 

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja  

Terdapat 9 unsur penilaian SKM yang selalu harus diperbaiki setiap tahunnya, yaitu : 
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¶ U1 adalah Persyaratan: adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.  

¶ U2 adalah Sistem, mekanisme dan prosedur: adalah tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

¶ U3 adalah Waktu penyelesaian: jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.  

¶ U4 adalah Biaya/ tarif: informasi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. 

¶ U5 adalah Produk spesifikasi jenis pelayanan: hasil pelayanan yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.  

¶ U6 adalah Kompetensi pelaksana: kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana 

meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman  

¶ U7 adalah Perilaku pelaksana: sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

¶ U8 adalah Penanganan pengaduan, saran dan masukan: tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

¶ U9 adalah Sarana dan prasarana: segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud dan tujuan serta segala sesuatu yang merupakan 

penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). 

Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana 

untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

 

Upaya perbaikan di setiap unsur akan menjadikan kualitas pelayanan Publik BBPOM di 

Palangka Raya menjadi lebih baik. Masukan dan saran dari pengguna layanan adalah 

petunjuk dan harapan, sehingga seyogyanya harus selalu dipenuhi. Jika monitoring dan 

evaluasi SKM oleh Badan POM dilaksanakan setahun sekali, demi mendapatkan 

kualitas layanan yang semakin baik dan cepat, BBPOM di Palangka Raya melakukan 

monitoring dan evaluasi setiap bulan. Sehingga dilakukan tindak lanjut segera setelah 

saran dan perbaikan dari pengguna layanan disampaikan ke BBPOM di Palangka Raya. 

Sejak Pandemi Covid-19 BBPOM di Palangka Raya terus berupaya dan menyusun 

strategi serta inovasi - inovasi untuk selalu memberikan layanan publik yang maksimal 

kepada masyarakat. Kegiatan konsultasi/layanan informasi yang semula lebih terfokus 

secara langsung/tatapmuka dialihkan melalui pemanfaatan kanal lain yang disediakan 
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secara online melalui telepon, email, aplikasi whatsapp, google review, Instagram, dan 

lain- lain. Hal ini disambut baik oleh masyarakat sehingga kebutuhan akan layanan 

informasi terkait Obat dan Maka nan masih dapat dipenuhi oleh BBPOM di Palangka 

Raya. 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).  

Salah satu sasaran strategis Badan POM yakni Meningkatnya efektivitas pengawasan 

dan pelayanan publik obat dan makanan, merupakan salah satu upaya Badan POM 

dalam mewujudkan salah satu misi Badan POM pada Renstra 2020  ˟ 2024 yaitu 

Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan 

pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan. Sasaran strategis Badan 

POM ini diukur keberhasilannya melalui indikator indeks kepuasan masyarakat 

terhadap layanan publik. Berdasarkan hasil capaian pada TW 1, BBPOM di Palangka 

Raya menysusun rencana tindak lanjut dalam upaya mencapai target nilai indeks di 

tahun 2023 serta mempertahankan bahkan meningkatkannya, antara lain:  

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

1 Meningkatkan 
intensifikasi layanan 
informasi dan 
pengaduan secara 
langsung/tatap muka di 
BBPOM di Palangka 
Raya maupun melalui 
Hotline Halo Infokom 
˨ʴʼʵʵ- 555-ʺʷʷ˩ ĚÙĖġÀ
melalui media sosial 
Facebook, Instagram 
dan Twiter 

Update konten 
secara berkala di 
media sosial dan 
kanal- kanal lainnya 
yang dimiliki oleh 
BBPOM di Palangka 
Raya 

Melakukan 
monitoring dan 
evaluasi 
berkelanjutan 
terhadap harapan 
dan masukan 
masyarakat 
terhadap layanan 
BBPOM di 
Palangka Raya 
serta penggunaan 
media sosial setiap 
bulannya 

Setiap akhir 
triwulan  

2 Meningkatkan 
kompetensi petugas 
layanan informasi dan 
pengaduan BBPOM di 
Palangka Raya  

 Melaksanakan 
Peningkatan 
Kompetensi 
petugas Infokom 

TW 4 

3 Meningkatkan 
implementasi dan 
pengembangan inovasi 
Kahayan (Kemudahan 
dalam Layanan 
Pengujian) 

 Melakukan 
pengembangan 
aplikasi Inovasi 
Kahayan 

TW 4 

4 Meningkatkan 
implementasi dan 
pengembangan Inovasi 

Transformasi e-
UMKM Harati 
menjadi UMKM 

Melaksanakan dan 
melakukan 
monitoring dan 

Setiap akhir 
triwulan  
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No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

e- UMKM Harati BERDIKARI evaluasi aspek 
manfaat dari 
implementasi 
inovasi tersebut  

5 Meningkatkan 
kelengkapan sarana dan 
prasarana di ruang 
pelayanan untuk 
memberikan suasana 
yang menyenangkan 
dan nyaman bagi 
konsumen 

 Melakukan 
monitoring dan 
evaluasi 
berkelanjutan 
terhadapa harapan 
dan kepuasan 
masyarakat 
terhadap layanan 
publik BBPOM di 
Palangka Raya 

Setiap akhir 
triwulan  

6 Meningkatkan 
kelengkapan sarana 
prasarana penunjang, 
seperti:, menyediakan 
petugas untuk melayani 
kopi dan teh bagi tamu 
gratis yang diletakkan di 
minibar, arena bermain 
anak, ruang laktasi. 

 Melakukan 
monitoring dan 
evaluasi 
berkelanjutan 
terhadapa harapan 
dan kepuasan 
masyarakat 
terhadap layanan 
publik BBPOM di 
Palangka Raya 

Setiap akhir 
triwulan  

7 Meningkatkan 
kompetensi petugas 
Duta Layanan  

 Melaksanakan 
Peningkatan 
Kompetensi 
petugas Duta 
Layanan 

TW 4  

8 Melakukan monitoring 
dan evaluasi secara 

berkala terhadap survei 
kepuasan masyarakat 

terhadap layanan publik 
BBPOM di Palangka 
Raya dalam upaya 

memenuhi saran, kritik 
dan masukan serta 

harapan dari pelanggan. 

Monitoring dan 
evaluasi terhadap 

SKM setiap bulannya 

Menindaklanjuti 
nilai masing -

masing unsur SKM 
yang mengalai 
penurunan nilai 

dalam upaya 
memenuhi harapan 

dan kepuasan 
pengguna layanan 

Setiap akhir 
triwulan  

 

 

 

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 7 (tujuh) indikator yang seluruhnya 

merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan ke tujuh indikator te rsebut, 
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diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 100.54 dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi. 

Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:  

No Indikator Kinerja  
Target 

Realisasi 

Capaian 
terhadap target  

Kriteria capaian terhadap 
target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 

1 Persentase 
keputusan/rekome
ndasi hasil 
inspeksi sarana 
produksi dan 
distribusi yang 
dilaksanakan 

90 90 69.15 76.83 76.83 
Tidak 

Memenuhi 
Ekspektasi 

Tidak 
Memenuhi 
Ekspektasi  

2 Persentase 
keputusan/rekome
ndasi hasil 
inspeksi yang 
ditindaklanjuti oleh 
pemangku 
kepentingan 

75 75 23.96 31.95 31.95 
Tidak 

Memenuhi 
Ekspektasi 

Tidak 
Memenuhi 
Ekspektasi  

3 Persentase 
keputusan 
penilaian 
sertifikasi yang 
diselesaikan tepat 
waktu  

100 100 100 100 100 
Memenuhi 
Ekspektasi 

Memenuhi 
Ekspektasi  

4 Persentase sarana 
produksi Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi 
ketentuan 

65 65 72.73 111.89 111.89 
Memenuhi 
Ekspektasi 

Memenuhi 
Ekspektasi 

5 Persentase sarana 
distribusi Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi 
ketentuan 

66 66 133.90 133.90 133.90 
Tidak Dapat 
Disimpulkan  

Tidak Dapat 
Disimpulkan 

6 Indeks Pelayanan 
Publik BBPOM di 
Palangka Raya 

4.4 0 0 0 0 
Tidak Dapat 
disimpulkan  

Tidak 
Memenuhi 
Ekspektasi 

7 Persentase UMKM 
yang memenuhi 
standar 

79 
22.
5 

56.07 NA 249.2 
Tidak Dapat 
Disimpulkan 

Tidak Dapat 
Disimpulkan 

Nilai Pencapaian Sasaran  64.94 100.54   

 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4  

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang 

dilaksanakan 

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 202 3 
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Indikator 
Kinerja  

Target 

Realisasi 

Capaian 
terhadap target  

Kriteria capaian terhadap 
target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 

Persentase 
keputusan/reko
mendasi hasil 

inspeksi sarana 
produksi dan 

distribusi yang 
dilaksanakan 

90 90 69.15 76.83 76.83 
Tidak 

Memenuhi 
Ekspektasi 

Tidak 
Memenuhi 
Ekspektasi 

 
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang 

dilaksanakan diperoleh dengan rumus = 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan = (A+B+C+D)/4 

A. Persentase keputusan hasil ins peksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (jumlah keputusan hasil inspeksi yang 

diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah keputusan 

hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100% 

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang 

diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT/ jumlah rekomendasi 

hasil inspeksi yang diterbitk an Pusat dan diterima oleh UPT) x 100% 

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain = (jumlah rekomendasi hasil inspeksi 

yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan ol eh Pusat/UPTlain / jumlah 

rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100% 

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT = (jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait 

yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari 

lintas sektor terkait) x 100% 

 

Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi 

yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan o leh 

sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan 

keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan tindak lanjut kasus yang 

berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pela yanan 

kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), 

hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi 

yang dilaksanakan terdiri dari:  

1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan ole h UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan 

oleh UPT; 
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2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ 

dilaksanakan oleh UPT;  

3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ 

dilaksanakan oleh pusat; dan 

4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan 

oleh UPT.  

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam 

menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor 

(pemerintah daerah , kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain 

yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).  

Pada Triwulan I tahun 2023, BBPOM di Palangka Raya telah melaksanakan/ menindaklanjuti 

keputusan/rekomendasi sebanyak 19 keputusan/ rekomendasi dar i 42 keputusan/ 

rekomendasi yang diterima  termasuk rekomendasi carry over  tahun 2022. Capaian 

persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang 

dilaksanakan pada tahun 2023 tidak memenuhi  target yang ditetapkan yaitu 76.83% dengan 

kriteria t˨idak memenuhi ekspektasi .˩ 

Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh 

UPT tercapai 100%, Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat  tercapai 77.78%, dan Rekomendasi dari pemangku 

kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT  tercapai sebesar 66.67%, 

sedangkan Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ 

dilaksanakan oleh UPT dengan capaian terendah sebesar 32.14%. Persentase 

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 

sampai triwulan I fokus pada pengawalan tindak lanjut hasil pengawasan rutin  dan 

optimalisasi tindak lanjut surat - surat dari kede putian I, II dan III terkait penarikan dan 

pengamanan produk, maupun promosi/iklan produk, serta menindaklanjuti permintaan 

pengawasan bersama dari stake holder terkait.  

 

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 202 3 

Indikator  Kinerja  
Target 
TW I 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap 

target  TW I 
Kriteria  

Persentase 
keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi sarana 
produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan 

90 69.15 76.83 
Tidak Memenuhi 

Ekspektasi 
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Apabila dilakukan perbandingan realisas i TW I tahun 2023 dengan target TW I, persentase 

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 

menunjukkan capaian yang ĚÀÿÀ ĴÀíġĥ ˨Tidak _ÙÿÙĀĥëí Ù÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩ːPada triwulan pertama 

ini, capaian indikator ini masih memerlukan pengawalan agar capaian kinerja pada triwulan 

berikutnya dapat tercapai memenuhi ekspektasi dengan melakukan evaluasi secara cermat .  

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 202 3 

Indikator Kinerja  
Target 
tahun 
2023 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap 

target  tahun 
2023 

Kriteria  

Persentase 
keputusan/rekomendasi 

hasil inspeksi sarana 
produksi dan distribusi 

yang dilaksanakan 

90 69.15 76.83 
Tidak Memenuhi 

Ekspektasi 

 

Perbandingan realisasi TW I tahun 2023 terhadap target 2023 menunjukan bahwa target 

tahun 2023 tercapai sebesar 76.83 % ÓÙĀçÀĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˨ġíÓÀ÷ ÿÙÿÙĀĥëí Ù÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩.  

 

d. Analisis  penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaik an kinerja)   

Pada Triwulan I tahun 2023,  capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi 

sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 202 3 tidak memenuhi  target 

yang ditetapkan yaitu 76.83% dengan kriteria t˨idak memenuhi ekspektasi .˩ 

Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh 

UPT tercapai 100%, Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang 

ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat  tercapai 77.78%, dan Rekomendasi dari pemangku 

kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT  tercapai sebesar 66.67%, 

sedangkan Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ 

dilaksanakan oleh UPT dengan capaian terendah sebesar 32.14%.  

 

e. Analisis  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja  

Kegagalan pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi 

sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di pengaruhi oleh rendahnya 

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dikeluarkan oleh 

Pusat berupa perintah pemantauan/monitoring penarikan produk obat/ recall yang 

dikeluarkan bulan Maret 2023 belum dapat terlaksana sehingga output tindak lanjutnya 

diperhi tungkan sebagai capaian triwulan berikutnya.  
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Pada komponen indikator ini, target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil 

Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan berdampak pada meningkatnya 

intensitas pemeriksaan sarana . Hal yang menjadi kendala adalah pelaksanaan kegiatannya 

bersamaan dengan kegiatan lain yaitu sampling obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen 

makanan maupun pangan, sehingga menyebabkan petugas harus melaksanakan dua output 

yang berbeda secara bersamaan dan menjadi kurang fokus dalam penanganan tindak lanjut. 

Hal ini terjadi akibat tidak dianggarkannya perjalanan dinas untuk pelaksanaan Sampling 

Obat dan Makanan dalam Mata Anggaran Kegiatan yang sesuai dan relevan. 

Dari pelaksanaan kegiatan pada surat rekomendas i yang dikeluarkan BBPOM di Palangka 

Raya berupa surat perintah pemeriksaan sarana dapat ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh 

BBPOM di Palangka Raya. Sebagian besar surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pusat 

yang berupa perintah pemeriksaan setempat ke sar ana terkait temuan produk illegal, 

produk palsu maupun produk yang tidak memenuhi ketentuan dapat 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya. Surat rekomendasi dari 

pemangku kepentingan yang berupa permintaan narasumber, permintaan dari pelak u usaha 

sebagai saksi pemusnahan juga dapat ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka 

Raya.  

Pada Triwulan I tahun 2023, komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, II dan Kedeputian 

III) terkait pelaporan hasil pemeriksaan dari BBPOM di Palangka Raya yang memerlukan 

tindak lanjut dari Pusat telah dilakukan dengan optimal. Fokus pengawasan sarana 

produksi dan distribusi pada tahun 202 3 adalah pada penanganan isu keamanan produk 

Obat dan Makanan, antara lain Smoke Snack (Cikibul), monitoring penarikan Suplemen 

Kesehatan dan Obat Tradisional yang mengandung EG- DEG, pembersihan OT BKO dan 

Intensifikasi Pengawasan Pangan bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri tahun 2023.  

 

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).  

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:  

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

1 Meningkatkan 
monitoring dan evaluasi 
terhadap 
keputusan/rekomendasi 
hasil inspeksi sarana 
produksi dan distribusi 
yang dilaksanakan 

Monitoring 
keputusan/rekomendasi 
hasil inspeksi sarana 
produksi dan distribusi 
yang dilaksanakan 
secara rutin setiap 
bulannya untuk tahun 
2023 

 

-  Masih terdapat 
surat kedeputian I, 
II,III dalam hal 
pembersihan pasar 
dan atau produk 
ilegal yang 
disampaikan bulan 
Maret, masuk dalam 
perhitungan data 
yang belum 

Selesai TW 3 
tahun 2023 
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No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

ditindaklanjuti 
triwulan I, sebagai 
kompilasi 
perhitungan di 
triwulan II tahun 
2023 

-  Menyusun 
prioritas/perencanaa
n pengawasan dalam 
rangka tindak lanjut 
surat Pusat dengan 
mempertimbangkan 
beban petugas 
dalam 
pelaksanaannya 
yang bersamaan 
dengan kegiatan 
sampling Obat dan 
Makanan 

Pengisian data RHPK 
Tindak Lanjut secara 
tepat waktu  

 

 Selesai Tahun 
2023 

 

 

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana yang ditindaklan juti oleh pemangku 

kepentingan  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 202 3 

Indikator Kinerja  

Target 

Realisasi 

Capaian 
terhadap 

target  

Kriteria capaian terhadap 
target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 

Persentase 
keputusan/  
rekomendasi 
hasil inspeksi 
yang 
ditindaklanjuti 
oleh pemangku 
kepentingan 

75 75 23.96 31.95 31.95 
Tidak 

Memenuhi 
Ekspektasi 

Tidak 
Memenuhi 
Ekspektasi 

 
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku 

kepentingan diperoleh dengan rumus = 

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku 

kepentingan = (A+B)/2 
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A. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

pelaku usaha = (jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / 

jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh UPT diberikan kepada pelaku usaha) x 

100% 

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

lintas sektor = (jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / 

jumlah rekomendasi yang dite rbitkan oleh UPT diberikan kepada lintas sektor) x 

100% 

 

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BBPOM 

di Palangka Raya kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan 

tanggungjawab terhadap sarana produksi/dis tribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil 

inspeksi diberikan kepada sarana produksi, distribusi, sarana pelayanan farmasi baik yang 

Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan sesuai dengan Pedoman Tindak 

Lanjut Hasil Pengawasan yang telah ditentu kan.  

Stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil 

pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, 

Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan 

Obat dan Makanan). Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, 

peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan 

atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana 

distribusi , saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, 

KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut 

adalah feedback/respon dari stakeholder  terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil 

pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.  

Pada Triwulan I tahun 2023 BBPOM di Palangka Raya telah memberikan rekomendasi hasil 

pengawasan yang diterbitkan oleh UPT BPOM kepada pelaku usaha dan instansi terkait 

sebanyak 99 surat rekomendasi  termasuk rekomendasi hasi l pengawasan carry over tahun 

2022 sebanyak 78 surat rekomendasi . Dari surat yang diterbitkan, terdapat 15 sarana/ pelaku 

usaha/instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/ feedback secara tertulis dalam 

bentuk Corrective Action Preventive Action  (CAPA) sampai dengan bulan Maret 2023. 

Adapun hasil pengawasan yang sifatnya telah ditindaklanjuti pada saat pemeriksaan di 

lapangan berupa pemusnahan produk TIE dan pengamanan produk sesuai ketentuan yang 

berlaku, sarana yang terkait diberikan tindak lanju t berupa surat peringatan atau peringatan 

keras.  

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh 

pemangku kepentingan telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 31.95% 

dengan kriteria t˨idak memenuhi ekspektasi .˩ Pada triwulan I intensitas  kegiatan 

pengawasan di lapangan fokus pada penanganan isu keamanan produk Obat dan Makanan, 



 
 

98 
 

antara lain  Smoke Snack (Cikibul), monitoring penarikan Suplemen Kesehatan dan Obat 

Tradisional yang mengandung EG- DEG, pembersihan OT BKO,  pengawasan rutin pada 

sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian  dan Intensifikasi Pengawasan Pangan bulan 

Ramadhan dan menjelang Idul Fitri tahun 2023.  

 

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 202 3 

Indikator Kinerja  
Target 
TW I 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap target  

TW I 
Kriteria  

Persentase 
keputusan/rekomendasi hasil 
inspeksi yang ditindaklanjuti 
oleh pemangku kepentingan 

75 23.96 31.95 
Tidak 

Memenuhi 
Ekspektasi 

 

Realisasi capaian kinerja triwulan I tahun 2023 sebesar 31.95 %, tercapai dengan kriteria 

t˨idak memenuhi ekpektasi˩ ġÙĖëÀÓÀē ġÀĖçÙġ ġĖíĲĥúÀĀ Mː 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 202 3 

Indikator Kinerja  
Target 
tahun 
2022 

Realisasi 

TW III 

Capaian 
terhadap target  

tahun 2022 
Kriteri a  

Persentase 
keputusan/rekomendasi hasil 
inspeksi yang ditindaklanjuti 
oleh pemangku kepentingan 

75 23.96 31.95 
Tidak Memenuhi 

Ekspektasi 

 

Realisasi capaian kinerja triwulan I tahun 2022 sebesar 31.95 %, tercapai dengan kriteria 

˨ġíÓÀ÷memenuhi ekpektasi˩ ġÙĖëÀÓÀē ġÀĖçÙġ ġÀëĥĀ ʶʴʶ3. 

 

d. Analisis  penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)  

Pada triwulan I tahun 2023, capaian persentase keputusan/re komendasi hasil inspeksi yang 

ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha sangat rendah yaitu sebesar 14.58%, 

persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh 

lintas sektor sebesar 33.33%. Dari 99 rekomendasi yang diterbitkan, 5 tindak lanjut berupa 

peringatan/peringatan keras kepada sarana yang telah disertai dengan tindakan pada saat 

pelaksaanaan pemeriksaan (pemusnahan produk TIE, kadaluwarsa atau pengamanan produk 

setempat). Sedangkan  51 rekomendasi tindak lanju t adalah berupa tindakan perbaikan 

tertulis dalam lembar Corrective Action Preventive Action (CAPA). 

Kendala atau hambatan pencapaian kinerja indikator ini antara lain:  
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ii. Tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan setiap sarana obat dan makanan 

yang memiliki temuan saat diperiksa untuk membuat laporan tertulis kepada petugas 

BBPOM di Palangka Raya  

iii. Pelaku usaha/ stake holder kurang memahami tindakan perbaikan yang harus dilakukan  

iv. Pelaku usaha/stake holder telah melakukan perbaikan namun tidak melakuka n 

penyampaian bukti tindakan perbaikan secara tertulis  

v. Masih terdapat rekomendasi pelaku usaha yang merupakan carry over tahun 2022   

Alternatif solusi yang perlu ditingkatkan dalam rangka memperbaiki capaian kinerja 

indikator kegiatan tersebut antara lain:  

¶ Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan 

kepada pelaku usaha 

¶ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action  (CAPA) 

sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan  

¶ Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui kegiatan 

Penguatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpiinan Daerah dan 

Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Obat dan Makanan 

 

e. Analisis  program/kegiatan yang menunjang k eberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja  

Keberhasilan capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan 

kepatuhan pelaku usaha dan stakeholder dalam memenuhi peraturan perundang -

undangan. Pola tindak lanjut hasil pengawasan yang dikeluarkan oleh BPOM 

mendorong pelaku usaha/stake holder untuk secara aktif dan persuasif melakukan 

tindakan perbaikan melalui pelaksanaan Corrective Action Preventive Action  (CAPA) 

sebagai bentuk tindak lanjut hasil pemeriksaan.  Mengoptimalkan komunikasi baik 

formal maupun informal kepada penanggung jawab sarana maupun stake holder 

untuk melakukan perbaikan dalam bentuk CAPA serta p embinaan dan sosialisasi 

tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha  perlu dilakukan 

secara berkes inambungan. 

 

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format 

matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:  
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No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

1 Meningkatkan 
monitoring dan 
evaluasi terhadap 
keputusan/rekomend
asi hasil inspeksi 
yang ditindaklanjuti 
oleh pemangku 
kepentingan 

Monitoring 
keputusan/rekomen
dasi hasil inspeksi  
yang ditindaklajuti 
oelh pemangku 
kepentingan secara 
rutin setiap bulannya  

1. Melakukan monev 
tindak lanjut hasil  
pemeriksaan untuk 
rekomendasi carry 
over tahun 2022 
kepada pelaku 
usaha/stake holder 
terkait berdasarkan 
prioritas  
2. Melakukan 
prioritas inspeksi 
terhadap sarana 
fasyanfar 
berdasarkan 
analisis risiko 
(dengan salah satu 
kriteria sarana yang 
belum melakukan 
tindakan perbaikan 
atas rekomendasi 
pada tahun 
sebelumnya) 

s.d Triwulan 3 
Tahun 2023 

Pengisian data RHPK 
Tindak Lanjut secara 
tepat waktu  

 s.d Triwulan 4 
Tahun 2023 

2 Meningkatkan 
kepatuhan pemangku 
kepentingan (pelaku 
usaha dan stake 
holder) dalam 
memberikan 
tindakan perbaikan 
terhadap hasil 
inspeksi dalam 
bentuk CAPA 

Mengoptimalkan 
komunikasi baik 
formal maupun 
informal kepada 
penanggung jawab 
sarana maupun 
stake holder untuk 
melakukan 
perbaikan dalam 
bentuk CAPA 
Pembinaan dan 
sosialisasi tindak 
lanjut terhadap hasil 
pemeriksaan kepada 
pelaku usaha  

 s.d Triwulan 4 
Tahun 2023 

 

 

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu   

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup :  

1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka 

pendaftaran produk OT.  

2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;  
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3) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk 

kosmetik.  

4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 

(CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi 

Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha 

Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang  

5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui 

sistem e- sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang.  

6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi 

Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong 

Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut 

berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan);  

7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen 

keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; 

sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan 

komitmen SMKPO di sarana peredaran.  

8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB.  

9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran 

produk impor OT, Kos, SK.  

10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk b adan usaha dan importir kosmetik.  

11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.  

12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, 

Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).  

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari 

surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.  

Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada 

tahun berjalan maka tidak dihi tung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan 

ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke 

dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan 

sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaianny a akan melebihi bulan 

tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.  
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a. Perbandingan target dan realisasi tahun 202 3 

Indikator 
Kinerja  

Target 

Realisasi 

Capaian 
terhadap 

target  

Kriteria capaian terhadap 
target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 

Persentase 
keputusan 
penilaian 
sertifikasi 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu  

100 100 100 100 100 
Memenuhi 
Ekapektasi 

Memenuhi 
Ekapektasi 

 
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh 

dengan rumus = 

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu  = (jumlah 

keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu / jumlah permohonan 

sertifikasi) x 100% 

Catatan:  

ṉ Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun 

sebelumnya  

ṉ Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan 

melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1. 

                  Jumlah Keputusan Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022  

No. Jenis Keputusan Sertifikasi 
Jumlah 

Permohonan 

Jumlah Keputusan 

Sertifikasi Tepat 

Waktu 

1.  
Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, 

CPOTB, CPKB, dan CPPOB 
12 12 

2.  
Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak 

ketiga 
247 247 

 TOTAL 259 259 

 

Dari tabel diatas, keputusan sertifikasi didominasi oleh layanan pengujian sampel 

sebanyak 247 sertifikat hasil pengujian (95,36%) dan sisanya 12 rekomendasi (4,64%) 

adalah layanan sertifikasi. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga yang telah 

diterbitkan terdiri dari 244 sampel barang bukti tindak pidana, 3 sampel pangan berasal 

dari Instansi/OPD. Sedangkan surat rekomendasi yang telah diterbitkan terdiri dari 5 

Izin Penerapan CPPOB, 2 rekomendasi Sertifikat CDOB, 5 Hasil Pemeriksaan dalam 
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rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik 

(CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha 

Kecil.  

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 202 3 

Indikator Kinerja  
Target 
TW I 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap target  

TW I 
Kriteria  

Persentase keputusan 
penilaian sertifikasi yang 
diselesaikan tepat waktu  

100 100 100 
Memenuhi 
Ekapektasi 

 

Realisasi keputusan sertifikasi yang ditindaklanjuti tepat waktu pada TW I tahun 2023 

(100,0%) jika dibandingkan dengan target TW I  (100,0%), telah tercapai sebesar 100%.   

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 202 3 

Indikator Kinerja  
Target 
tahun 
2023 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap 

target  tahun 
2023 

Kriteria  

Persentase keputusan 
penilaian sertifikasi yang 
diselesaikan tepat waktu  

100 100 100 
Memenuhi 
Ekapektasi 

 

Realisasi keputusan sertifikasi yang ditindaklanjuti tepat waktu pada TW I tahun 2023 

(100,0%) jika dibandingkan dengan target 1 tahun  (100,0%), telah tercapai sebesar 100%.   

 

d. Analisis  penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)  

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu te lah 

mencapai target yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan seluruh permohonan baik sampel 

pengujian pihak ketiga dan rekomendasi keputusaan sertifikasi seluruhnya telah 

diselesaikan/dikeluarkan tepat waktu. Penyelesaian 247 sampel pengujian dapat dilakukan 

tepat waktu didukung dengan inovasi yang dimiliki oleh laboratorium pengujian BBPOM di 

Palangka Raya yaitu KAHAYAN dimana sampel barang bukti tindak pidana narkotika 

diselesaikan dengan timeline satu hari saja. Sebanyak 12 keputusan Sertifikasi yang dapat 

diselesaikan sesuai service level agreement (SLA) / janji layanan dapat tercapai dengan 

didukung pelaksanaan inovasi UMKM BERDIKARI, UMKM dibimbingan oleh 1 orang fasilitator  

dari awal hingga diperoleh izin edar.  Penerbitan keputusan Sertifikasi mengala mi 

perubahan proses bisnis dengan berlakunya Undang- Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja beserta aturan turunannya. Perubahan proses tersebut antara lain untuk penerbitan 
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Izin Penerapan CPPOB sesuai Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) dimana 

pelaku usaha yang termasuk dalam skala Usaha Mikro Kecil dan memiliki produk pangan 

dengan risiko kategori rendah dan sedang maka tidak perlu dilakukan audit sarana. 

Penerbitan Izin Penerapan CPPOB dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap dokumen 

persyaratan saja, sedangkan pemeriksaan sarana akan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun 

sejak IP CPPOB terbit. Walaupun penerbitan Izin Penerapan CPPOB tersebut tanpa dilakukan 

pemeriksaan sarana, namun kendala masih ada karena pemahaman pelaku usaha terhadap 

kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan masih kurang yang mengakibatkan 

perlunya pendampingan dalam penyusunannya. Salah satu upaya yang ditempuh petugas 

adalah dengan menyediakan dokumen contoh yang dapat dijadikan sebagai pedoman 

penyusunan bagi pelaku usaha dan melaksanakan bimbingan untuk penyusunan dokumen 

yang dilakukan langsung oleh fasilitator pendamping . Selain itu, dilakukan desk kepada 

pelaku usaha untuk perbaikan terhadap dokumen yang belum sesuai. Perubahan juga terjadi 

pada sistem elektronik / aplikasi yang digunakan untuk penerbitan Izin Penerapan CPPOB 

dan Sertifikat CPOTB Bertahap melalui e- sertifikasi yang telah terintegrasi dalam sistem 

One Single Submission Risk Based Analysis (OSS RBA). Sedangkan Surat Pemenuhan Aspek 

CPKB langsung diajukan melalui OSS RBA. Penggunaan sistem elektronik menjadi tantangan 

bagi pelaku usaha yang tidak paham baik keterkaitan integrasi sistem OSS dengan sistem 

Badan POM maupun cara penggunaan sistem elektronik itu sendiri. Oleh sebab itu, petugas 

memberikan tahapan detil proses dalam sistem elektronik dan melakukan bimbingan atau 

desk secara langsung kepada pelaku usaha yang masih mengalami kendala. 

 

e. Analisis  program/keg iatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja  

Capaian keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat memenuhi 

target karena telah dilakukan program  ˟program kegiatan, antara lain:  

¶ Penambahan alat laboratorium, peningkatan kompetensi personil, dan penambahan 

ruang lingkup pengujian untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian  untuk 

pemenuhan standar laboratorium (GLP ) 

¶ Kecepatan waktu pelayanan, percepatan pengujian sampel sidik Pihak ketiga dengan 

one day service  melalui inovasi KAHAYAN. 

¶ Peningkatan kompetensi petugas layanan Sertifikasi secara daring untuk menunjang 

pelaksanaan kegiatan sehingga petugas dapat mengikuti perkembangan 

pengetahuan.  

¶ Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pembinaan yang dilakukan langsung 

dengan program pendampingan 1 UMKM 1 Fasilitator sehingga dapat berdampak 

langsung terhadap percepatan pemenuhan kebutuhan pelaku usaha untuk 
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mendorong pertumbuhan UMKM baik yang memproduksi pangan olahan, kosmetik 

dan obat tradisional dengan inovasi UMKM BERDIKARI.  

 

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format 

matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:  

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

1 Meningkatkan 
kinerja pengujian 
sampel pihak 
ketiga 

Perawatan peralatan 
uji secara berkala  

Menjadwalkan 
kunjungan service 
peralatan  

selesai 

Pengadaan suku 
cadang dan reagen 

Kontrak pengadaan 
reagen dan suku 
cadang  

selesai 

Menerapkan inovasi 
KAHAYAN  

-  -  

2 Meningkatkan 
pendampingan 
UMKM 

Desk pendaftaran  Desk pelaku usaha selesai 

Desk CAPA Desk pelaku usaha selesai 

 

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 202 2 

Indikator 
Kinerja  

Target 

Realisasi 

Capaian 
terhadap 

target  

Kriteria capaian terhadap 
target  

1 tahun TW IV 1 tahun TW IV 1 tahun TW IV 

Persentase 
sarana produksi 
Obat dan 
Makanan yang 
memenuhi 
ketentuan 

65 65 72.73 111.89 111.89 
Memenuhi 
Ekspektasi 

Memenuhi 
Ekspektasi 

 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan 

rumus = 

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan  = (jumlah sarana 

produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / target jumlah sarana produksi Obat 

dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%  

 

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi  Industri Pangan dan Industri Rumah 

Tangga Pangan. Adapun makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau 
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tidak lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan I I 

(produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa 

perbaikan. 

Proses pengawasan sarana produksi obat dan makanan pada triwulan 1 2023 dengan jumlah 

sarana produksi yang diperiksa  adalah sejumlah 22 sarana dengan hasil sebanyak 16 sarana 

memenuhi ketentuan dan 6 sarana masih belum memenuhi ketentuan . Capaian persentasi 

sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I tahun 2023 

adalah sebesar 72.73%. Capaian pada indikator ini 111.89̧ ÓÙĀçÀĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˩Memenuhi 

8÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩. 

 

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 
TW IV 

Realisasi 

TW IV 

Capaian 
terhadap target  

TW IV 
Kriteria  

Persentase sarana produksi 
Obat dan Makanan yang 
memenuhi ketentuan 

65 72.73 111.89 
Memenuhi 
Ekspektasi 

 

Apabila dilakukan perbandingan realisasi TW I tahun 2023 terhadap target triwulan berjalan , 

sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan menunjukkan capaian yang sama 

ĴÀíġĥ ˨_ÙÿÙĀĥëí 8÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩ː 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 
tahun 
2023 

Realisasi 

TW IV 

Capaian 
terhadap target  

tahun 2022 
Kriteria  

Persentase sarana produksi 
Obat dan Makanan yang 
memenuhi ketentuan 

65 72.73 111.89 
Memenuhi 
Ekspektasi 

 

Perbandingan realisasi TW I tahun 2023 terhadap target tahun 2023, persentase sarana 

produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan menunjukkan capaian yang sama yaitu 

÷ĖíġÙĖíÀ ˨_ÙÿÙĀĥëí 8÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩ː 

 

 

d. Analisis  penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)   

Di Provinsi Kalimantan Tengah tidak terdapat  sarana Industri produk obat, bahan baku obat, 

produk biologi dan sarana khusus (misalnya:  fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan 

rumah sakit), serta kosmetik golongan A dan B. Terdapat sarana khusus, yaitu Unit Transfusi 
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Darah (UTD) PMI. Sesuai dengan karakteristik daerahnya,  BBPOM di Palangka Raya fokus 

melakukan optimalisasi pembinaan pada sarana produksi pangan yaitu seluruh sarana MD dan 

sarana produksi pangan IRTP serta sarana produksi obat tradisional bentuk usaha  UMOT 

Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan produsen terhadap peraturan perundang - undangan 

dan pedoman cara produksi yang baik yaitu pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik 

(CPPOB) dan pedoman Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) serta meningkatkan 

monitoring  CAPA dan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan ke  produsen dan stakeholder 

terkait . 

Beberapa hal yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja tahun 202 3 antara lain :  

¶ Pemutakhiran data sarana produksi  di kabupaten/kota wilayah kerja BBPOM di Palangka 

Raya 

¶ Peningkatan koordinasi dengan stakeholder antara lain Dinas Kesehatan dalam pembinaan 

sarana produksi UMKM, khususnya dengan memanfaatkan kolaborasi data dan 

pengawasan sarana produksi dengan Kabupaten/Kota penerima DAK NF BPOM  

¶ Hasil pemeriksaan saran a produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) akan 

dijadikan sebagai salah satu aspek pertimbangan dalam kajian risiko penyusunan prioritas 

pemeriksaan sarana  

¶ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai 

bentuk tindak lanjut pengawasan  

¶ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan 

hasil tindak lanjut pengawasan  

¶ Menyediakan pelayanan help desk untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait 

pengelolaan sarana cara produksi  yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 

e. Analisis  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja  

Pada triwulan I, dilakukan pemeriksaan sarana produksi Pangan olahan yang telah mendapatkan 

sertif ikat CPPOB dan telah mendapatkan atau memiliki memiliki NIE (Nomor Ijin Edar). Selain itu, 

pada triwulan I juga dilakukan pengawasan sara produksi pangan oalahan IRTP. Jumlah sarana 

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi ketentuan juga meningkat sehingga 

berkontribusi  positif terhadap capaian indikator ini. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya 

intervensi  dan pembinaan dan pendampingan secara intensif oleh BBPOM di Palangka Raya serta 

pembinaan oleh dinkes dengan adanya DAK Non Fisik Pangan oleh Badan POM untuk pemerintah 

Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga pengawasan IRTP semakin baik. Adapun 

sarana TMK pada sarana IRTP didominasi oleh temuan tidak adanya dokumentasi produksi serta 

alat timbang untuk penimbangan Bahan Tambahan Pangan. Pada sarana IRTP yang memang 

sarana produksi rumahan masih belum terbiasa dengan pendokumentasian kegiatan produksi 

dan penakaran BTP menggunakan timbangan serta higiene dan sanitasi . 
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f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal mau pun eksternal).  

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:  

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana 
Aksi 

Timeline 

1 Meningkatkan 
pelaksanaan 
pemeriksaan sarana 
produksi sesuai 
rencana 

Membuat POA per triwulan 
dan per bulan 
Bersinergis dengan kegiatan 
sertifikasi khususnya 
pemberdayaan sarana IRTP 
agar jumlah IRTP yang 
memenuhi persyaratan 
CPPOB semakin meningkat. 
 

POA Selesai Tahun 
2023 

Monitoring dan evaluasi 
capaian /realisasi 
pemeriksaan sarana sesuai 
target  

POA Selesai Tahun 
2023 

Membuat surat tindak lanjut 
kepada sarana  

TL Selesai Tahun 
2023 

2 Meningkatkan 
koordinasi, pembinaan, 
monitoring dan evaluasi 
terhadap tindak lanjut 
hasil pemeriksaan 
sarana produksi  

Update data sarana produksi 
IRTP  
Peningkatan koordinasi 
dengan stakeholder Dinas 
Kesehatan dalam pembinaan 
sarana produksi UMKM, 
khususnya dengan 
memanfaatkan kolaborasi 
data dan pengawasan sarana 
produksi dengan 
Kabupaten/Kota penerima 
DAK NF BPOM tahun 2023 
 

 Selesai Tahun 
2023 

Koordinasi kepada stake 
holder terhadap tindak lanjut 
hasil pegawasan IRTP di 
wilayah kabupaten/kota dan 
upaya pembinaan  

 Selesai Tahun 
2023 

Menyediakan pelayanan help 
desk untuk pelaku usaha 
yang memerlukan informasi 
terkait pengelolaan sarana 
produksi  
 

 Selesai Tahun 
2023 
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5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan  

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 202 3 

Indikator Kinerja  

Target 

Realisasi 

Capaian 
terhadap target  

Kriteria capaian 
terhadap target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 

Persentase 
sarana distribusi 

Obat dan Makanan 
yang memenuhi 

ketentuan 

66 66 88.37 133.9 133.9 
Tidak Dapat 
Disimpulkan 

Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh 

dengan rumus = 

Persentase sarana distribusi  Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan  = (jumlah 

sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan / jumlah sarana 

distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa) x 100% 

 

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tr adisional, kosmetik, 

suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi 

RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun 

berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penet apan kesimpulan sarana MK dan TMK 

mengacu pada :  

1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat  

2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan 

suplemen kesehatan  

3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distrib usi pangan  

4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan 

Fasilitas Pelayanan Kefarmasian  

Realisasi persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan triwulan I 

diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh petugas BBPOM di Palangka Raya kepada 86 

sarana, dengan hasil 76 sarana memenuhi ketentuan dan 10 sarana tidak memenuhi 

ketentuan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi 

ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Palangka Raya mencapai target sebesar 133.90% 

dengan kriteria T˨idak Dapat Disimpulkan˩ . 
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b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 202 3 

Indikator Kinerja  
Target 
TW I 

Realisas
i 

TW I 

Capaian terhadap 
target  TW I 

Kriteria  

Persentase sarana 
distribusi Obat dan 

Makanan yang memenuhi 
ketentuan 

66 88.37 133.90 
Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

Apabila dilakukan perbandingan realisasi TW IV tahun 2023 terhadap target triwulan berjalan , 

persentase sarana distribusi  Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan menunjukkan 

capaian yang ĚÀÿÀ ĴÀíġĥ ˨¢íÓÀ÷ 2ÀēÀġ 2íĚíÿēĥú÷ÀĀ˩ː 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2022  

Indikator Kinerja  
Target 
tahun 
2023 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap target  

tahun 2023 
Kriteria  

Persentase sarana distribusi 
Obat dan Makanan yang 

memenuhi ketentuan 
66 88.37 133.90 

Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

Perbandingan realisasi TW I tahun 2023 terhadap target tahun 2022, persentase sarana 

distribusi  Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan menunjukkan capaian yang sama yaitu  

˨¢íÓÀ÷ 2ÀēÀġ 2íĚíÿēĥú÷ÀĀ˩ː 

 

d. Analisis  penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)   

Beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan capaian target persentase distribusi o bat yang 

memenuhi syarat adalah: 

¶ Pada awal tahun 2023 mencuat informasi kasus kesakitan (foodborne disease) pada anak di 

Ponorogo, Tasikmalaya dan Bekasi karena diduga mengonsumsi chikibul/smoke snack. 

Chikibul/smoke snack merupakan pangan olahan siap saji  golongan pangan ekstrudat yang 

dituang/dicelup Nitorgen cair/Liquid Nitrogen (LN2) untuk mendinginkan pangan tersebut 

secara cepat serta menghasilkan efek dingin dan berasap.  Sebagai langkah kehati- hatian, 

BPOM melalui Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menginstruksikan 

untuk melakukan pemantauan dan penertiban produk Chikibul/smoke snack di pusat 

keramaian (mall, pasar, pasar malam, pelabuhan dan lokasi pameran/expo) . Penertiban 

kasus ini dilakukan dengan melibatkan Dinas Kesehatan kabupaten/Kota di seluruh wilayah 

pengawasan BBPOM di Palangka Raya. 
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¶ Fokus pengawalan dan monitoring penarikan produk Suplemen Kesehatan dan Obat 

Tradisional (sirup anak) yang mengandung EG- DEG melalui pengawasan intensif 

maupun rutin. 

¶ Kegiatan pengawasan terhadap sarana distribusi kosmetik, OT, SK dalam rangka 

pengawasan rutin, penarikan dan pengamanan produk dalam rangka menindaklanjuti 

surat pusat sampai dengan Maret 2023 adalah 21 sarana diper iksa. 

¶ Intensifikasi Pengawasan Pangan bulan Ramadhan den menjelang Idul Fitri tahun 2023 

sampai bulan Maret 2023 pada 31 sarana distribusi pangan olahan  (kios, toko, swalayan, 

mini market, hypermart dan distributor).  

 

e. Analisis  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja  

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana 

disitribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan antara lain:  

¶ Kesiapan dan kesigapan dalam melaksanakan instruksi BPOM dalam penanganan kasus 

khusus pada triwulan I  tahun 2023, antara lain: pengawasan smoke snack/Cikibul, 

monitoring penarikan  produk sirup Suplemen Kesehatan dan Obat Tradisional yang 

mengandung cemara EG- DEG. Keberhasilan ini juga didukung dengan koordinasi dan kerja 

sama lintas sektor yang solid dalam penang anan kasus di lapangan. 

¶ Kesiapan tools , perangkat dan kompetensi petugas dalam melakukan pengawasan dalam 

rangka pengawalan Mutu dan Keamanan mutu obat dan pengelolaan Vaksin Covid- 19 pada 

sarana pelayanan kefarmasian  dengan asistensi dari Direktorat Penga wasan ONPP BPOM 

secara intensif.  

¶ Pembinaan kepada pelaku usaha, penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap 

sarana distribusi/pelayanan obat yang tidak memenuhi ketentuan;  

 

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun e ksternal).  

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:  

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

1 Meningkatkan 
pelaksanaan 
pemeriksaan 
sarana distribusi 
sesuai rencana 

Membuat POA per 
triwulan dan per bulan  
 

 Selesai  TW I Tahun 
2023 

 Monitoring dan evaluasi 
capaian /realisasi 
pemeriksaan sarana 
sesuai target  

s.d TW 4 Tahun 2023 

 Membuat surat tindak s.d TW 4 Tahun 2023 
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No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

lanjut kepada sarana  

 Kajian risiko 
penyusunan prioritas 
pengawasan sarana 
distribusi dan fasyanfar 
sesuai dengan juknis 
terbaru 

s.d TW 2 Tahun 2023 

 Optimalisasi 
pengawasan rutin 
terhadap sarana 
distribusi masih perlu 
dilakukan dengan cara 
sosialisasi peraturan 
kepada pelaku usaha, 
membuka forum 
komunikasi untuk 
konsultasi CAPA dari 
pelaku usaha, serta 
meningkatkan 
kompetensi petugas. 

s.d TW 4 Tahun 2023 

 

 

6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya 

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023  

Indikator Kinerja  Target TW I 
Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap 

target TW I 

Kriteria capaian 
terhadap target  

Indeks Pelayanan Publik 
BBPOM di Palangka Raya 

4.44 0 0 
Tidak Memenuhi 

Ekspektasi 

 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang - undangan. Penilaian indeks 

pelayanan publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori nilai : 

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja 

pelayanan publik di lingkungan K/L/D. penilaian Indeks Pelayanan Publik berdasarkan 

Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit 

Penyelenggaran Pelayanan Publik ditetapkan 6 (enam) aspek penilaian meliputi:  

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%)  

2) Profesionalitas SDM (18%)  

3) Sarana Prasarana (15%)  

4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%)  
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5) Konsultasi dan Pengaduan (15%) 

6) Inovasi (7%).  

Hasil penilaian enam aspek Indeks Pelayanan Publik, dikategorikan sebagai berikut :  

Range Nilai Kategori Makna 

4,51- 5,0 A Pelayanan Prima 

4,01- 4,50 A-  Sangat Baik 

3,51- 4,0 B Baik 

3,01- 3,50 B-  Baik (Dengan Catatan) 

2,51- 3,0 C Cukup 

2,01- 2,50 C-  Cukup (Dengan Catatan) 

1,51- 2,0 D Buruk 

1,01- 1,5 E Sangat Buruk 

0- 1,0 F Gagal 

 

Pada TW I tahapan penilaian UPP oleh Badan POM belum dilaksanakan, sehingga belum 

didapatkan hasil penilaiannya. Pada TW I, Balai melakukan pembenahan sistem dan perbaikan 

serta penambahan sarana prasarana untuk melengkapi kek urangan data dukung agar 

mencapai hasil melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2023 ini.  

 

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 

tahun 2023 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap target  

tahun 2023 
Kriteria  

Indeks Pelayanan Publik 
BBPOM di Palangka Raya 

4.44 0 0 
Tidak Memenuhi 

Ekspektasi 

 

Target penilaian IPP ditetapkan untuk capaian 1 tahun dikarenakan penilaian dilakukan 1 kali 

dalam setahun. Tahapan penilaian akan dilaksanakan pada TW II dan hasilnya akan diketahui 

pada TW III. Capaian kinerja pada TW I Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Palangka Raya adalah 

ʴ ÓÙĀçÀĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˨Tidak Memenuhi Ekspektasi˩ ː

 

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)  

Pada TW I tahapan penilaian UPP oleh Badan POM belum dilaksanakan, sehingga tidak ada 

tahapan penilaian yang dilakukan di TW ini. Dalam upaya perbaikan secara kontinyu, Balai Besar 

POM di Palangka Raya melakukan pembenahan sistem dan sarana prasarana untuk melengkapi 

kekurangan data dukung pada tahapan penilaian yang akan dimulai TW II. Perbaikan terus 

menerus dilakukan terhadap unsur - unsur pelayanan agar kualitas pelayanan bisa 

dipertahankan dengan baik. Unsur- unsur pelayanan yang akan selalu ditingkatkan meliputi :  
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1) kebijakan pelayanan melalui pengumuman maklumat pelayanan di berbagai kanal media 

(cetak, elektronik, sosial dll), maklumat juga diumumkan menggunakan bahasa 

daerah/Dayak agar maknanya lebih dipahami oleh masyarakat daerah. Selain itu ada 

Inovasi Garansi Layanan Prima kepada pelanggan, jika pelanggan menemui kondisi tidak 

ada petugas di ruang pelayanan pada saat jam layanan bisa melaporkan langsung ke 

Kepala BBPOM di Palangka Raya sebagai andil untuk meningkatkan kualitas pelayanan  

2) peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan 

kompetensi (bimbingan teknis, pelatihan, capacity building, sosialisasi, konsultasi dan 

koordinasi ke Badan POM sebagai konstitusi induk dll) baik mandiri maupun yang 

diselenggarakan oleh Badan POM 

3) Perbaikan Sarana Prasarana melalui penambahan jumlah sarana baru yang diperlukan 

dan pemeliharaan kebersihan sarana prasarana yang sudah ada. Sarana prasarana yang 

telah dilengkapi meliputi: penambahan wallpaper dengan warna cerah agar memberikan 

suasana yang baru, sofa tunggu yang menarik agar memberi kesan menarik, tanaman di 

ruang pelayanan agar kegiatan pelayanan tidak terkesan monoton  

4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) disampaikan kepada masyarakat luas agar 

mengetahui jenis dan standar layanan publik yang dimiliki BBPOM di Palangka Raya, 

masyarakat bisa turut andil membantu dalam hal pengawasan pelayanan yang telah 

ÓíÌÙĖí÷ÀĀː ¢ÙúÀë ÓíÌĥÀġ ˪8ġí÷À ÓÀúÀÿ sÙúÀĴÀĀÀĀ ġÙĖëÀÓÀē_ÀĚĴÀĖÀ÷Àġ˫ ĴÀĀç ÿÙĀçÀÎĥ ēÀÓÀ

Peraturan Badan POM No. 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di 

Lingkungan Badan POM 

5) Konsultasi dan Pengaduan merupakan salah satu jenis layanan yang dimiliki BBPOM di 

Palangka Raya, demi memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, area pelayanan 

dibuat terpadu satu pintu (PTSP) dan disediakan ruangan khusus pengaduan (tidak 

terjangkau kamera CCTV) terkait pengawasan obat dan makanan, integritas dan 

kredibilitas petugas  

6) Inovasi demi perbaikan kualitas lay anan terus dilakukan, hal yang telah dilakukan BBPOM 

di Palangka Raya terkait inovasi layanan ini adalah tahun 2022 membuat Inovasi LAURA 

JEMPOL (Layanan Uji Gratis Jemput Bola). Inovasi ini berasal dari masukan lintas sektor 

pada saat FKP yang menginginkan agar jangkauan layanan yang dimiliki diperbanyak dan 

diperluas dalam hal tempat dan segmen masyarakat yang dilayani. Pelaksanaan Lauran 

Jempol diintegrasikan dengan kegiatan mobil laboratorium keliling dan akan dilanjutkan 

pelaksanaannya pada tahun 2023. 

Rekomendasi yang telah disampaikan pada TW sebelumnya telah dilaksanakan dalam upaya 

perbaikan kualitas layanan sebagai berikut :  

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan dikaitkan dengan 

maklumat pelayanan dan inovasi Garansi Layanan Prima 

2. _ÙĀíĀç÷Àġ÷ÀĀ ÷ĆÿēÙġÙĀĚí ēÙġĥçÀĚ úÀĴÀĀÀĀ ÿÙúÀúĥí -ÀēÀÎíġĴ +ĥúÓíĀç ġÙĀġÀĀç ˨Be a 

Professional Master of Ceremony  ˩
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3. Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik, meningkatkan 

kebersihan dan kerapian ruang pelayanan  

4. Monitoring dan evaluasi Kebijakan Reward and Punishment bagi Pemberi dan Penerima 

Layanan setiap triwulan  

5. Melaksanakan, monitoring dan evaluasi LAURA JEMPOL serta inovasi lain di area 

peningkatan kualitas pelayanan publik  

 

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasi lan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja  

Upaya perbaikan demi peningkatan pencapaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik 

BBPOM di Palangka Raya pada tahun 2023 sebelum dan sesudah dilakukan penilaian oleh Tim 

Penilai adalah melanjutkan upaya perbaikan yang sudah dilakukan, yaitu : 

¶ Perbaikan dan pemeliharaan fasilitas, sarana dan prasarana ruang pelayanan publik  

secara kontinyu , antara lain: tersedianya ruang pelayanan publik telah terintegrasi satu 

pintu untuk seluruh jenis layanan yang dimiliki, yaitu :  (1) Layanan Informasi/Pengaduan; (2) 

Layanan Pengujian sampel pihak ketiga; (3) Layanan Pendampingan Pendaftaran Produk. 

Selain itu, ruang tunggu dilengkapi dengan free coffee, akses wifi gratis, kantin kejujuran, 

kotak saran, media cetak/me dia siar (TV), area bermain anak, ruang ibu menyusui dan 

berbagai fasilitas lain untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan bagi penyandang 

disabilitas.  

¶ Memperbarui maklumat pelayanan dan maklumat kebijakan standar pelayanan publik 

dikarenakan terjadinya peru bahan pimpinan dan penerapan inovasi pelayanan publik di 

lingkungan BBPOM di Palangka Raya yang telah disosialisasikan kepada seluruh 

masyarakat antara lain: melalui aplikasi APIK (Anda Perlu Informasi Klik disini) yang dapat 

diakses oleh seluruh tamu BBPOM di Palangka Raya dan spanduk di depan kantor BBPOM 

di Palangka Raya dan penerapannya dilakukan secara konsisten serta melakukan 

monitoring dan evaluasi secara berkala. Sosialisasi juga disampaikan melalui berbagai 

kanal media sosial milik BBPOM di Palangka Raya, media cetak dan media elektronik. 

¶ Beberapa inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh BBPOM di Palangka Raya 

antara lain: (1) layanan permohonan pemeriksaan sarana oleh Balai melalui: Aplikasi e-

UMKM Harati; (2) Garansi Layanan Prima melalui pemberian kompensasi apabila 

ditemukan layanan kosong; (3) Duta Layanan; (4) Kebijakan pemberian reward  dan 

punishment bagi petugas layanan setiap triwulan . Pada tahun 2022 layanan publik 

menambah inovasi baru, yaitu : Laura Jempol (Layanan Uji Gratis Jemput Bola). Inovasi ini 

bertujuan untuk lebih mendekatkan BBPOM di Palangka Raya kepada masyarakat luas 

mengingat pelanggan layanan milik Balai sejatinya hanya pada kalangan terbatas pelaku 

usaha. 

¶ Seluruh inovasi pelayanan publik BBPOM di Palangka Raya telah disosialisasikan melalui 

media sosial BBPOM di Palangka Raya. Kedepannya BBPOM di Palangka Raya akan 
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berupaya membuat standar pelayanan publik yang lebih berdampak pada masyarakat 

maupun pelaku usaha, mensosialisasikannya dan melaksanakannya secara konsisten.  

¶ Petugas pelayanan publik diberikan pelatihan terkait peningkatan teknis maupun sosio 

kultural sehingga semakin meningkat kompetensi dan pemahaman tentang pembangunan 

budaya kerja yang baik dan berdaya saing. Pelatihan dilaksanakan secara kontinyu guna 

mendapatkan hasil yang maksimal.  

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format 

matriks tindak lanjutnya sebagai berikut :  

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

1 Monitori ng dan evaluasi 
terhadap pelayanan 
publik yang 
dilaksanakan dikaitkan 
dengan maklumat 
pelayanan dan inovasi 
Garansi Layanan Prima 

Monitoring dan 
evaluasi layanan 
informasi dan 
pengaduan 
dilaksanakan setiap 
bulan 

Peningkatan monev 
pada saat 
penginputan data 
layanan ke aplikasi 
simpellpk  

Tiap TW 

Monitoring dan 
evaluasi jadwal 
layanan informasi 
dan pengaduan 
dilaksanakan setiap 
bulan 

Identifikasi kegiatan 
layanan dengan 
agenda program 
yang lain sehingga 
layanan tidak 
terabaikan 

Tiap TW 

Mengidentifikasi 
layanan yang dirujuk 
ke kelompok 
substansi lain  

Identifikasi, 
monitoring dan 
evaluasi layanan 
yang memerlukan 
rujukan ke kelompok 
substansi lainnya 
agar layanan tidak 
melebihi SLA 

Tiap TW 

2 Meningkatkan 
kompetensi petugas 
layanan melalui 
Capacity Bulding 
tÙĀġÀĀç ˨Be a 
Professional Master of 
Ceremony  ˩

Menghubungi vendor Pelaksana kegiatan 
dari eksternal telah 
ditunjuk  

Selesai 
dilaksanakan 

Revisi anggaran Telah dilakukan 
revisi anggaran dari 
optimalisasi 
anggaran 

Selesai 
dilaksanakan 

Kriteria dan jumlah  
peserta 

Ditentukan peserta 
berasal dari 
kelompok substansi 
infokom dan petugas 
layanan penerimaan 
sampel 

Selesai 
dilaksanakan 

Pelaksanaan 
capacity building  

Dilaksanakan di luar 
kota selama 2 hari 
ditambah 2 hari 

Selesai 
dilaksanakan 
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No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

untuk perjalanan 
pada bulan 
November 2022 

3 Perbaikan dan 
pemeliharaan sarana 
prasarana pelayanan 
publik, meningkatkan 
kebersihan dan 
kerapian ruang 
pelayanan 

Identifikasi jenis 
sarana prasarana 
dan perlengkapan 
layanan  yang tidak 
lengkap/habis  

Membuat daftar 
kebutuhan sarana 
untuk selalu 
disediakan di area 
pelayanan 

1 tahun 

Pemantauan 
terhadap kebersihan 
dan kerapian sarana 
prasarana 

Meminta petugas 
kebersihan membuat 
checklist 
pembersihan 
area/ruang yang 
menjadi tanggung 
jawabnya 

1 tahun 

Pemantauan 
terhadap kinerja  
petugas kebersihan 
layanan 

4 Monitoring dan evaluasi 
Kebijakan Reward and 
Punishment bagi 
Pemberi dan Penerima 
Layanan setiap triwulan  

Melaksanakan, 
Monitoring dan 
evaluasi Kebijakan 
Reward and 
Punishment bagi 
Pemberi dan 
Penerima Layanan 
setiap triwul an  

Mendata dan 
menganalisis 
capaian dari petugas 
pemberi layanan 
atas 
kepuasan/komplain 
dari pelanggan 

Tiap TW 

Membuat laporan 
monev 

Tiap TW 

Membuat tindak 
lanjut atas monev 
Kebijakan Reward 
and Punishment bagi 
Pemberi dan 
Penerima Layanan 

1 tahun 

5 Melaksanakan, 
monitoring dan evaluasi 
LAURA JEMPOL serta 
inovasi lain di area 
peningkatan kualitas 
pelayanan public 

Melaksanakan, 
Monitoring dan 
evaluasi LAURA 
JEMPOL serta 
inovasi lain di area 
peningkatan kualitas 
pelayanan publik  

Mendata dan 
menganalisis 
capaian dari inovasi 

Tiap TW 

Membuat laporan 
monev 

Tiap TW 

Membuat tindak 
lanjut atas monev 
LAURA JEMPOL 
serta inovasi lain di 
area peningkatan 
kualitas pelayanan 
publik  

1 tahun 

 

 

7. Persentase UMKM yang memenuhi standar 
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Persentase UMKM yang memenuhi standar merupakan indikator baru yang mulai diukur tahun 

2022, indikator ini sebelumnya hanya diukur di unit kerja pusat. terdapat perbedaan Definisi 

UMKM yang 114 memenuhi standar untuk masing- masing jenis komoditi produk. UMKM Pangan 

yang memenuhi standar yaitu UMK yang menerima surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan 

sarana produksi pangan oleh Balai sesuai Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi 

UMK Pangan. Namun perhitungan untuk UMK pangan olahan disesuaikan berdasarkan 

Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara 

Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) yang memberikan batas waktu maksimal 

pemeriksaan sarana hingga 12 bulan setelah izin terbit sehingga perhitungan capaian dilakukan 

terhadap UMK Pangan yang telah memiliki IP CPPOB dan telah dilakukan pemeriksaan sarana. 

UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar yaitu UMKM yang menerima surat rekomendasi 

pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap 

baik untuk Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Tahap I atau Usaha Kecil Obat Tradisinal 

(UKOT) Tahap I. Sedangkan UMKM Kosmetik yang memenuhi standar yaitu UMKM yang 

menerima Persetujuan denah atau Surat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang 

baik (SPA CPKB) atau SK penerbitan nomor notifikasi kosmetik atau Surat rekomendasi sebagai 

pemohon notifikasi kosmetik  

 

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 202 3 

Indikator 
Kinerja  

Target 

Realisasi 

Capaian 
terhadap target  

Kriteria capaian terhadap 
target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 

Persentase 
UMKM yang 
memenuhi 

standar 

79 22.5 56.07 NA 249.2 
Tidak Dapat 
Disimpulkan 

Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

Persentase keputusan UMKM yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus = 

(A + B + C)/3 

Dimana :  

A = ἔἽἵἴἩἰ ἣἙἕἙ ἜἩἶἯἩἶ ἛἴἩἰἩἶ ὁἩἶἯ ἵἭἵἭἶἽἰἱ ἻἼἩἶἬἩἺ dibagi ἔἽἵἴἩἰ ἣἙἕἙ 

ἜἩἶἯἩἶ ἛἴἩἰἩἶ ὁἩἶἯ ἬἱἬἩἵἸἱἶἯἱ ἸἩἬἩ ἼἩἰἽἶ ἪἭἺἲἩἴἩἶ kali  100%  

B = ἔἽἵἴἩἰ ἣἙἕἙ Ἓἢ ὁἩἶἯ ἵἭἵἭἶἽἰἱ ἻἼἩἶἬἩἺ dibagi ἔἽἵἴἩἰ ἣἙἕἙ Ἓἢ ὁἩἶἯ 

ἬἱἬἩἵἸἱἶἯἱ ἸἩἬἩ ἼἩἰἽἶ ἪἭἺἲἩἴἩἶ kali  100%  

C = ἔἽἵἴἩἰ ἣἙἕἙ ἕἷἻἵἭἼἱἳ ὁἩἶἯ ἵἭἵἭἶἽἰἱ ἻἼἩἶἬἩἺ dibagi ἔἽἵἴἩἰ ἣἙἕἙ 

ἕἷἻἵἭἼἱἳ ὁἩἶἯ ἬἱἬἩἵἸἱἶἯἱ ἸἩἬἩ ἼἩἰἽἶ ἪἭἺἲἩἴἩἶ kali  100% 
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Realisasi UMKM yang memenuhi standar produksi berdasarkan Jenis Komoditi Tahun 2023 

No. Jenis komoditi  
Target UMKM 

yang Didampingi 

Jumlah UMKM 

yang MS 

% UMKM yang 

MS 

1. Obat Tradisional 3 1 32.5 % 

2. Pangan Olahan 13 5 
43.2 % 

3. Kosmetik  1 1 92.5% 

 Total 17 7 
168.2 % 

 Rata- Rata   56.07 % 

 

UMK Pangan Olahan telah terbit Izin Penerapan CPPOB sebanyak 5 sarana produksi dan 

telah dilakukan pemeriksaan sarana  sebelum batas waktu maksimal 12 bulan. UMKM Obat 

Tradisional telah masuk permohonan Surat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat 

Tradisional yang Baik (SPA CPOTB) secara Bertahap tahap 2, untuk 1 sarana UMOT. 

Sedangkan UMKM Kosmetik yang menerima rekomendasi persetujuan denah dan telah 

dilakukan pembimbingan terhadap 1 sarana. 

 

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 202 3 

Indikator Kinerja  
Target 
TW I 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap 

target  TW I 
Kriteria  

Persentase UMKM yang 
memenuhi standar  

22.5 56.07 249.2 
Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

Realisasi Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan 

Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik TW 1 tahun 2023 sebesar 56,07% 

telah melewati target TW I 22.5% dengan nilai pencapaian indikator sebesar 249,2% 

ÓÙĀçÀĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˪˫Tidak Dapat Disimpulkan˫ ˫. Terdapat 7 sarana UMKM yang telah 

memenuhi syarat. 

 

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 202 3 

Indikator Kinerja  
Target 
tahun 
2023 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap target 

tahun 2023 
Kriteria  

Persentase UMKM yang 
memenuhi standar  

79 56.07 NA 
Tidak Dapat 
Disimpulkan 
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Realisasi Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan 

Dan/Atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik tahun 2023 sebesar 56,07% 

dençÀĀ ġÀĖçÙġ ġÀëĥĀ ʶʴʶʷ ˜ʻʽ̧˝ ÓÙĀçÀĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˪˫Tidak Dapat Disimpulkan˫ ˫. 

Terdapat 7 sarana UMKM yang telah memenuhi syarat. 

d. Analisis  penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)   

Tingginya capaian indikator tahun 2023 disebabkan pendampingan intensif yang dilakukan 

oleh petugas BBPOM di Palangka Raya kepada pelaku usaha baik yang dilakukan secara 

luring maupun daring. Pendampingan dilakukan dengan inovasi UMKM BERDIKARI untuk 

membantu dan memantau kemajuan yang telah dicapai oleh pelaku usaha dalam 

pemenuhan dokumen persyaratan. Belum optimalnya capaian di UMKM OT disebabkan 

kesulitan pelaku usaha UMOT untuk memperoleh penanggung jawab dikarenakan 

terkendala modal  dan pembuatan NIB pada proses pembuatan PT perseorangan. 

Pendampingan dilakukan terhadap 3 sarana UMOT yang telah menjadi target, dan 1 sarana 

yang telah mengajukan SPA CPOTB Bertahap Tahap 2. Capaian untuk UMKM Pangan Olahan 

juga tidak optimal disebabkan oleh belum terlaksananya tahapan Bimbingan Teknis CPPOB 

sampai dengan akhir TW I. Untuk meningkatkan capaian ini, perlu dipertahankan dan 

ditingkatkan hal - hal sebagai berikut:  

ˉ _ÙúÀ÷ĚÀĀÀ÷ÀĀ ēÙĀÓÀÿēíĀçÀĀ ¦_W_ ĚÙÎÀĖÀ íĀġÙĀĚíæ ĚÙĚĥÀí ēÙĖÙĀcanaan yang telah 

dibuat.  

m̄elaksanakan Inovasi UMKM BERDIKARI dengan bekerjasama dengan pihak Universitas 

sebagai fasilitator UMKM. 

 

e. Analisis  program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja  

Beberapa kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi pencapaian kinerja adalah 

sebagai berikut:  

¶ Inovasi UMKM BERDIKARI untuk mensinergikan pendampingan UMKM yang ada di 

masing- masing instansi dan pembangunan Fasilitator mahasiswa  

¶ Pelaksanaan pendampingan teknis terhadap pelaku usaha UMKM dan Layanan 

konsultasi 24 jam bagi pelaku usaha yang akan mengajukan izin edar baik secara 

daring maupun luring  

¶ Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi BBPOM di Palangka Raya yang 

melaksanakan pendampingan kepada UMKM 

¶ Pelaksanaan pelayanan di beberapa Mall Pelayanan Publik. 

 

 

f. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).  
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Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:  

No 
Rekomendasi 

 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

1 Meningkatkan 
capaian kinerja 
pendampingan 
UMKM Obat 
Tradisional 

Fasilitasi 
pendampingan 
umkm OT di Kab. 
Kapuas 

Melakukan desk 
registrasi UMKM 
OT di Kab Kapuas 

TW II tahun 2023 

Sertifikasi izin 
penerapan CPOTB 

Sertifikasi izin 
penerapan CPOTB 
Bertahap 

TW IV tahun 2023 

2 Meningkatkan 
capaian kinerja 
pendampingan 
UMKM Pangan 
Olahan 

Fasilitasi 
pendampingan 
UMKM Pangan 
olahan 

Bimtek CPPOB TW II tahun 2023 

Desk Sertifikasi 
UMKM 

Desk UMKM  TW III tahun 2023 

Sertifikasi izin 
penerapan 
CPPOB 

Sertifikasi izin 
penerapan CPPOB 

Akhir triwulan IV 
tahun 2023 

3 Meningkatkan 
capaian kinerja 
pendampingan 
UMKM Kosmetik 

Desk Sertifikasi 
UMKM  

Desk sertifikasi 
UMKM Bawi 
Bakena 

Akhir triwulan IV 
tahun 2023 

Desk Registrasi 
notifkos  

Desk notifkos Akhir triwulan IV 
tahun 2023 

4 Pengembangan 
aplikasi UMKM 
Harati  

Up grade aplikasi 
UMKM Harati  
menjadi UMKM 
BERDIKARI 

Upload contoh 
dokumen dan 
pembelajaran 

Selesai 

 

 

 

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya 

merupakan Indikator Kinerj a Utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, 

diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 98.47 dengan kriteria B˨aik .˩ Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:  

No Indikator Kinerja  
Target 

Realisasi 

Capaian terhadap 
target  

Kriteria  capaian terhadap 
target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 
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No Indikator Kinerja  
Target 

Realisasi 

Capaian terhadap 
target  

Kriteria  capaian terhadap 
target  

1 tahun TW I 1 tahun TW I 1 tahun TW I 

1 Tingkat 
efektivitas KIE 
Obat dan 
Makanan 

95.7 95.7 90.74 94.82 94.82 
Belum 

Memenuhi 
Ekspektasi 

Belum 
Memenuhi 
Ekspektasi 

2 Jumlah sekolah 
dengan Pangan 
Jajanan Anak 
usia Sekolah 
(PJAS) aman 

100 20 25 25 125 
Tidak 

Memenuhi 
Ekspektasi 

Tidak Dapat 
Disimpulkan 

3 Jumlah desa 
pangan aman 25 27 20 80 74.07 

Belum 
Memenuhi 
Ekspektasi 

Tidak 
Memenuhi 
Ekspektasi 

4 Jumlah pasar 
pangan aman 
berbasis 
komunitas  

100 25 25 25 100 
Tidak 

Memenuhi 
Ekspektasi 

Memenuhi 
Ekspektasi 

Nilai Pencapaian Sasaran  98.47 98.47 Baik Baik 

 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 5  

1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan 

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan  dengan target triwulan I tahun 2023  

Indikator Kinerja  Target TW I 
Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap 

target TW I 

Kriteria capaian 
terhadap target  

Tingkat efektivitas 
KIE Obat dan 
Makanan 

95.7 90.74 94.82 
Belum Memenuhi 

Ekspektasi 

 

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah 

ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat baik 

dari segi pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap obat dan makanan 

yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan 

Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan 

Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke 

masyarakat, dan KIE melalui media sosial. 

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target 

responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau pernah 

mendapatkan KIE melalui berbagai media pada tahun berjalan. Indikator ini diukur 

melalui survei terhadap 4 kriteria:  
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1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;  

2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;  

3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; dan 

4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.  

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau 

terlibat sebagai peserta dala m kegiatan KIE BPOM dalam 3 bulan terakhir. Teknik 

survei dapat berupa face to face interview , penyebaran kuesioner dan online survei. 

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE pada triwulan I tahun 2023 diperoleh nilai 

90.74 dengan capaian sebesar 94.82% dengan kriteria ˨+Ùúĥÿ _ÙÿÙĀĥëí 8÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩. 

 

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 

tahun 2023 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap target 

tahun 2023 
Kriteria  

Tingkat efektivitas KIE 
Obat dan Makanan 95.7 90.74 94.82 

Belum Memenuhi 
Ekspektasi 

 

Target indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah target kumulatif 

per tahun. Jika membandingkan capaian kinerja triwulan I tahun 2023 sebesar 90.74 

dengan target tahun 2023 sebesar 95.7, maka capaian yang diperoleh sebesar 

94.82% dengan kriteria ˨ +Ùúĥÿ _ÙÿÙĀĥëí 8÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩.  

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan 

kinerja)  

 

Pada indikator efektivitas KIE ini didapat capaian pada TW I ini 94.82% dengan kriteria Belum 

Memenuhi Ekspektasi. Penyebab tidak tercapainya indeks efektifitas KIE ini  adalah :  

¶ jumlah responden yang mengisi survei yang melebihi target yang ditentukan, sehingga 

hasil penilaian masyarakat menjadi sangat beragam. 

¶ latar belakang demograsi responden survei bervariatif dari segi jenis kelamin, umur, 

tingkat pendidikan dan pekerjaan memengaruhi hasil survei dan merupakan tantangan 

yang cukup kompleks untuk membuat KIE bisa diter ima oleh peserta  
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Atas capaian indikator Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Palangka Raya 

triwulan I  tahun 2023, untuk perbaikan kinerja pada triwulan  mendatang direkomendasikan 

beberapa hal berikut :  

1) Meningkatkan jumlah dan variasi konten b erita pada media sosial dengan kemasan yang 

lebih menarik terutama di kalangan milenial dan Ibu Rumah Tangga sebagai pegguna 

terbanyak. 

2) Mengaktifkan media Youtube dan Tiktok sebagai sarana publikasi dan KIE  

3) Memperhatikan target KIE agar peserta mampu meng ambil manfaat yang sebaik- baiknya 

sehingga lebih paham terhadap materi yang disampaikan pada kegiatan KIE yang 

dilaksanakan 

4) Monitoring, evaluasi dan pendampingan kepada responden survei, 

mendengarkan/menerima saran atau masukan dari peserta agar kualitas K IE semakin 

baik lagi 

 

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

 

Beberapa agenda KIE dan pemberdayaan masyarakat yang sudah berlangsung dan 

akan dilaksanakan oleh BBPOM POM di Palangka Raya untuk meningkatkan efektifitas 

KIE obat dan makanan selama TW I tahun 2023, antara lain: 

ǒ KIE Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Pangan Olahan pada 16 Maret 2023 di Aula 

Bapelkes Kalimantan Tengah. Narasumber berasal dari lintas sektor (Dinas 

Kesehatan, DPMPTSP) dan narasumber Balai, peserta berjumlah 60 orang berasal 

dari lintas sektor, masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan media.  

ǒ Penyebaran informasi dengan pemberian media edukasi dalam bentuk 

leaflet/brosur tentang keamanan pangan di setiap pertemuan yang dilak ukan oleh 

BBPOM Palangka Raya dan di ruang tunggu konsultasi bagi konsumen yang 

melakukan konsultasi maupun pengaduan langsung. 

ǒ Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) obat dan makanan melalui 

kegiatan Operasional Mobil Laboratorium Keliling sampa i tingkat desa dan 

kelurahan dengan pembagian brosur/leaflet, pemasangan spanduk, KIE langsung 

kepada pelaku usaha. 

ǒ Sosialisasi/Bimtek secara langsung mengenai 5 Kunci Keamanan Pangan terhadap 

pedagang takjil di Jl. Kecipir, Kelurahan Langkai dan Kecamatan Pahandut Kota 

Palangka Raya. 
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ǒ KIE melalui media sosial (Facebook, Instagram, Twitter dan Tiktok) tentang obat dan 

makanan aman sebanyak 37 postingan selama Triwulan I 2023. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). 

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:  

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

1 Meningkatkan 
jumlah dan 
variasi konten 
berita pada media 
sosial dengan 
kemasan yang 
lebih menarik 
terutama di 
kalangan milenial 
dan Ibu Rumah 
Tangga sebagai 
pegguna 
terbanyak. 

 

Identifikasi tema dan 
materi  

Konten yang bervariasi 
dengan tema mengenai 
pangan, obat, obat 
tradisional, suplemen,  
obat dan kosmetik. 

Triwulan IV 
tahun 2023 

Persiapan kegiatan Menyiapkan rancangan 
materi k onten medsos 

Triwulan IV 
tahun 2023 

Pelaksanaan Postingan di berbagai 
medsos balai mengenai 
masing- masing tema 
KIE 

Triwulan IV 
tahun 2023 

Monitoring dan evaluasi  Dilakukan monitoring 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan sebagai 
rekomendasi 
pelaksanaan kegiatan 
yang sama di waktu 
mendatang 

Triwulan IV 
tahun 2023 

2 Meningkatkan 
kolaborasi 
dengan 
pentaheliks 
termasuk media 
dan influencer 
yang potensial 

Identifikasi tema dan 
materi  

Konten dengan tema 
pangan 

Triwulan IV 
tahun 2023 

Persiapan kegiatan Menyiapkan rancangan 
materi konten medsos  

Pelaksanaan Postingan di berbagai 
medsos balai dan 
medsos influencer  

Monitoring dan evaluasi  Dilakukan monitoring 
terhadap pelaksanaan 
kegiatan sebagai 
rekomendasi 
pelaksanaan kegiatan 
yang sama di waktu 
mendatang 

2 Melakukan KIE 
melalui media 
elektronik dengan 
tema beragam 
yang informasinya 
diperlukan oleh 
masyarakat  

Identifikasi tema dan 
materi  

Pelaksanaan KIE akan 
mengusung tema 
Kosmetika Aman 

Triwulan II 
tahun 2023 

Persiapan kegiatan KIE 
di TVRI 

Menghubungi TVRI, 
penawaran dari TVRI, 
durasi acara, 
narasumber  

Triwulan II 
tahun 2023 
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No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

Pelaksanaan Acara dihadiri 
narasumber  luar 
(Dokter Kecantikan), 
narasumber balai dan 
disiarkan secara live  

Triwulan II 
tahun 2023 

 

 

1. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman 

a.  Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 
TW I 

Realisasi 
TW I 

Capaian terhadap 
target  TW I 

Kriteria capaian 
terhadap target  

Jumlah sekolah dengan 
Pangan Jajanan Anak usia 
Sekolah (PJAS) aman 

20 25 125 
Tidak Dapat 
Disimpulkan 

 

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman dihitung berdasarkan 

jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan 

pangan mengacu pada Juknis Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman.  

 

Kegiatan Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman tahun 2023 dilaksanakan di Kabupaten 

Barito Utara dan Kabupaten Pulang Pisau. Penetapan pemilihan wilayah didasarkan pada 

tingginya jumlah penduduk dan sebaran sekolah yang banyak di kedua Kabupaten/Kota tersebut, 

Kabupaten/Kota yang belum diintervensi pada tahun sebelumnya dan komitmen Pemerintah 

Daerah dalam melaksanakan Program Pangan Jajanan Anak usia Sekolah (PJAS) Aman. Capaian 

indikator pada TW I tahun 2023 dihitung dari persentase penyelesaian tahapan program, 

sedangkan target jumlah sekolah yang telah berhasil menerapkan keamanan pangan dengan 

diterbitkannya sertifikat PJAS Aman merupakan target akhir tahun yang mana pada tahun 2023 

BBPOM di Palangka Raya mendapatkan target 100% sebanyak 68 sekolah. Capaian pada TW I 

diperoleh 25% dari target 20% sehingga didapat kriteria ˨¢íÓÀ÷ 2ÀēÀġ 2íĚíÿēĥú÷ÀĀ˩ː 

 

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 
tahun 
2023 

Realisasi  

TW I 

Capaian 
terhadap target  

tahun 2022 
Kriteria  

Jumlah sekolah dengan 
Pangan Jajanan Anak usia 
Sekolah (PJAS) aman 

100 25 25 
Tidak Memenuhi 

Ekspektasi 
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Realisasi indikator  Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman pada 

triw ulan I tahun 2023 sebesar 25% terhadap target akhir tahun 100% sebanyak 68 sekolah, dengan 

÷ĖíġÙĖíÀ ˨Tidak Memenuhi Ekspektasi˩ . 

 

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke  depan (rekomendasi perbaikan kinerja)  

Capaian indikator pada TW I tahun 2023 berdasarkan penyelesaian tahapan kegiatan adalah 25% dari 

target 20%. Faktor penyebab keberhasilan capaian ini adalah  kepatuhan pelaksana program 

kegiatan untuk memenuhi jadwal yang telah ditetapkan dan ditetapkannya perolehan output tiap 

minggu agar tidak mengganggu agenda  kegiatan lainnya. Minimnya jumlah pelaksana program 

dibutuhkan komitmen tinggi dan  kerja sama dari seluruh staf. Faktor lain adalah dukungan 

dan komitmen yang tinggi  dari Pemerintah Kota/Daerah lokasi pelaksanaan Program.  

Rekomendasi perbaikan agar kualitas pelaksanaan program lebih meningkat, yaitu :  

a. Melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi sekolah yang diintervensi 

b. Pemberian paket edukasi 

c. Bimbingan Teknis bagi Kader Sekolah 

 

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan 

kinerja  

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk mewujudkan Pangan Jajanan 

Anak Sekolah Aman di TW I antara lain  : 

1. Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah dan Lintas Sektor pada Pelaksanaan Program Prioritas 

Nasional di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Pulang Pisau 

2. Sosialisasi Keamanan Pangan di sekolah perluasan (di luar sekolah yang diintervensi dengan 

syarat dila ksanakan di Kabupaten berbeda dari Kabupaten yang diintervensi). Sosialisasi 

Keamanan Pangan tahun 2023 dilaksanakan di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Barito 

Selatan sebanyak 63 (enam puluh tiga) sekolah atau sebanyak 189 (seratus delapan puluh 

sembilan) orang berasal dari komunitas guru dan murid.  

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). Format matriks 

tindak lanjutnya sebagai berikut :  

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

1 Monitoring Pemberdayaan 
Kader Keamanan Pangan 
Sekolah, yang terdiri dari : 
Pembentukan Tim 
Keamanan Pangan 

Tidak 
menunda 
kegiatan  

Telah selesai dilaksanakan 
sehingga realisasi tercapai 
100% (54 sekolah) 

Selesai pada 
TW IV 2022 

Meningkatkan 
koordinasi 

Telah selesai dilaksanakan 
sehingga realisasi tercapai 

Selesai pada 
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No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

sekolah dan Intervensi 
Keamanan Pangan kepada 
komunitas sekolah oleh 
kader Keamanan Pangan 
sekolah 

dengan kader 
sekolah 

100% (54 sekolah) TW IV 2022 

Monev 
kegiatan 
secara 
berkala  

Telah selesai dilaksanakan 
sehingga realisasi tercapai 
100% (54 sekolah) 

Selesai pada 
TW IV 2022 

2 Sertifikasi sekolah dengan 
PJAS aman 

Tidak 
menunda 
kegiatan 
sampling dan 
pengujian 

Telah selesai dilaksanakan 
sehingga realisasi tercapai 
100% (54 sekolah) 

Selesai pada 
TW IV 2022 

Meningkatkan 
koordinasi 
dengan kader 
sekolah 

Telah selesai dilaksanakan 
sehingga realisasi tercapai 
100% (54 sekolah) 

Selesai pada 
TW IV 2022 

Monev 
kegiatan 
secara 
berkala  

Telah selesai dilaksanakan 
sehingga realisasi tercapai 
100% (54 sekolah) 

Selesai pada 
TW IV 2022 

3 Pengawalan Sekolah Tidak 
menunda 
kegiatan 
pengawalan 

Telah selesai dilaksanakan 
sehingga realisasi tercapai 
100% (54 sekolah) 

Selesai pada 
TW IV 2022 

Meningkatkan 
koordinasi 
dengan kader 
sekolah 

Telah selesai dilaksanakan 
sehingga realisasi tercapai 
100% (54 sekolah) 

Selesai pada 
TW IV 2022 

Monev 
kegiatan 
secara 
berkala  

Telah selesai dilaksanakan 
sehingga realisasi tercapai 
100% (54 sekolah) 

Selesai pada 
TW IV 2022 

 

2. Jumlah desa pangan aman 

Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, untuk pemenuhan konsumsi pangan 

yang aman dan bergizi dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, perlu dilakukan program 

intervensi keamanan pangan dengan konsep pemberdayaan masyarakat agar dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pangan yang aman dan bergizi.  

Program Desa Pangan Aman merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh BPOM 

dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian d an peran serta masyarakat desa di 

bidang keamanan pangan, mendorong kemandirian masyarakat desa melakukan 

pengawasan keamanan pangan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman 
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sampai pada tingkat perseorangan serta memperkuat ekonomi desa melalui progr am 

Keamanan Pangan Desa. 

Jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desa yang memiliki kader keamanan 

pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan 

mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana 

desa, dana mandiri, atau integrasi dengan program lain). Desa yang diintervensi meliputi 

desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting,  desa 

kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 

dan desa di daerah destinasi wisata. Dalam program desa pangan aman, desa yang 

diintervensi keamanan pangan (desa baru) yang mana salah satu desa yang menjadi target 

adalah desa . Tahapan program Desa Pangan Aman meliputi kegiatan advokasi, Bimbingan 

Teknis Kader Keamanan Pangan Desa, Bimbingan Teknis Komunitas Desa, Fasilitasi 

keamanan pangan, kegiatan pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan, 

monitoring dan evaluasi serta lomba desa pangan aman.  

Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman Ini 

diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan -kegiatan 

terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa 

sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terli ndungi dari pangan yang tidak aman 

dan tidak bermutu.  

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 
TW I 

Realisasi 

TW I 
Capaian terhadap 

target TW I 
Kriteria  

Jumlah desa pangan 
aman 

27 20 74.07 
Tidak Memenuhi 

Ekspektasi 

 

Jumlah desa pangan aman dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima 

intervensi dan desa yang mendapatkan pengawalan pengawasan keamanan pangan. 

 

Pada TW I 2023 tahapan kegiatan Desa Pangan Aman yang telah dilakukan adalah tahapan 

advokasi kelembagaan desa di Kabupaten yang menjadi lokus intervensi, yaitu Kabupaten 

Barito Utara dan Kabupaten Pulang Pisau. Tahapan ini merupakan tahapan awal 

pelaksanaan program Desa Pangan Aman yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan 

dan komitmen pemerintah daerah dan lintas sektor terkait dalam upaya mensukseskan 

Program Prioritas Nasional khusus Program Desa Pangan. Persentase Realisasi tahapan 
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program desa pangan aman pada TW I ini sebesar 20% dari seluruh tahapan yang dilakukan 

dan persentase capaian ʻʸːʴʻ̧ ÓÙĀçÀĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˨¢íÓÀ÷ _ÙÿÙĀĥëí 8÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩ː KÀú íĀí

dikarenakan ada beberapa kendala dalam penetapan target desa yang akan diintervensi di 

Kabupaten Pulang Pisau dan keterlambatan dalam pengadaan rapid testkit dan paket 

edukasi.  

 

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 

tahun 2023 
Realisasi 

TW I 
Capaian terhadap 
target tahun 2023 

Kriteria  

Jumlah desa pangan 
aman 

25 20 80 
Belum Memenuhi 

Ekspektasi 

 

Capaian kinerja TW I tahun 2023 sebesar 80% ÓÙĀçÀĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˨+Ùúĥÿ _ÙÿÙĀĥëí

8Ě÷ēÙ÷ġÀĚí˩ ːRealisasi indikator kinerja Jumlah desa pangan aman bersifat kumulatif 

sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2024 sehingga perbandingan yang dapat 

dilakukan adalah capaian kinerjanya. Akan tetapi dalam hal ini diperlukan langkah - langkah 

strategis guna percepatan pelaksanaan tahapan yang belum dilaksanakan untuk memenuhi 

target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 serta segera mengatasi masalah yang 

menyebabkan capaian kinerja belum memenuhi ekspektasi pada triwulan 1 ini. 

 

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya 

perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)  

Pada triwulan I ini, BBPOM di Palangka Raya belum memenuhi ekspektasi target yang telah 

ditetapkan dikarenakan adanya kendala dalam penetapan target desa dengan pemerinyah 

daerah Kabupaten Pulang Pisasu sehingga pelaksanaan Advokasi Kelembagaan Desa tidak 

dapat dilaksnakan sesuai jadwal yang telah diteteapkan dan belum dila kukan pengadaan 

rapid testkit dan paket edukasi. Upaya yang dilakukan BBPOM di Palangka Raya dalam 

upaya pencapaian target yang telah ditetapakan antara lain: 

1. Menyusun roadmap seluruh tahapan pelaksanaan sampai akhir tahun  

2. Percepatan pelaksanaan masing- masing tahapan 

3. Intensifikasi koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah  

4. Monitoring dan evaluasi secara berkala  
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d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan 

kinerja  

Pada TW I 2023 ini, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya untuk 

dalam mewujudkan Desa Pangan Aman di Kabupaten Barito Utara dan Pulang Pisau antara 

lain: 

¶ Melaksanakan tahapan Advokasi Kelembagaan dalam upaya mendapatkan dukungan dan 

komitmen pemerintah daerah serta lint as sector terkait untuk mensukseskan program Desa 

Pangan Aman menuju kemandirian pangan. Pemerintah daerah dan lintas sektor terkait 

Kabupaten Barito Utara dan Pulang Pisau berkomitmen mendukung penuh program Prioritas 

Nasional khususnya Desa Pangan Aman sesuai tugas dan fungsinya masing- masing di daerah. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).  

BBPOM di Palangka Raya akan senantiasa melakukan pendampingan dan pengawalan 

kepada Desa/Kelurahan yang diintervensi progr am Desa Pangan Aman dalam pelaksanaan 

keamanan pangan di desanya  serta tetap memonitor komitmen lebih lanjut dari Kepala 

Desa/Lurah dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota setempat agar program dan kegiatan -

kegiatan terkait keamanan pangan di Desa Pangan Aman yang dilakukan secara mandiri 

dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.  Berdasarkan hasil capaian TW I dan 

rekomendasi di tahun 2022, BBPOM di Palangka Raya masih harus menyusun langkah-

langkah strategis guna mencapai target yang telah ditetapkan sesua i Renstra 2020-2024, 

antara lain: 

 

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi Timeline 

1 Melakukan monitoring dan 
evaluasi secara berkala 
terhadap capaian dan 
kendala untuk setiap 
tahapan program Desa 
Pangan aman 

Evaluasi melekat 
setiap bulannya 
terhadap capaian 
dan kendala yang 
dihadapi di 
lapangan 

Melakukan 
monitoring dan 
evaluasi 
berkelanjutan  

Setiap akhir 
triwulan  

2 Menyusun roadmap 
seluruh tahapan kegiatan 
program Desa Pangan 
Aman 

Matriks rencana 
pelaksanaan 
kegiatan setiap 
bulannya 

Melakukan 
monitoring dan 
evaluasi 
berkelanjutan  

Setiap akhir 
triwulan  
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3 
Melakukan kooordinasi dan 
komunikasi dengan 
pemerintah daerah terkait 
rencana pelaksanaan 
setiap tahapan program di 
kabupaten/kota yang 
diintervensi  

Koordinasi dengan 
pemerintah daerah 
guna mendapatkan 
dukungan dan 
komitmen dalam 
mensukseskan 
program Desa 
pangan Aman 

Koordinasi 
berkelanjutan 
dengan pemda dan 
lintas sektor terkait  

TW 4 

 

4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas  

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan ta rget triwulan I tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 
TW I 

Realisasi 
TW I 

Capaian 
terhadap target 

TW I 

Kriteria capaian 
terhadap target  

Jumlah pasar pangan 
aman berbasis 
komunitas  

25 25 100 Memenuhi Ekspektasi 

 

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat 

komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan 

terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam 

pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.  

Indikator Pasar pangan aman berbasis komunitas mengalami perubahan nama setelah 

ditetapkannya Reviu Renstra 2021-2024 pada bulan Oktober 2020, yang semula 

bernama Pasar aman bebas dari bahan berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman 

Berbasis Komunitas (PPABK). Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar 

yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan 

dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Sedangkan 

komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelo la pasar, 

pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam 

pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh 

komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan 

program (replika si pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang 

disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan 

berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan 

komunitas pasar dari sisi suply dapat berupa pener apan CRPB oleh pedagang pasar di 

pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan 

KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang 
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diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi ter masuk pasar di 

daerah destinasi wisata.  

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah pasar yang 

mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar aman berbasis komunitas, 

mengalami penurunan persentase Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) cemaran kimia 

dan mikrobiologi pada Monev tahap 1 dibandingkan Monev tahap 2, serta mempunyai 

rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.  

Pada TW I tahun 2023 capaian indikator dihitung dari tahapan kegiatan pasar yang telah 

dilaksanakan dengan persentase capaiannya 100%  dengan kriteria ˨_ÙÿÙĀĥëí

8÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩.   

b. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahun 2023  

Indikator Kinerja  
Target 

tahun 2023 

Realisasi 

TW I 

Capaian 
terhadap 

target tahun 
2023 

Kriteria  

Jumlah pasar pangan 
aman berbasis komunitas  100 25 25 

Tidak Memenuhi 
Ekspektasi 

 

Realisasi indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada triwulan I 

tahun 2023 sebanyak 25%, jika dibandingkan dengan target akhir tahun 100% sebanyak 

9 pasar, maka capaian yang diperoleh dengaĀ ÷ĖíġÙĖíÀ ˨Tidak Memenuhi Ekspektasi˩ː 

 

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 

upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan 

kinerja)  

Capaian indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada TW I 2023 

sebanyak 25% tahapan program, jadi jika dibandingkan target triwulan I maka 

capaiannya adalah 100% dengan kriteria ˨_ÙÿÙĀĥëí 8÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩.  Hal ini didukung oleh 

komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah lokasi pelaksanaan progr am. 

 

d. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja 

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM di Palangka Raya dalam rangka 

mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di TW I 2023 di Kabupaten Barito 

Utara dan Kabupaten Pulang Pisau, antara lain: 
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ǒ Advokasi Lintas Sektor dan Pemerintah Daerah  

Advokasi Lintas Sektor Kabupaten Barito Utara dilaksanakan pada tanggal 22 

Februari 2023 di Gedung Balai Antang yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris 

Daerah Kabupaten Barito Utara Bapak Drs. Muhlis. Sedangkan Advokasi Lintas 

Sektor Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2023 di Aula 

Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau dan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Pulang 

Pisau Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ibu Reliasi S. Sos., M. Si. 

ǒ Survei Pasar 

Dari hasil survei pasar di Kabupaten Barito Utara terpilih Pasar Dermaga dan Pasar 

Pendopo yang akan diintervensi, sedangkan di Kabupaten Pulang Pisau terpilih 

Pasar Handep hapakat yang akan diitervensi di tahun 2023. 

 

e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal). 

Format matriks tindak lanjutnya sebagai berikut:  

No Rekomendasi 

Tindak Lanjut 

Selesai* 
Belum**  

Rencana Aksi 
Timeli

ne 

1 Bimtek Petugas Pasar 
dan Fasilitator P asar 

Jadwal Kegiatan Melaksanakan kegiatan 
sesuai dengan jadwal 
direncanakan pada TW II 
tahun 2023 

TW II 

Meningkatkan 
koordinasi dengan 
petugas pasar 

Petugas yang akan di 
bimtek sebanyak 5 orang 

TW II 

Monev kegiatan secara 
berkala  

Menjalankan kegiatan 
monev dan pelaporan tepat 
waktu  

TW II 

2 Sampling Tahap 1 Jadwal Kegiatan Melaksanakan kegiatan 
sesuai dengan jadwal dan 
dikoordinasikan dengan 
petugas pasar yang telah 
di bimtek 

TW II 

Meningkatkan 
koordinasi dengan 
petugas pasar 

Permintaan laporan 
sampling tepat waktu dan 
menyerahkan honor 
petugas sesuai dengan 
jadwal  

TW II 

Monev kegiatan secara 
berkala  

Menjalankan kegiatan 
monev dan pelaporan tepat 
waktu  

TW II 
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Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya me rupakan 

Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh nilai 

pencapaian sasaran sebesar 91.65 % dengan kriteria capaian  ˨+Ùúĥÿ _ÙÿÙĀĥëí

8÷ĚēÙ÷ġÀĚí˩ː Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :  

 

No Indikator K inerja  
Target (%) Realisasi 

(%) 

Capaian (%) 
Kriteria 
capaian 

1 Tahun TW 1 1 Tahun TW 1 

1 Persentase sampel Obat 
yang diperiksa dan diuji 
sesuai standar  

100 20 18.43 18.43 92.15 
Belum 

Memenuhi 
Ekspektasi 

2 Persentase sampel Makanan 
yang diperiksa dan diuji 
sesuai standar  

100 20 18.23 18.23 91.15 
Belum 

Memenuhi 
Ekspektasi 

 
Nilai Pencapaian Sasaran  

91.65 Belum  
Memenuhi 
Ekspektasi 

 Nilai Pencapaian Sasaran penyesuaian  91.65  

 

 

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 6  

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar  

Obat mencakup obat terapetik, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan serta 

kosmetik. Sampel Obat yaitu sampel yang di sampling berdasarkan prioritas sampling 

yang telah ditetapkan. Diperiksa yaitu pengecekan terhadap nomor izin edar, kemasan 

sampel, tanggal kadaluarsa, serta penandaan atau label. Diuji meliputi pengujian 

laboratorium baik pengujian kimia maupun mikrobiologi. Sesuai standar adalah 

pemenuhan terhadap pengujian parameter uji kritis serta timeline  pengujian yang 

ditetapkan pada pedoman/SOP. 

Target sampel Obat yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah target sampel 

DIPA balai dengan ketentuan apabila jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sesuai 

standar melebihi target sampel DIPA, maka target sampel me nyesuaikan jumlah 

sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar.  










































































































































